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ABSTRAK

Nama : Fauzy Muarasabessy

Program Studi : limu Hukum

Judul :Memantapkan Kedudukan dan Peran Korban Kejahatan dalam
Proses Penyelesalan Perkara pada Sistem Peradilan Pidana
indonesia,

Tesis ini membahas mengenai korban kejahatan, yang akan mcengalami
viktimisasi lanjutan (poss vicrimization) karena adanya penolakan dan pengabaian
dari sistem peradilan pidana. Sebagai pihak yang menderita dan dirugtkan akibat
pelanggaran hukwm pidana, korban kejahatan tidak pernah dilibatkan dalam
proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai
pemeriksaan perkara di pengadilan, Korban hanya dilibatkan sebatas membenkan
kesaksian sebagai saksi korban. Posisi korban sebagai pihak yang dirugikan, telah
diarnbil alih oleh penyidik dan penuntut umum yang mengatasnamakan negara.
Sementara itu dalam proses peradilar seringkali hukum terialu mengedepankan
hak-hak tersangka/terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan. Penelitian
tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil
penelitian menyarankan korban kejahatan dapat dilindungi hak-hak yuridisnya
serta lebih berperan dalam sistem peradilan pidana dimana korbankejahatan dapat
ikut menentukan mengenai model penghukuman apa yang diinginkennya terhadap
pelaku vang melakukan tindak pidana atas dirinya. Apakah modsl penghukuman
{retributif) atan ganti kerugian (restoratif].

Kata kunci : korban kejahatan, perlindungan, sistem peradilan pidana
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ABSTRACT

Name : Fauzy Marasabessy

Study Program : Legal Siences

Judul : Consoclidating the position and the role of criminal casualties in
the process of the case resolution in the Indoneisan Uriminal
Justice System.

This thesis topics about criminal casualties, that will get post victimization
because of the existence of the refusal and carelessness from the criminal justice
system, as the side that suffer and is damage resulting from the violation of
eriminal law, enmingl casualties had not been involved in the process of ihe
criminal judicature, from the investigation stage, the demanding, fo the case
inspection in the coutt, casualties are only involy in being limil gave the festimony
as casualiies 's witness, the position of casualties is as the side that incurr a loss,
taken over by the investigator and the public prosecutor by the pame of sfate. In
the meantime in the process of the judicature often the law too much put the rights
forward deffendant, where as casualties 's rights are ignored, this thesis research is
the juridical research normative and juridical sociological, results of the research
suggest criminal casualtics could be protect by his juridical rights as well as more
play a role in the criminal judicature system where criminal casuaities could be

decisive.

Key words © victims, protection, criminal justice system.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah,

Seseorang yang menjadi korban kejehatan harus menghadapi problem
hukum vang krusial, Setelah mengsiemi dan merasakan sebagat korban
kejahatan, kembali dia mengalami viktirnisasi lanjutan (posi victimization)
karena adanya penolakan secara sistematis oleh sistern peradilan pidana.
Sebagai pihak vang menderits dan dirugikan akibat pelanggaras hukum pidana,
korban kejahatan tidak pernah dilibatkan dalam proses peradilan pidana, mulai
dari tehap penyidikan sampai dengan tzhap penuniutan. Korban hanya
dilibatkan sebatas memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Posisi korban
sehagal pihak yang dirugikan, telah diambil alik oleh penyidik dan penuntut
umurn, Dengan demikian hubungan hukum antara korban kejahatan di satu
pihak dengan pelaku kejahatan den negara {polisi dan jaksa} di lain pihak tidak
diatur secara jelas.

Posisi korban vang tclah diambil alih oleh negara menyebabkan
peranan korban untuk jkut dalam proses peradilan pidana menjadi terbatas.
Korban tidak pemnah dimintai pendapat mengenai model penghuloman apa
yang diinginkannya ferhadap pelaku yang melakukan tindak pidana atas
dirinya, Apakah dia menghendaki model penghukuman {retributif) atau ganti
kerugian {restoratif). Sehingpa seringkali korban kejshatan merasa tidak puas
dengan funtutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena
dirasa tidak sesual dengan rasa keadilan korban,

Pogisi korban kejshatan sangatlah ditentukan oleh falsafah pemidanasn
yang dianot oleh sistem pera{iilaﬁ pidana. Apabila falsafah rehabilitasi ~ yang
umumnya dimanifestagsikan melalui pidana perampasan kemerdekaan untuk
melakukan pembinéan pada pelaku kejahatan - yang dianut oleh sistem
peradilan pidana (scbagaimana saat ini berlaku di Indonesia), maka akan
menempatkan pelaku kejahatan vis a vis dengan sistemn peradilan pidana dan
mengesampingkan pogisi korban, yang dissumsikan  sodah diwakili atau

diambil alih posisinya olgh aparat penegak hukum {pelisi dan jaksg), sehingga

i
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korban tidak memiliki peran sedikitpun atau tidak memiliki “nilai tawar” dalam
sistem peradilon pidana.

Menurut Andi Hamzah, dalam proses peradilan seringkali hukum
terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdalowa, sementara hak-hak korban
diabaikan. Menurutnya, dalam membahas hokum acara pidana khususnya yang
berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, sda kecenderungan untuk mengupas
hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak (ersangka tanpa memerhatikan pula
hak-hak para korban.’

Hal kain yang membust posisi korban makin termarginalkan, ketika
penyidik dan penuntut umem karena “faktor X7 sudah didckatt oleh pelaku
kejahatan schingga korban makin tidak dipedulikan eksistensinya. Sehingga
tepat pepatah yang mengatakan “sudsh jatuh tertimpa tangge” kita sematkan
pada korban kejahatan.

Korban tetap sajs menjadi sosok yang terlupakan dalam sistem
peradilan pidana ketika aparat penepak hukum sudah mengambil alih kasusaya.
Sehingga yang terjadi, korban tidek diberikan peran untuk hdak terlibat secara
langsung dan aktif dalam proses penyidikan, penuntutan dam persidangan,
sehingga ia kehilangan kesempatan ustuk memperjuangkan hak-hak dan
menulihkan keadsannya akibat suate kejahatan.

Pangaturan-korban kejahatan dalam Undang-undang Nomor & Tahun
1981 tentang Hukum -Acaa Pidana (KUHAP) scoara umum telah mengubah
elemen filosofis dan asas-asas hukum scbagai-landasan filosofis peraturan
hkum dart undang-undang sebelumnya (HIR)., Akan tetapl masuknya hak-hak
korban kejahatan dalam KUHAP tidzk diperkuat oleh landasan fiiosofis dard
teori bukum yang mengakibatkan Kkorban kejuhatan tetap tidak diakui
cksistensinya dan posisinya hukomnya sebagai korban dari suatu Hndak pidana.

Keberadaan KUHAP dalam kehidupan hukum di Indonesia memang
disadari telah meniti suatu era baru, yzitu era kebangkitan hukum nasional
vang mengutemakan perlindungan hak asast scorang tersangka dalam

mekanisme sistem peradilan pidana, Perlindungan atas hak asasi tersangka

Gandi Hamzah, Pertindungan Hakb-hak Asasi Mamuste dalem Kitab Undang-Undeng
Fkvan Acara Pidena (Bandung: Binacipla, 15883, hal. 33.
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tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan scjak seorang tersangka
ditangkap, ditahan, dituntut dan diadih di muks sidang pengadilan. Se¢lain
perlindungan hak asasi tersangka, juga terkandung harapan agar penegakan
bukum berlandaskan undang-undang  tersebut  memberikan  kekuaszan
kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab kepada hakim dalam memeriksa
dan memutus suatu perkara pidana. Harapan tersebut diatas tampaknya hanya
dapat diwujudkan apabila ordentasi penegakan bukum dilandaskan pada
pendekatan sistern.’

Memang sangat ironis apabila korban kejahatan dihadapkan pada
kenyataan bahwa ia tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari
Sistem  Peradilan Pidana, sebaliknya pelaku kejahatan yang telah
menempatkannya dalam status sebagai korban malah mendapatkan burbagai
“hak istimewa”, Pada saat seseorang diduga melakukan kejahatan, sejak saat
yang bersangkufan dimintai keterangan hingga vonis dijatubkan oleh hakim,
perlindungan hukum terhadap tersanghkaftordakwa senantiasa meleckat, Pada
saat orang tersebut citangkap, harus disertai dengan surat penangkapan
sekaligus menyebutkan kejahatan apa vang dituduhkan, ketika dalam proses
penyidikan, tersangka diperkenankan didempingi oleh penasehat hukum,
begitu pula pada saat tersangka ditehan, masa penahanannya dibatasi untuk
jangke wakiu fertentu. Bahkan, setelah orang tersebut {erdakowa) divonis oleh
hakimp, masih &ibert kesempatan unfuk mengajokan upaya hukum laip, seperir
banding, kasasi dan peninjauan kembali*

Kondisi ini sangat berbeda dengan korban, Ketika korban dimintat
keterangannya sebagai sakst ditingkat penyidikan maopun pengadilan, sering
r:ii};.xmpai korban  harus  datang  sendiri | tanpa  memperoleh
pengamanan/pengawalan yang memadai, Sementara itu pada saat korban
dimintai keterangan di pengadilan, terkesan korban hanya sekedar dijadikan
schagat alat untuk menguatkan apa yang didakwaken oleh Jaksa Penuntut

Umum. Setelah korban memberikan kesaksiannya, tidak ada uwpaya untuk

? nomli Aunasssmita, Sivten Peradilan Pidena, Perspeltif Eksistensialisme dan
dbolisionisme (Bandung: Binscipta, 1996}, hal 39,

*Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gullom, Urgensi Perfindungan Korban Kejahaian,
antara Morma dan Realita {Takarte: PT. RajaGrafinde Persada, 2007), hal. 38
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memberikan perlindungan kepada saksi (korban), den korban dibiarkan pulang
begitu saja tanpa memperoich perlindungan ?

Sehubungan dengan itw, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
hukom pidans dan penyelenggaraan sistem peradilan pidana sangat ditentukan
oleh kemampuan dan profesionalisme aparat penegsk hukum, dalam hal ind
polisi dan jaksa dalam tahap awal proses peayelesaian perkara scbelum ke
pengadilan, juga dipengaruhi oleh sejauh mana hukum pidana dan sistemn
peradilan pidana memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap korban
keiahatan uniuk mempercleh keadilan, Reonentasi penyelenggaraan peradilan
pidana vang responsif ferhadap kepentingan korban kejahatan merupakan
aspek penting dalam penyelenggarasn hukum pidana untuk memperkuat
dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan pidana itu sendiri,
disamping untuk menegaskan bahwa hukum pidana dan sistem peradilan
pidana melindungt orang vang terlapgear haknya dan menjadi korban yang
dilindungl oleh hukum pidana dan tindakan sewenang-wenang orang lain
dengan kejahatan yang diperbuatnys. ,

Berbagai pemikiran kemudian dikembangkan oleh para ahli hukum
yang berupaya membuat kopsep yang mengatur mengenai periindungan
terhadap korbun kejzhatan, Beberaps model pengaturan hukem pidana
tethadap korban Kejshalan dibudt untuk memberikan kesempatan kepada
korban untuk berperan dalam sistem peradilan pidana.

Menurut  Muladi, " dalam rangka konsep pengaturan ferhadap
pérlindungan korban kejahatan, pertama-tama, yang harus diperhatikan adalah
esensi kerugian yvang dideriia si korban, Temyata esenst kemgian fersebut tidak
hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat
psikologis. Hal int dalam bentuk “travma kehilangan kepercayaan terhadap
masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dart sindrom tersebut dapat
berupa kegelisaban, rasa curige, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku

penghindaran lainnya.’

*Ibid.
SMuladi (), Hok Asasi Manusia, Politik dean Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan
Pengrbit Universitas Diponegora, 2602Y, hat, 177,
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Sementara ity peradilan  pidana  sendiri  lebih  mengutamakan
perlindungan kepentingan pelaku kejahatan {offender oriented), yang dilatar
cleh pemikiran bahws sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk
mengadili tersangka/terdakwa dan bukan untuk melayani kepentingan korban
kejahatan, dengan alasan kejahatan merupakan tindaken melawan negara olch
pelaku kejahatan, sehingga keruglan yang diderita oleh sesecrang yang
diakibatkan oleh kejahatan itu merupakan musibah yang harus ditanggung
karena bukan merupakan fungsi o sistem  peradilan  pidana  untuk
menanggungnya, Keberadsan sistern  peradilan pidana  adalsh  untuk
kepemtingan negara dan magysrakat banyak dan bukan untuk kepentingan
parsonal warga masyarakat, Fungsinya adalsh untuk menanggulangi keiahatan,
menghukom  pelakw  kejahatan, merchabilitasi narapidana supaya tidak
mengulangi perbuatannya dan mencgakan keadilan lelapi tidak untuk
merestorasi kerugian yang dialami oleh korban,

Dalam konteks tersebut diatas, kami akan mengajukan usulan penulisan
dengan topik "Memantapkan Kedudakan dan Peran Korban Kejabatan
dalam Proses Penmyelesaian Perkara pada Sistem Peradilan Pidana
Indonesia.

. Rumusas Masalah,
Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenal eksistensi dan
peranan korban kefahatan, dalam proses peiysleszian perkara pada sistem
peradilan pidana. Dimana dalam praktek peradilan pidana, korban kejahatan
sama sekali tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian soatu perkara pidana.
Untuk membatasi cakupan penelitian ini, maka akan dibatesi dalam
pmanyaamper‘{a}zyaan penelitian sebagai berikut
1. Apeakah korban kejahatan dapat ikut dihibatkan dan berperan dalam proses
penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana?

2. Bagaimana memantapkan kedudukan dan peran korban kejabatan dalam
proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana Indonesia?

3. Apakah paradigma pemidanaan dan perspektif sistem peradilan pidana
yvang kita anut sekarang ini, sudah memadai dan responsif dalam

mengakomodasi kepentingan dan hak-hak korban kejahatan?
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€. Tujuan dan Manfaat Pencelitian.
Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi
tujuan penclitian inl adalah sebagal berikut ;
1. Mengetahui dan menganalisa bagaimana eksistensi korban kejahatan
dalam ststem peradilan pidana
2. Menganalisa dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan korban
kefahatan terpinggirkan dalam proses penyelesaian perkara pidana.
3. Menganalisa dan menemukan upaya untuk memantapkan kedudukan dan
peran korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.

Dari hasil penclitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-
pemikiran bukum secara praktis dalam memahami dan mengetahui apa vang
menyebabkan sistern peradilan pidana tidak memberikan ruang kepada korban
kejahatan, serta mencari solusi bsgaimana memantapkan kedudukan dan
peranan korban kejabatan pada proses penyelesaian perkara pidena dalam
Sistem Peradilan Pidana Indonesia,

D. Kerangka Konsepiual, _ v .

Kerugian masyarakat karena kejghatan adalah besar sekall, Kita
berhadapan dengan dengan suatn gejala yvang luas dan mendalam, yaug
bersarang sebagat penyakit dalamm tubuh masyarakat, sehingga serng
membahayakan hidupnya, sedikitnya samgat meragikannya. Kejahatan yang
diperbuat saban tahunnya tak terhitung banyaknya. Dipandang dard sudut
pergkonomian, kerugian masyarakat sangat besar, Disamping kerogian.
ekonomis lebih penting legi kerugian kesusilagn, Memang kejahatan adalah
erat dengan tingkat kesusilaan pendudok fapi sehalikaya juga memberd
pengaruh jelek kepada penduduk biasa. Jika ditambah dengan kerugian dan
kesusahan yang diderita oleh para kerban kejahatan, juga ancaman terhadap
masyarakat yang sclalu datang dari kejahatan, maka semuanya yang
ditimbulkan oleh kejahatan merupakan jumtah yang tidak terhitung besarnya.®

Pada prinsipnya fujuan akhir dari politik keiminal ialah perlindungan
masyarakat antuk mencapal fujuan utama kesejahteraan masyarakat. Diroana

mdividu yang menjadi korban kejahatan scbagai bagian integral dart

*W A, Bonger, Pergantar Temang Kriminologi (Jakaria: PT. Pembangunan, 1995}, hal. 23.
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masyarakat perfu juga diperhatikan hak-haknya dan dilindungi kedudukan
hukumnya,

Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus
berlaku secara meluas, baik dan ancaman yang berassl dari luar wilayah
Indonesia, maupun dari dalam wilayah Indonesia. Di samping itu, perlindungan
ini harug pula diberikan baik dari serangan terhadap masyarakat Indonesia
secara keseluruhan, maupun terhadap individu masing-masing.”

Salah satu kenkritisasi darl tanggung jawab pemerintah untuk memberikan
jaminaa perlindungan bagi masyarakatnya {warga negaea) adalah pemerintah
berkewajiban untuk melindunpi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan
atan perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin dialami. Apabila
negara memiliki kewajiban untuk melindungl seluruh warga negaranya dalam
keadaan lvasa, maka sudah sewsjarnya apabila negara memberikan perhatian
lebih kepada para korban kejshatan, yang mungkin mengalami penderitaan
secara ekonomis, fisik maupun secara psikis.®

Di samping itu, sebagai konsekwensi dan diznutaya medel negara
kesejahteraan, maka negara mempunyai tanggung jawab l}ntuk memberikan
kesejahteraan pada masyarakatnya (warga pegaranya), schingpa pada saat
angpota masvarakat mengalami  kejadian/peristiwa  yang mengakibatkan
kesejahteraannya terusik, misalnya warga negara menjadi korban kejahatan,

‘sudah sewajarnya apabila negara berfanggung jawab untuk memulihkaa -
‘kesejahteraan warga negaranya, mengingat negara telah gagal dalam
memberikan kescjahteraan bagi masyarakatnya.’

Dengan demikian sesuai dengan politik kriminal, maka tujuan pemidanaan
harus digrabkan kepada pa;ﬁniimgan masyarakat dari kejzhatan serta
keseimbangan dan  keselarssan  hidup  dalam  masyarakat  dengan
memperhatikan  kepentingan-kepentingan  masyarakat/negara, korban dan
pelaku. Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-
unsur vang bersifat 1) Kemanugiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut

menjuniung tinggi harkat dan martabal seseorang; 2) Edukatf, dalam arti

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatcis Gultem, Joc it hal. £0.
Yhid,, hat. 11,
tid,
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bahwa pemidansan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas
perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan iz mempunyai sikap jiwa yang
positif dan konstruktif bagi usahe penanggulangan kejabatan; dan 3) Keadilan,
dalam arfi bahwa pemidanaan terssbut dirasakan adil baik oleh terhukum
mapun oleh korban ataupun masyarakat.'®

Perlindungan mesyarakat atau dalam hal ini korban kejahatan melaiul
proses pemidanaan batk dalam arti umum maupun kongkrit dilakukan dalam
rangks peningkatan pelayanan kepada korban, disamping pelayanan-pelayanan
yang lain, baik dalam rangka “acees fo justice and jair treqtment” maspun
dalam ruang lingkep “assisrance” yang lebih fuas.'' Bentuk-bentuk pelayanan
tersebut baru dapat terwujud apabila dilakukan melalui suata sistem peradilan
pidana yang mengedepankan penghommatan kepada hak-hak setiap orang
didepen hukum, baik terhadap tersangka/terdekwa/terpidana maupun terhadap
korban kejahatan, ; :

Perlindungan hukum terhadap korban sebagai bagian dard tujuan
pemidanaan saat ini bukan gaja menjadi perhatian nasional tetapi juga sudah
menjadi perhatian internasional. Hal ini dapat dilithat dari dikeluarkannya
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of
Power oleh United Nation {UN), sebagai hasil dari The Seventh United Nation
Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, di Italia
pada-September 1985, '

Pengertian kotban kejahatan {victims of crime) menumt Deklaresi PBB
tersebut adalah :

“victinis " means persons who, individualy or collectively, have suffered
harm, incliding physical or mental infury, emotional suffering, ecoromic
loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts
or omissions that are in viclation of criminal laws operative within
Member States, including those laws prescribing criminal abuse of

power,

¥laporan Simposium  Pembaharvan Fukum Pidana Nasional, BPHN Deparlemen
Kehakiman Tzhun 1980 dalem Barda Nawawi Arief, Rebijokan Legisiatif dalam Penanggrlangon
Kefahatan dengan Pidana Penjara (Sewmarang: Badan Penerbil Universitas Diposegora, 1996),
hal. 82.

" Muladi (a3, Joc cit, hal. 185
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Pengertian korban menunat Arief Gosifa, adalah mercka yang mendertta
jasmanish dan rohaniah scbagai akibat orang lsin yang mencari pemenuhan
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan
dan hak asasi yang menderita.

Adapun Ralph de Sola menycbutkan korban (victim) :

“person who was injured mental or physical suffering, loss of properiy or
death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by
another™.’?

Dalam Undang-undang Neomer 13 Tahun 2000 tepteng Perlindungan
Saksi dan Korban, Pasal | angka 2 mendefenisikan korban adalah seseorang
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonemi yang
diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat
bahwa korban pada dasamya tidak hanya orang perorangan atau kelompok
yang secara langsung menderita akibat dad perbeastan-perbuatan yang
“menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebil tuas
lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dan
korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban
mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi,'!

Walaupun beberapa ahli hukum telah memberikan beberapa konsepsi
tentang korban, aksin tetapi penentuan batasan pengertian korban kejahatan
atau dampak kejahatan techadap korbannya merupskan bagian yanpg tidak
mudah untuk dirueanskan, karena menjangkas pada aspek-aspek kehidupan
yang bersifat tidak terbatas dan tidak terhitung. Oleh sebab itu, lebih mudah
untuk menentukan batasan kejabatan da:ipaﬁa merumuskan batasan dampak
kejahatan tethadap korbannva. Penjelasan tentang korban kejahatan paling
tidak mencakup tigs hal, vaitu siapa vang menjadi korban dari suatu kejshatan,
penderitaan atau kerugian apskah yang dialami oleh korban kejahatan dan

PArf Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan (Jakaria: Akademika

Presginde, 1993), hal. 63,

Ppalph de Scla dalam Dikdik M. Arief Mansae dan Flisatris Gultom, Urgenst

Perlindungan Korban Kefakatan, wnara Norma dan Realite (Jakaria: PT. RajaGrafindo Pemada,
07, hal. 48,

" Dikdik M. Agief Mansur dan Elisatris Gultom, Joe ¢i,. hal, 48,
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ia

siapa yang bertanggungiawab, dan atau bagaimana penderitaan dan kerugian
vang dialami korban tersebut dapat dipulibkan.'*

Korban kejahatan dikelompokkan dalam beberapa kelompok antara lain
korban kejahatan vang vang bersifat abstrak {abstract victims), misalnya
negara &tau masyarakat; korban kelompok (coflective victims), misalnva
organisasi atau kelompok berdasarkan ras, agama, etais, suky, wama kulit atau
karena ada persamaan kepentingan; dan korban nyata (reaf victim), misalnya

individu atau beberapa individu, ®

Adapun lembaga yang seharusnya memperjuangkan kepentingan korban
kejahatan adalah sistem peradilan pidana, yang direpresentasikan oleh aparat
penegak hukum terutama polisi dan jaksa, sebagai pihak vang telah
mengambil alih peran dan posisi korban.

Menurat Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana feriminal
Justice system) adalah sistems dalam suatu masvarakat untok menangguiangi
masalah kejahatan. Menanggulangl berarti useha untuk mmgendahkan
kejahatan apar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.'”’

Sistem peradilan pidana menurut pendapat Muladi, erupakan bentuk
suatu sistem vang unik, karena perbedaannya dengan sistem-sistemn sosial
yang lain. Perbedaan ini terletak pada kesadarannya untuk memproduksi
scgaia sesuatu yaag sifatnya wunwelfare {perampasan kmerdekaan,
stigraatisasi, pe:rampasan harta bemia, bahkan kadang-kadang i}ziarzgnya
nyaws manusia_ atau berupa denta fisik} dalam skala yang besar, guna
mencapal tujuan yang sifatnya welfare (rehabilitasi pelaku tindak pidana,
pengendalian dan penckanan tindak pidana dan kesejahteraan sosial). Lebih
lanjut dikatakannya, dalam operasionalisasinya, sisten peradilan pidana
melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun obyek, schingga dapat

dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem peradilan pidana tersebut

Pparman Soeparman, Pengaturan Hek Mengajukan Upeaya Hukum Peninjesan Kembali

Dalam Ferkara Pidana Bagi Korban Kefahatror (Bandung: PT, Refika Adithama, 20073, hal. 22,

1%
Thid,
"Mardjono Reksodiputso, Sistems Peraditan Pidana Indonasiac {Peran Penegak Hidonn

Melowan Kejehatar) daiem Hak Asest Manuska dalom Sistem Peradilan Piduns (Jakanta: Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hulum {d/h Lembaga Kriminologi} Universitas Indonesia,
19943, hal. 85,
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dapat bersifal rastonal, sistem tersebot harus dapat memahami  dan
memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atan masyarakat, baik yang
berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem.'

George T. Felkenes memberikan definisi sistems peradilan pidana,

sebagal :
“the dictionary defines a systems as “a coordinated body of methods, or a
complex scheme or plan of procedure © a system of government, a penal
system. The criminal justice system encompasses those social agencies
concerning themselves with enforcement of the law that society has
enacted jor its self-protection and preservation. Theoretically, it is an
integrated apparatus  that sz concerned with the apprehension,
prosecution, convictio, sentencing, and correcting of medefaciors. ™"’
E. Kerangka Teori

Perubahan sistem peradilan pidana di Indonesia dari sistem inguigitoir
saat berlakunya HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) menjadi sisiem
aguisitoir sebagaim;ﬁa dianut Undang-undang Nomor § Tahun 1931 teptang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) telsh membawa erz baru dan telah meletakkan
dasar dan prinsip humanisme dalam dunia peradilan di Indonesia.

KUHAP mempunyai fujuan utama bukan hanya untuk mencapai
ketertiban dan kepastian hukum, melainkan yang dintamakan dan merupakan
masalah mendasar adalah bagaimana mencapat tujuan tersebut sedemikian rupa
sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manugia sedapat mungkin
bisa dihindari. Dalam kaitan (iengan ptinsip humanisme dalam dunia peradilan,
KUHAP dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya
proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa
serta benar-bepar memberikan perliodungae hukum terhadap barkat dan
martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagal manusia,

Sunggub suatu ironi apabila kifa perhatikan dengen cermat, betapa
KUHAP dibuat secbagai peletak dasar bagi sistem peradilan pidana yang
humanis, begitu memberikan perhatian vang besar dan  perfindungan hukum

kepada pelaku kejahatan tetapi justru kurang memberikan tempat kepada

Brtuladi (6), Kapita Selekia Sistem Peradilan Pidona (Serearang: Budan Penerbit
Universitas Diponegoro, 2004), hai. 2.

YGeorge T. Fetkenes, The Criminal Justice Sysiem, its functions and personnel
{Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, inc, 1973), hal. 3.

PRomli Atmasasmila, Joc cit, hal. 33,
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korban kejahatan, Padahal perlindungan hukum seharusnya diberikan ssimbang
baik kepada pelaku kejahatan maupun korban kejahatan sesuai asas kesamaan
kedudukan dalam hukum,

Terkait dengan wupaya penanggulangan kejshatan maka dalam
pelaksanaannya, negara tidak boleh melakukan penegakan hukum hanya
ditekankan pada tugas-tugas secara atributif yang dipikul oleh aparat penegak
hukum semata tetapi juga harus memperhatikan faktor lainnya seperti
kepentingan korban kejahatan. Walaopun fentu saja dalam pendekatan modemn
dalam hukurn pidana berpendapat bahwa reaksi masyarakat (negara) terhadap
pelaku kejahatan jangan hanya ditentukan oleh kepentingan korban kejahatan,
yang sering sukar dipisahkan dad keinginannya untuk melakukan balas
dendam.

Selama ini banyak berkembang pemikizan bahwa dengan telah diadifinya
pelaku  kejahatan dan selanjuinya  pelaku menjalani  huokuman, maka
perlindungan  hukum terhadap korban dianggap telah sepennhnya dibertkan,
Akibatnya, ketika koarban kemudian menuntut adanya pemberian ganti
kerugian, hal terschut dianggap mefupaken tindakan yang berlebihian. Hukum
pidana juga torut memperiakukan korban sepertt hendak mengatakan bahwa
satu-satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa
si pelaku mendapatican balasan yang setimpal. Padabal apabila kita hendak
- .mengamati masaiah kejahatan secara komprehensif, maka kita tidak boleh
mengabaikan peranan korban dalam teadinya kejzhatan. Bahkan, apabila
memperhatikan pada aspek pencarian kebenaran materiil sebagai tujuan vang
akan dicapat dalam pemeriksaan suatu kejahatan, peranan korban pun sangat
strategis, sehingga sedikit banyak dapat menenfukan dapat tidaknya pelaku
kejahatan mempercleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang
dilakukannya,*

Perlindungan hukum kepada korban kejahatan dengan pemberian ruang
yang memadai kepada mercka dalam sistern peradilan pidana selaras dengan
tuan pemidanaan yang integratif, sebagaimana dimaksudkan oleh Muladi,

yaitu

oikdik M. Arief Mansur dan Elizatris Gultom, foe cit, Hal. 20 dan 31,
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“Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan
dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang wmengakibatkan
kerusakan individual maupun masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan
pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial
findividual and social demages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal
ini terdin darl seperangkat tejuan pemidansan yang harus dipenuhi,
dengan catatan, hahwa tujuan manakah yang merupskan Bk berat
sifatnya kasuistis. Perangkat fujuen pemidansan vang dimaksud dialas
adalah : 1) pencegahan (umum dan khusus); 2} perlindungan masyarakat;
3) memebihars  solidaritas  masyarakat; dan 4} pengimbalan/
;:1er‘cgimbzmg,a,n.”‘22
Adapun tujuan pemidanaan, menurut Sudarto adalah a) Mempengaruhi
perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, yang
biasanya dischut prevensi spesial; b} Mempengarahi perikelakuan anggota
masyarakat pada uvmumnys agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang
dilakukan oleh siterhukum; ¢) Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian
konflik: dan d) Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat, : 2

Tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusgkan individual dan sosial
tersebut tidak mungkin dapat tercapai tanpa adanya sistem peradilan pidana
yang terpadu dan terintegrasi antara sub sistem yang ada didalamnya dalam
mevwujudkan tujuan pemidanaan sebagai tujuan bersama (common goals).

Pambahasan kedudukan dan peran korban kejahatan dalam sistem
peradilan pidana di Indonesie, memang tidak dapat dipisahkan dad tujvan
pemidanaan yang dianut. Apabila tujuan pemidanaan masih condong pada
aliran kiasik vang menckenkan pada aspek pembalasan (refributif), maka
kedudukan dan peran korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana relatif
tidak berarti.

Menurut Muladi, sebagai sebuah sistem, peradilan pidana merupékan
suatu kesatuan yang berorientasi kepada tujuan bersama. Criminal Justice
System memiliki tujuan jangka pendek untuk resosialisasi dan rehabilitasi
pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah untuk pemberantasan

kejahatan dan untuk tejuan jangka panjang mencapai kesejahterasn sosial. ™

¥Muladi {c}, Lembaga Pidana Bersyaral (Bandung: Alumni, 1985), hal. 61,
Boudario, Hukum dan Fukum Pidara (Bandung: Alamni, 1986), hal, 187-188.
Hhtuladi (b), Joc cit., hal. 21.
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Sementara tujuan  sistem peradilan  pidana  menurut  Mardjono
Reksodipuiro dapat dirumuskan sebagai; a) mencegah masyarakat menjadi
korban kejzhatan; b) menyelesatkan kasus keiahatan vang ferjadi sechingga
masyarakat puas bshwa keadilan telah ditepakkan dan yang bersalah dipidana;
dan ¢) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejasbatan tidak
mengulangi lagi kejahatannya.®®

Selain pendekatan pemikiran diatas, pedunya pendekatan dari sisi korban
kejahatan dalam proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana
didasarkan atas argumentasi solidaritas sosial (social solidarity argument).”
Menurut teori ini, negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi
kebutuhannya. Apabila warga negaranys mengalami kesukaran, melalui
kerjasama dalarm masyarakat dapat diselesatken dengan menggunakan serana-
sarana yang disediakan olech negara, yaitu dilakukan baik melalui peningkatan
pelayanan maupun pengaturan hak, -

Argnmentasi lain sntuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap
korban kejahatan adalah berdasarkan argomen kontrak sosial {social contract
argument) yang menyatakan bahwa, negara boleh dikatakan memonopoli
seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindskan yang
bersifat pribadi. Maka dari itu bilamana fegjadi kejshatan dan membawa
korban, maka negara jugs harus bettanggungjawab untuk memperhatikan
kebutuhan korban tersebut®’, apt® BF %

F. Metode Penelitian.

Metade penelitian digeriukan guna mendapatkan data veng dipergunakan
sebagai bahan pembahasan dan anslisis untuk menjawab permasalzhan yang
dirumuskan dalam: remusan masalah sehingga dapat dipercaya serta dapat
dipertanggungiawabkan. Untok kepentingan iftulah maka metodolog
penelitian yang dignnakan adalsh sebagai berikut :

1. Meatode Penclitian.

Easardjono Reksodiputro, Joe ¢it, hal. 84.

Mudzakir, “Korban Keishatan dalam Perspektif Peradilan Pidana Indoncsin” (Tesis
Magister Hukom Universitas indonesia, Jakarts, 1992), hal. 1415,

U iutadi dan Barda Nawawi Adief, Bunga Rampai Hukum Pidana {Basdung: Penerbit
Alumni, 1992}, hal. 78.
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Metode penelition ini  adalah yuridis normatif dan yuridis
sostologis. Pendekaan yuridis normatif diperiukan untuk mengetahui
secara normatif kedudukan korban dalam Sistemy Peradilan Pidana
terutama dalam perdindungan hukumnya yang distur dalam hukum pidana
positif sedangkan pendekatan yuridis sosiologis (socio legal research)
digunakan agar dapat diungkap dan didapatkan makna yang mendalam dan
rinci terhadap objek penelitian dan narasumber. Dalam penelitian ini jugs
selain didasarkan pada data lapangan (data primer) scbagai sumber
penelitian dan sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan hukum,
putusan pengadilan, teori-teort hukum dan pendapat para ahli hukum serta
didukung kajian terhadap hukum positif vang berkaitan dengan masalah
vang zkan diteliti juga akan didukeng dengan wawancara. Selain itu
dalam penulisan ini digunakan pula metode perbandingan hukom,
meskipun hanya dikemukakan secara deskriptif mengenai bagaimana
pranata hukum pidana distur dalam berbagai sistem hukum serta hanya
dianalisa mengenai kemungkinan spa saja muatan-muatan dan sistem
hukum itu yang dapat diadopsi demi memperkaya sistem hukum nasiconal.
Hal ini sesuai dengan tujuan perbandingan hukum prakiis yang menurut
Apeldorn merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat danp
pembaharuan pads hukum kita sendid dan memberikan peagetahuan
tentang berbagal  peratuman-peraturan dan  pikiran hukum kepada
pembentuk undang-undang dan hakim *

2. Jenis dan Sumber Data.
Penclitian it menggunakan sumber data sebagai berikut
a. Data sekunder, berupa dals yang diperoleb dari berbagai literatur
mengenal masalzh yang yang sesuai dan berkaitan dengan smateri
penelitian,  vaitu peraturan perundang-undangan dan  peraturan
pelaksana lainnya dan buku-buky, hasil penelitiap, hasil geminar dan

jumal ilmizh serta media massa yang memuat tentang korban

¥ Apeldorn, dafam Romli Atmasasmite, dsas-asas Perbandingen Hikunr Pidana (Jakarta:
Yayasan LBH Indonesia, 1989}, hal. 29,
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kejahatan dan kedudukannys dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia,

b. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yakni melakukan
kegiatan wawancara dengan pihak-pihak terksit dengan penelitian ini
yaitu yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara mulai dari tahap
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Karena itu penclitian ini skan dilaksanakan pada instansi yang
melakukan penyidikan vaitu Penvidik pada Bareskeim Mabes Polr,
instanst yang melakukan penuntutan veity Jaksa Penuntut Umum pads

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umuem dan Hakim pada Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan,

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap ketiga pihak yang ada
dalam sisters peradilan pidana tersebut adalsh untuk mengetahui apakah
selama ini korban kejahatan ikut dilibatkan dalam proses penyidikan dan
dimintsi pendapatnya mengenai model penghokuman apa vyang
diinginkasnya techadap pelaku yang melakukan tindak pidana atas dirinya
dan epakah dalam mepgajukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum
ikut memperhatikan dan mempertimbangkan posisi korban kejahatan.
Kemndian apakah hakim dalam memutus perkara juga memperhatikan dan
mempertimbangkan kenugian vang diderita oleh korban kejahatan, Dan
tentu saja yang turat diteliti dan menjadi objek utama dari penelitian ini
adalah korban kejahatan, untuk mengetahui persepsinys mengenai sistem
peradilan pidapahadap berkas perkara yang dibuat oleh penyidik
Kepolisian, surat dakwaan dan surat tuntutan vang disusun oleh Jaksa
Penuntut Urnnum serta putusan Hakim, untuk mengetahui dan memastikan
apakah hak-hak korban kejahatan telah diresponi dan diperhatikan oleh

sistem peradilan pidana.

. Analisis data.

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari
fapangan, dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan. Analisis
dilakukan secara kualitatif karena data vang diperoleh dari penclitian di

lapangan, tidak dihitung secara statistik, tetapi dikaitkan dengan teori-teori
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yang diperoleh dari penelitian pustaka agara dapat menjelaskan atau

menjawal permasalahan-permasalahan yang dikemukakan.

G. Bistemaiiks Penulican

Dalam penelitian int akan diuraikan lebih lanjut dalam beberspa Bab

dengan pembagian yang lebih diperinci lagi dalam sub-sub bab vang disusun

secara sisternatts, yvailu

BABI

BAB Ii

BAB 11

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang masalsh, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangksa teort
dan metede yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika
penulisan penelitian,

TINJAUAN UMUM TENTANG KORBANM DAN
KEDUDUKANNYA SERTA PERAN KORBAN KEJAHATAN
DALAM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.

Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah dan Jatar belakang kajian
tentang xorban kejahatan, pengertian dan  kedudukan  korban
keighatan dalam Ketentuan Perundang-undangan dan peran korban
kejahatan dalam proses penyelesaian perkara mulai dari tingkat
penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut
Umum sampal pemeriksaan perkara di pengadilan. Disamping ito
juga akan dijelaskan mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia,
tugas dan fungsinya dalam perdindungan ferhadap korban kejahatan,
faktor-faktor yasg menyebabkan korban kejshatan terpinggirkan
dalam proses penvelesaian perkara pidana, dan pengaturan korban
kejshatan menurat ketentvan hukum  formil dan  materill &
Indonesia, serta juga akan divraikan mengenai pembentukan
lembaga perlindungan saksi dan korban.

PERGESERAN PARADIGMA PENGHUKUMAN DAN
HUBUNGANNYA DENGAN KEDUDUKAN DAN PERANAN
KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN

FPIDANA.
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Pada bab ini akan dijelaskan mengenai adanya pergulatan dalam
mencan paradigma pemidanaan dan perubahan perspektif sistem
peradilan pidana dalam konteks perlindungan terhadap korban
kejahatan, dari aliran retributif menunju aliran restoratif. Dalam bab
int juga dibahas hasil penelitian mengenai kedudukan dan peran
korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana, dan
bagaimana memantapkan kedudukan dan peranan korban kejahatan
dalam sistem peradilan pidana. Bentuk hak-hak korban kejahatan
dan bagaimana pemecnubannya dalam proses penyelesaian perkara
pidana, Selain itu juga akan dibahas mengenai rekenstruksi hukum
pidana dan sistem peradilan pidana di Indenesia disertai konsep
pemidanaan yang perlu dikembangkan yang dapat mengakomodasi
kepentingan korban kejghaten disertai desknpsi mengenal sistem
bukum pidana lainnys vang dapat dikembangkan serta diadopsi
dalam sistem hukum pidana nasional diantaranya hukum pidana adat
dan hukom pidana Islam,
“BABIV PENUTUP

Merupakan bab ferakhir dan berisi kesimpulan yang diperoleh dari
analisis penclitian berdasarkan permasalahan dan pembahasan dalam
bab-bab  sebelumnya seria saran-saran yang mungkin  dapat
digonakan dalam pembaharuan hukum khususnya hukum pidana di
Indonesia yang lebih memberikan ruang kepada korban kejahatan
dalam sistem peradilan pidans dan lebih memantapkan kedudukan

yundis dan korban kejghatan dalam memperjuangkan hak-haknya.
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BAB I

TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN DAN KEDUDUKANNYA
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Sejarah dan Latar Belakang Kajian Tentang Korban Kejahatan,

Selama ini dalam lapangan hukum pidana, terutarna dalam memahami
mengenai kejahatan, maka pelakuy merupakan subjek hukum yang selalu
menjadi sorofan dan sumber kajlan yang paling uiama, sementara pihak yang
menjadi kerban dari kejahatan pelaku tersebut hampir tidak mendapat tempat
dalam kajian mengenai hukum pidana. padahal apabila dicermati dengan
sungguh-sungguh masalah kejahatan dan aspek-aspeknva, kifa tidak bisa
menafikan kedudukan korban dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Selama ini
korban ditcmpatkan hanya dalam persepktif pelaku kejshatan. Ketika pelaku
kejahatan telzh dijatubi hukuman, maka saat itulzh korban kejahatan dianggap
telah terpenuhi hak-hak yuridisnya,

Sebagaimana disampaikan oleh Arief Gosita, apabila kita mengamati
masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional,
maka mau tidak mau kita barus memperhitungkan peranan si korban dalam
timbulnya svatu kejahatan, Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam
timbulnya suatu kejahatan. Pada kenyataannys dapat dikatakan bahwa tidak
rungkin Gmbul soatu kejshatan kelau tidak ada korban keishatan, yang
merupakan peserta utama dari &1 penjahat yang berakibat pada penderitaan st
korban.”

Walaupun perhatian mengenai korban kejahatan bukan merupakan
fenomena bsry, yaitu sudah ada sejsk adanya pemikiran mengenai kejahatan
dan faktor penyebabnya, akan tetapi studi yang benar-benar difokuskan kepada
korban baru digalakkan beberapa dasawarsa terakhir int. Baru sejak Pereng
Dunia I masalah pengetahuan mengenai korban sebagai salah satu persyaratan
utarna dalam ussha mengerti lehih batk mengenai hubungan antara penjahat

dan kejahatannya, mendapat perhatian yang besar dad para shii hukum.

“arief Gosita, Masaloh Korban Kefahatan (Kumpulan Korangan) (Jakarta: PT. Bhuano
T Populer Kelompok Gramedia, 2004}, hal. 66,
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Perhatian dan pengkajian terhadap korban kejshatan yang mulai intensif
sejak akhir abad ke-19 menunjukkan adanyva peningkatan penghargaan dan
penghormatan  tethadap haek-hak  ssasi  manusia.  Perhatian  terhadap
permasalahan ini diawali di negara-negara Eropah dan Amerika Utara dimana
ada kepribatinan akan adanya diskriminasi dan pencederaan terhadap hak asasi
manusia yang terjadi pada saat itu, khususnya hak asasi korban kejahatan yang
terlupakan oleh sistem peradilan pidana. Kerugian fisik, kerugian materiil,
penderitaan mental dan kehilangan pekerjaan korban kejahatan merupakan
beban vang harus dipikel sendirian oleh mereka karena kemampuan korban
kejahatan untuk mencari keadilan dan memulihkan hak-haknya sangatlah
rendsh. Hal ini makin memprihatinkan dengan adanya arus pemikiran dari ahli
hukom pidana dalam mengkaji kedudukan korban kejahatan lebih cenderung
menekankan pada sebab akgbat tmbulnyz kejahatan dan faktor pelaku,
ketimbang faktor korban, Selain itu pembuat hukum pidana yang lebik banyak
merumuskan Kepentingan pelaku kejahatan dan aparat peradilan pidana.
Namun seiring dengan makin meningkatnya perhatian dan penghargaan
terhadap hak asasi manusia, meka keinginan untuk diadakannya perubshan
dslam sistem peradilan pidana yang melihat kepentingan korban kejahatan
makin mengemuka.

Meskipun perhatian terhadap korban baru timbul setelah Perang Dunia
I, namun sesungguhnya pada Tabun 1941 Hans von Henting telah menulis
sebuah makalah yang telah menyinggung mengenai korban kejabatan vaitu,
Remark on the interaction of preperator and victim. Kemudian pada Tahun
1948, von Henting menerbitkan bukunya vang berjudul The Criminal ond His
Victim. Disini dinyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan
dalam timbulnya kejahatan, mempelajari hebungan antara pelaku dan korban
(victim-offender relationshipy dan aspek penderitaan korban dan aspek korban
scbagai pemicu  dan  mengakibatkan i;e}a}zatan,m Akan tclapi yang
menggunakan istilah Viktimologi pertama kali adalah Benjamin Mendelsohn,

seorang pengacara dari Israel pada Talun 1947,

Dikdik Arief Manswr dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejzhatan,
Amtara Norma dan regiitn (Jekaria: PT, RalaCrafindo Persada, 20073, bal. 38,
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Perhatian dan pengkajian terhadap korban kejahatan yang mulai intensif
seigk akhir abad ke-19 menunjukkan adanya peningkaten penghargasn dan
pengbormatan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia.  Perhatian  terhadap
permasalahan ini diawali di negara-negara Eropah dan Amerika Utara dimana
ada keprihatinan akan adanya diskriminasi dan pencederaon terhadap hak asasi
manusia yang tetjadi pada saat ite, khususnya hak asasi korban kejahatan yang
terlupakan oleh sistem peradilan pidana. Kerugian fisik, kerugian materiil,
penderitaan mental dan kehilangan pekerean korban kejahatan merupakan
beban yang harus dipiku] sendirian oleh mereka karena kemampuan korban
kejshatan untuk mencard keadilan dan roemulibkan hak-haknya sangatlah
rendah. Hal ini makin memprihatinkan dengan adanya arus pemikiran dan ahli
hukum pidana dalam mengkaji kedudukan korban kejahatan lebih cenderung
menekankan pada sebab akibat timbulnya kejahatan dan faktor pelaku,
ketimbang faktor korban. Selain ity pembuat hukum pidana vang lebih banyak
merumuskan kepentingan pelaku kejahatan dan aparat peradilan pidana,
Namun seiring dengan makin meningkatnya perhatian dan penghargaan
terhadap hak asasi manusia, maka keinginan untuk diadakannya pervbahan
dalam sistem peradilan pidana vang melihat kepentingan korban kejahatan
makin mengemuka.

Meskipun perhatian ferhadap korban baru timbul setelah-Perang Dunia
¥, namun sesungguhnya pada Tahun 1941 Hams von Henting telah menulis
sebuah makalah yang telah menymggung mengenai kerban kejahatan yaitu,
Remark on the interaction of preperator and victim. Kemudian pada Tahun
1948, von Henting menerbitkan bukunya yang berjudul The Criminal and His
Vietim. Disini dinvatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan
dalam timbulnya kejahatan, mempelajari hubungan antara pelaku dan korban
(victim-offender relationship) dani aspek pendertiaan korban dan aspek korban
scbagai pemicu dan  mengakibatkan kejhatan®®  Akan  tetapl  veng
menggunakan istilah Viktimologi pertama kali adalah Benjamin Mendelsohn,
seorang pengacara dari Israel pada Tahun 1947,

ikdik Arief Mansur dan Elisatris Gullom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan,
Antara Norma don reaiita {Takarta: PT, RajaCGrafinds Persada, 2007}, hal, 38.
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Pembahasan mengenai korban oleh von Henting dan Mendelsohn
kemudian ditkuti oleh sarjana-sarjana lain  diantarenya seperti Ellenberger
Tahun 1954, H. Mainheim Tabun 1965, Schafer Tahun 1968, dan Fiseler
Tahun 1978, yang melakukan suatu studi tentang hubungan psikologis antara
penjahat dengan korban.*' Pada Tahun 1949, W.H. Nagel juga telah melakukan
berbagai pengamatan mengenai subyek ini dalam tulisannya “De Criminaliteit
van Oss, Groningen.” Sepuluh izhun kemudian dapat dikatakan viktlimologi
telah menjadi isu yang menarik sekali di Dunia. Ditandai dengan dijadikannya
sebagal tema dari. Konferensi Kriminologi Belgia-Belanda di Brussels pada
trulan Desember 1938, Kemudian pada Tahua 1959, P, Comil berkesimpulan
bahwa si korban paitni mendapatkan perhatian yang lebik besar dalam
keimpsrolgi dan bahwa viktimologi harus diperhatikan  dalam  membuat
kebijaksanaan kriminal dan  juga dalam pembinzan para  petindak
pidana/pelanggar. Sejak waktu ifu diterbitkan banyak karangan dan buku
mengenai subjek ini di luar negeri; secara intemasional dan ilmiah *

Perhatian terhadap korban kemudian diwujudkan dalam simpostum
internasional mengenai vikﬁmz:}iogi. Sampai ssat ini telah dilakukan lebih
kurang Yima kali symposium yang khusus membahas mengenai viktimologi,
yang periama di Yerusalem pada September Tahunl973. Simposium kedus
diadakan di Boston, pada September Tahun 1976, yang ketiga di adakan di
Jerman pada September 1979, yang keempat di laksanakan di Tokyo Jepang
pada Tahun 1982, di Zagreb Yugosiavia pada Tahun 1985 dan di Indonesia
pada Tahur 1988, Disamping pertemuan-perfemuan ilmiah Inin  yang
diselenggarakan di  berbagai  negara, Padas dasswarsa  [970-1980an
permasalahan korban tersebut meniadi dasar reorientasi sistem peradilan
pidana dan mulai muncul tunfutan supays sistem peradilan  juga
memperhatikan kepentingan korban kejahatan yang kemudian menjadi gerakan
internasional untuk memberdayakan korban dalam prosedur pidana,

Studi lanjut tentang vikiimologi juga telah dilakukan dalam bentuk
posigraduate Course on The Victim of Crime in the Criminal Justice System

juga telah dus kali dilakukan di Dubrovpick, Yugoslavia. Qrganisasi

Dikdik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op cir., hal, 39.
- Arief Gosila, ioc cit., hal. 67.
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Viktimologi internasional juga telah dibentuk pada Tahun 1979 dan dinamakan
The World Society of Vietimology.> Di Tahun 1985 dilakukan Kongres PBB di
Milan Italia tentang “7he Frevention of Crime and the Treatment of
Offenders”. Delam Kongres tersebut dikemukakan, bahwa hak-hak korban
seyogyanya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan
pidana {victims rights should be perceived as an integral aspect of the (ol
eriminal justice system). Disusul dengan dikeluarkannya Deklarasi PBB 1985
Nomor 40/34 tanggal 29 Nopember 1985 tentang Declaration of Basic
Principles of. Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yang
merupakan bentuk kepedulian nyata masyarakat internasional (PBB} terhadap
nasib korban kejghatan dan korban penyalahpunaan kekuasaan, Dilihat dan
sudut proses pembentukannya, deklarasi tersebut  merupakan  puncak
keberhastian gerakan korban berskala regional dan intemmasional, dan dilihat
dari sudut PBB, dekiarasi tersebut mengikat negara angeotanya dan menjadi
bahan masukan unfuk melekokan pembarvan hukum pidana pada masing-
masing negara anggota. *

Sejak itulah dimulai perkembangan baru yang menandai dimulainya
perubahan trend dalam lapangan knminologi. Pada dasawarsa inilah mulai
muncul perkembanigan pemikiran yang mulai berorientasi pada korban. Hal ini
antara lain di tandai dengan ;

1. Munculnys tuntutan yang kuat uatuk memberikan perhatian pada hak-hak

- korban. Sistem Peradilan Pidana dituntot unftuk memberiken tanggung
jawab, keprihatinan dan perhatian yang lebih kepada korban kejahatan

2. Adanya pengaruh yang makin besar dari gerakan femisismie, seperli women
liberation movements yang mulai menentang hegemons dan dominasi pria

sebagai kausa kejahatan perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan,

Puladi (a), Kapita Selekia Sistem Peradilen Pidana, Cetaken I (Ssmarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 20031, hal, 65,

*Dolumen Kongres PBB ke7 dalam Maman Soeparman, Pengoturan  Hak Mengajukan
Lpava Hukum Peninjouan Kembalf Dolum Perkara Pidana Bagi Kerben Eejuheton, (Bandung:
PT. Refika Adithama, 2007}, hal. 58,
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3, Adanyz penurupan secara umum  kegiatan penelitian mumni  dibidang

kriminologi yang digantikan merebaknya penelitian terapan dalam bidang

peradifan pidana.**

B. Konsepsi korban kejahstan dan eksistensinya dalam Sistem Peradilan

Pidana Indonesia,

1. Pengertian Korban Kejahatan.

Pengkajian terhadap permasziah korban kejahatan akan senantiasa
diawali dengan konsepsi korban kejahatan dalam rangka menentukan
kesepakatan pemikiran tentang korban kejahatan, Ditinjau dari perspektif
ilmu pengetahuan hukum pidana, pads hakikatnya pengertion korban
kejahatan merupakan terminclogi dalam kaiian ilmu kriminologi dan
viktimologi. [Jimana dalam perkembangan berkutnya, terminologi korban
kejahatan lebih banyak mendapat tempat dalam viktimologt yang membahas
dan mengkaji korban kejahatan dalam hukum pidana dan sistem peradilan

pidana.

diklasifikasikan secara lvas dan sempit. Dalam pengertian luas korban
diartikan sebagai orang vang menderita atau dimgika;l akibat pelanggaran
haik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun i lvar hukum

pidana (non penal) atau dapat juga tenmasuk korban penyalahgunaan

- kekussaan (victim abuse of power): Sedangkan pengertian korban dalam

artian sempit dapat diartikan sebagai victiz of crime yaitu korban kgjahatan
yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Darl perspektif viktimologi ini
pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat
perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misainya seperti akibat
bencana alam bukanlah merupakan objek kajian dari viktimologi >

Secara teoritis, konsepsi korban kejahatan mempunyai pelbagai
dimensi. Secara global, konsepsi korban kejahatan dirumuskan dalam

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crinie and Abuse of

¥Socharte, Perlindngan Hak Tersangha, Terdatwa, dan Korben Tindak Pidana

FTerorisme Dalun: Sisiers Peradiian Pidana Indonesia (Basdung: PT. Refika Adithama, 2007}, hal.

76.

¥y jhik Mulyad:, Bunga Rampai Hidaem Pidana. Perspektif, Teoris dan Prakiik (Bandung:

Pencrbit FT. Alumny, 2008}, hal, 248,
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Power, tanggal 6 September 1985 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
vaitu :
Victims of crime:

“Victims means persons who, individually or collectively, have
suffered harm, including physicel or mental injwry, emotional
suffering, economic loss or substantial Impairment of iheir
Jundamental rights, through acts or omissions that arg in violation of
criminal lnws operative whitin Member State, inchrding these laws
proscribing criminal abuse of power. 4 person may be considered a
victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator
is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of
the jamilial relationship between the perpetrator and the victim, The
term “victim” also inciudes, where approprinte, the immediate
Jamily or dependants of the direct victim and persons who have
suffered havm bn intervening to assist victims in distress or (0 prevent
victimization.”

Arief Gogita menerjemabkannya, vang dimaksud dengan korban
adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami
penderitaan, meliputi penderitaan fisik atzu mental, penderitaan emosi,
kerugian ckonomis afau pengurangan substansial halchak asasi, melalui
perboatan-perbuatan - alau  pembiaran-pembiaran {omissionis) yang
emeianggar hukem pidana yang berfaku di negara-negars anggota yang
meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.
Istilah korban (viciim) disini melipuli jaga keluarga langsung korban, orang-
orang yang menderita akibat melakukan intervensi untok membanty korban
yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi >’

- Dalain beberapa keteptuan perundang-undangan Indonesia, telah
dirumuskan pengertian tentang korban, antara lain; Korban menurut
Undang-undang Nomor 13 Tzhun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, dalam pasal 1 angka 2 dirumuskan scbagal sescorang yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi vang
diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sementars Korban menurut Pasal 1
angka 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalab seseorang yang mengalami

¥ Avief Gosita, Joe cir., hal, 45,
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penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ckonomi yang diakibatkan oleh
suatu tindak pidana.

Penpertian korban menurut Anf Gosita sendiri adalah mereka vang
menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang
mencari  pemenuhan  kepentingan dirl sendini atav orang iain yang
bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. “Mereka”
disim dapat berarti : individu, atau kelompok baik swasta maupun
pemerintzh.*®

Dan pengertian terscbut dapat diuraikan lebih rinci bahwa korban
kejahatan ada yang bersifat perorangan (ndividual vietims) dan kolektif
{coflective victims), Korban perorangan dapat dengan mudah diidentifikasi
sementara korban kolektif tidak mudsh diidentifikast sehingga perlindungan
terhadap korban lebih sulit untuk dilakukan. Korban merupakan pibak yang
mengalami berbagai kerugian dan penderitaan yang diakibatkan oleh tindak
pidana vang dilakukan oleh orang iain.

Selsin pengertian korban scbagimana dijelaskan  sebelumaya,
seseorang dapat dipertimbangkan juga sebagai korban tanpa melihat apakah
51 pelaku sudah diketahoi, ditahen atau dituntut atav dipidana dan tanpa
memandang hubungan keluarpa antaca si pelaku dan korban, Sekiranya
cukup layak, istilah korban jugs mencakup keluarga dekat atau orang-orang
yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang.yang menderita
kerugian karena berusaha mencegah tegjadinya korban. >’

Adapun korban dafam pengeriian luas menurot Stanciu adalah orang
yang menderita skibat ketidakadilan. Diengan demikian ada dua sifat yang
mendasar {melekat) dari korban tersebut, yaitn; suffering (penderitaan) dan
injustice (ketidakadilan) tidak hanya dapat dipandang sebagai perbuatan
yang itlegal, schab hukum (Jezal) sebenamya juga dapat menimbulkan
ketidakadilan,*

ihid., hal. 64.

“Barda Nawawi Asief, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangon Hwlaon Pidona,
cat. {Handung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 85,

®Stancin dalam M. Aricf Amrullah, Pofitik Hukum Pidera, Dalam Rangha Perlindungan
Kejnhatan Ekonome di Bidang Perbankan, Cet.! {Malang: Bayumedia Publishing, 2003}, hel, 81,
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Korban kejahatan sendiri dapat dikelompokkan dalam beberapa
kelompok antara lain korban kejahatan yang yang bersifat abstrak (abstract
victims), misalnya negara atau masyarakat; korban kelompok (collective
victims), misalnya organisasi atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis,
suku, warna kulit atau karena ada persamaan kepentingan; dan korban nyata

(real victim), misalnya individu atau beberapa individu.”’

Walaupun beberapa ahli hukum telah memberikan beberapa konsepsi
tentang korban, akan tetapi penentuan batasan pengertian korban kejahatan
atau dampak kejahatan terhadap korbannya merupakan bagian yang tidak
mudah untuk dirumuskan, karena menjangkau pada aspek-aspek kehidupan
yang bersifat tidak terbatas dan tidak terhitung. Oleh sebab itu, lebih mudah
untuk menentukan batasan kejahatan daripada merumuskan batasan dampak
kejahatan terhadap korbannya. Penjelasan tentang korban kejahatan paling
tidak mencakup tiga hal, yaitu siapa yang menjadi korban dari suatu
kejahatan, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami oleh korban
kejahatan dan siapa yang bertanggungjawab, dan atau bagaimana
penderitaan dan kerugian yang dialami korban tersebut dapat dipulihkan,*

2. Jenis dan Tipologi Korban Kejahatan
Dari perspektif viktimologi, korban yang hanya berorientasi kepada
dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan menjadi :
1.Korban kejahatan (victims of erime) sebagaimana’” termaktub’ dalam
ketentuan hukum pidana 'ééhingga pelaku (offender) diancam dengan
penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai
penal victimology dimana ruang lingkup meliputl kejahatan tradisional,
kejahatan kerah putih (white collar crimes), serta victimless crimes yaitu
viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan;

2.Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (victims of abuse of power).

Pada konteks ini lazim disebutkan dengan terminologi political

s
Ibid,
Parman Soeparman, Pengainran Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan (Bandung: PT. Refika Adithama, 2007), hal. 22.
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victimology dengan ruang lingkup abuses of power, Hak Asasi Manusia
(HAM) dan terorisme;
3.Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administrative atau yang
bersifat non penal sehingga sanksinya adalah sanksi yang bersifat
administrative bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang
lingkupnya bersifat economic victimology; dan
4.Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan
bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga
sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.*®
Dikaji dari perspektif jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat
langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri, dan tidak langsung (korban
semu/abstrak) yaitu masyarakat.** Terhadap aspek ini maka Sellin dan
Wolfgang mengklasifikasi secara eksplisit jenis korban sebagai berikut :*°
1. Primary victimization adalah korban individual. Korbannya merupakan
orang perorang atau bukan kelompok.
2. Secondary victimization. Korban merupakan masyarakat luas.
3. Tertiary victimization. Korban merupakan masyarakat luas.
-4.Mutzra-f -vi-cti;z-r;an'—o_n. Korban merupakan pelal&u,- mis-r:li;);;_pelacuran,
perzinahan, narkotika, dan lain-lain.
5.No victimization. -Korban tidak segera dapat diketahui, misalnya
konsumen.yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.
. .Mardjono ~ Reksodiputro. dengan - mengutip  Mendelsonn,
~membedakan antara lima jenis korban berdasarkan derajat kesalahantya
yaitu :
a. Yang sama sekali tidak bersalah;
b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
c. Yang sama salahnya dengan pelaku ;
d. Yang lebih bersalah daripada pelaku; dan

“Lilik Mulyadi, foc cit., hal. 246.

#Lilik Mulyadi dalam Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan (Bandung: PT. Refika
Adithama, 2007), hal. 60.

¥Sellin dan Wolfgang dalam Parman Soeparman. bid., hal 61.
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. Dimana korban adalah satu-satunya yang bersalah {dalam hal ini pelaku
dibchaskan).*

Apabile dikaji lebik jauh dari perspektif kerugian, korban dapat
diderita oleh sescorang, kelompok masyacakat, maupun masyarakat luas,
Selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai
dengan uang dan immaterial vakni perasaen takut, sakit, sedih, kejutan
psikis, dan lain-lain.*’

Muladi membedakan antara korban kejahatan konvensional dengan
kejahatan korperasi. Pada kejahatan konvensional, korbannya dengan
mudah diidentifikasikan, sedangkan pada kejahatan korporasi korbannya
seringkali bersifat abstrak, baik perorangan, masyarakat, perusahan, maupun
pemerintati. Pemahaman terhadap rusng tingkup korban kejahatan korporasi
itu dapat dikaji dani apa yang dinamakan pihak-pihak yang mempunyai
tuivan dan kepentingan vang berlawanan dengan tujuan dan kepentingan

- korporasi yang bersifat menyimpang, vakni untuk mencepai tujuan dan
kepentingan keuntungan ekonomi® :

Dalam hal menentukan tipologi korbam kejabatan, tidak bisa
dilepaskan dan perlindungan terhadap korban kejahatan vang bersandar
pada perimbangan Kkepestingan dalam hulam pidana. Dimana secara
realistis harug dipahami bahwa kepentingan yang harus dilindungi oleh

 hukum pidana .adslah selurch kepentingan pihak-pihak yang - terlibat di

~~dalamnya, mulal kepenlingan negara, kepentingan individu dan kelompok

+- masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan korban kejahatan itu sendird
secara berimbang. Hal inilzh yang dikenal dengan asas monoduslistik, yaita
sanksi pidana haruslah meneerminkan harmonisasi antara kepentingan
individu dan kepentingsn umum.

Dengan adanya model keseimbangan kepentingan (dead-dader
strafrecht) yang berorientast pada asas monodualistik, maka dikenal adanya

dua perspektif datam memahami tipologi korban kejahatan, yaity ;

*Mardione Reksodiputre (), Kriminolpgi dan Sistem Peraditan Pidana. Ksmpulan
Korangan Bulu Kedug (Sakans: Pusat Pelaygnan Keadlilan dan Peagabdian Hulons (8% Lembaga
Krininologi) Universitas Indosniesia, 2007 ), bal. 79,

“pyrman Soeparman, op ¢if.,hal 1.

Haduladi (2}, foe cit., hal. 72,
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Ditimgau dant perspektif tingkat ketedibatan korben dalam terjadinya
kejahatan. Melahii kajian perspektif ini, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan
beberapa tipologi korban, yaite -%*

a. Nonparticipating victims, adalah mereka vang menyangkal/menclak
kejahatan dan  penjahat, tetapi tidak turut berpartisipasi dalam
penanggulangan kejahatan.

b, Latent or predisposed victims, adalah mereka yang mempunyal
karakter terienfu cenderung menjadi korban pelanggaran tertenta,

¢. Provocative vietims, adalsh mereka yang menimbulkan kejahatan atav
permicu kejahatan.

d. Participating vietbns, adalsh mereka yang tidak menyadari atau
mermiliki perilaku lain schingga memudahkan dirinya menjadi korban.

e. False victims, adalah mereka vang menjadi korban karena dirinva

sendi.

. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban it sendiri maka Stephen

Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujub bentuk, yaitu fs?

a. Unrelated victims, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si
pelaku dan menjadi korban karena memang potensial., Untuk itu dad
aspek tanggung jawab sepenuhinya berada di pihak korban.

b. Provocative victims, meropakan korban yang disebabkan peranan

~kprban. untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itn, dari aspek
tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku ‘secara bersama-
sama.

c. Farticipating victims, hakikatnya perbuatan korban tidak disadari
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan, Misalnya, mengambil
uvang di bank dslam jumlah besar vang tanpa pengawalan dan
kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang
untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungiawaban sepenuhnya ada
pada pelaku.

d. Biologically victims, adalsh kejahatan disebabkan manusig lanjut usia

{manula) merupskan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek

#tipzat Abdel Fattah dalam Parman Soeparman, loc ¢if., hal. 65,
*stophen Schaper dalam Parman Scepsrman. Jbid., hal, 56.
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pertanggungiawabannya, terletak pada masyarakat atau pemerintah
setemnpat karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban
yang tidak berdaya,

e Socially weak victims, adalah korban tidak diperhatiken oleh
masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan
sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh
terletak pada penjahat atau masyarakat.

f. Self victimization victims, adalah korban kejahatan yang ditakukan
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban, Untuk itu
pertanggungjawabannya  sepemubnya terletak apda korban karena
sekaligus sebagal pelaku kejahatan.

g. Polftical victims, adalsh korban karena lawan politiknya. Secara
sostelogis, korban ini tidak dapat diperfanggungiawabkan kecuall
adanya peruybahan konstelasi politik.

Sementars ity Manheimm mengingatkan, bahwa sering tidak jelas
vang diperkirakan sernula, siaps vang yang ‘penjzhat’ dan sispa yang
‘korban’. Kadang-kadang hanya soal kebetulan saja yang menentukan siapa
yang menjadi ‘pelaku delik’ dan siapa ‘korban delik’. Sering puia'peranat;
itu dapat bectukar, seperti pada seorang penipu yang dibunuh oleh
‘kc:era.u’nya.51

- 3.Eksistensi - Korban Kejahatan . dalam  Sistern  Peradilan  Mdana
Indonesia. ’ o

Kcberadaan KUHAP dalam kehidupan hukum di Indonesia memang
disadani telah menit suatu ers bary, vailn era kebangkitan hukum nasional
yang mengutamakan pedindungan hak asasi scorang tersangka dalam
mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan atas hak asasi tersangka
tersebut dihargpkan akan dapat dilaksanakan sejak scorang tersangka
ditangkap, ditahan, dituntul dan diadili di muka sidang pengadilan, Selain
perlindungan hak asasi tersangka, juga dikandong harapan agar pencgakan
hukum berlandagskan undang-undang tersebut membenkan kekvasaan

kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab kepada hakim  dalam

*sdanheim dalam Parman Sceparman. fbid., hal, 78-79.
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memeriksa dan memutus sualy perkara pidana. Harapan tersebur diatas
tampaknya haaye dapat diwujudkan apabila erientasi penegakan hukum
dilandaskan pada pendekatan sistem.™

Memang sangat fronis apabila korban kejahatan dihadapkan pada
kenyatsan bahwa ia tidsk mendapatkan perlindungan yang memadat dari
Sistern  Peradilan  Pidana, sebaliknya pelsku  kejahatan  yang  telah
menempatkannya dalam status sebagai korban maiah mendapatkan berbagal
“hak istimewa”. Pada seat sesecrang diduga melakukan kejshatan, sejak saat
yang bersangkutan dimintai keterangan hingga vonis dijatuhkan oleh hakim,
perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa senantiasa melekat. Pada
saat orang terschut ditangkap, harus disertai dengan sural penangkapan
sekaligns menyebutkan kejahatan apa yang diteduhkan, kettka dalam proses
penyidikan, tersangka diperkenankan didamping: oleh penasehat hukum,
begitu pula pada saat fersangka ditahan, masa penahanannya dibatasi uniuk
jangka waktu tertente. Bahkan, setelah orang tersebut (terdakws) divonis
oleh hakim, masih diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lain,
seperti banding, kasasi dan peninjsuan kembali.>

Kondisl inl sangat berbeds dengan korban, Ketika korban ciiﬁ:iin{ai
keterangannya sebagal saksi ditingkat penyidikan maupun pengadilan,
sering  dijumpai  korban harus datang sendin tanpa memperoleh
pengamanan/pengawalan yang memadai. Sementara jtu pada saat korban
dimintai keterangan di pengadilan, terkesan kerban hanva sckedar dijadikan
sebagal alat untuk menguatken apa yang didakvrakan oleh Jaksa Penuntut
Umum. Setelah korban memberikan kesakstannya, tidak ada upaya untuk
memberikan perlindungan kepada saksi (korban), dan korban dibiarkan
pulang begitu saja tanpa memperoleh perlindungan.™

Dari apa yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem
peradifan pidana Indonesia belum memberikan tempat kepada korban
kejahatan dan kedudukan hukumnya dalam sistem peradilan pidana

“Romii  Almasasmita, Sisten Peradilan Pidana, Perspektif Elsistensialisme  don
Abolisionisme {Bandung: Binacipla, 1998}, hal 39,
Pikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Guitom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan,
aniard gorma dan Reakita (Jakarta: P17, RaiaGrafinde Porsada, 2007}, hal. 80,
Ihid.
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cenderung terabaikan, Hal ini lebih banyak disebabkan karena orientasi
hukum pidana Indonesia yang masih berfumpu pada perlindungan pada
pelaku kejahatan {offender oriented). Padahal dan sudut kriminologis,
kejahatan merupakan konflik antar individu yang memmbulkan kerugtan
bukan saja kepada korban kejahatan ity, tetapi juga menimbulkan kerugian
terhadap tnasyarakat yang dalam tataran sesiologis berupa hancurnya
tatanan nilai atau pranaia sosial kemasyarakatan. Dan tidak tertutup
kemungkinan juga merugikan pelaku kejahatan itu sendiri dengan tuntutan
pidana yang akan dihadapinya.
Untuk ito, terhadap perlindunpgan hak korban kejshatan di Indonesis,
Muladi menyatakan perlunya pengaturan-pengaturan yang mantap tentang
perlindungan korban kejahatan baik dalam hukum pidana materii! maupun
hukum pidana formil, Dalam hukum pidana matedi] antara lain mencakup
restitusi sebagai pilihan pidana. Dalam hukum acara perlu  diatur
- -kemudahan-kemudahan wuntuk mempercleh access 0 justice and fair
treatment.”” ;
Pada dasamya korban kejahatan mempunyai posist sentral dalam
_sistern peradilan pidana, Apalagi ketika korban (saksi korb'an) t;lemberikan
keterangan di depan persidangan guna mengungkapkan kebenaran materiil.
Dengan tolok ukur vang diuraikan maka permasalahan korban kejahatan
- .dalam sistern peradilan pidana telah mengubah orfentasi bukan saja para
para sargjana hukem. pidana, skan ietapi juga dari disiplin viktimologi,
sebagai disiplin yang mengarmbil kajian bidang korban dalam arti Tvas vang
semula mengosenirasikan pada kajian perbuatan (vietimology of arts) dan
kemudian mengalibkan orientasinya menjadi suatu gerakan (victimology of
action) yang mendukung gerakan peduli terhadap korban kejahatan. Oleh
karena itw, hal pertama merupakan kinerja murnt keilmusn, dan hal kedoa
sebagai gerakan sosial atau tekanan politik agar pemerintah memperhatikan
kepentingan korban kejahatan. Atas dasar alasan tersebut dan adanya
kesadaran serta pengakuan secara jujur balwa praktik hukum pidana dan

sistem peradilan pidana sekarang telah melupakan kepentingan korban

*Muladi (6), Hak dsasi Mannsia, Politik dms Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Baden
Penerbit Universitas Diponegore, 2002), kal. 18

Universitas Indonesia
Memantafkan Kedudukan..., Fauzy Marasabessy, FH Ul, 2009



33

kejahatan adalah awal yang balk kepedulian terhadap kepentingan korban,
Problem korban kejshatan vang kompleks tersebut mencakup bidang
keilmuean, sesuai dengan aspek hukum pidana dan sistem peradilan pidana.
Tegasnya, problem korban kejahatan dipandang sebagai problem internal
dalam hukum pidena dan sistem peradilan pidana itu sendiri. Oleh karena
it pemecahan problem korban harus melalui kerangka kerja hukum
pidana. %

Konsekwensi  logis  dimensi  tersebut  berkorelasi  terhadap
penghapusan posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana (hukum
pidana) melalui proses perjaianan seiarah hukum pidana yang cukup lama,
dan masing-masing negara memiliki pengalamannya sendiri. Korban
kejahafan yvang secara nyata dirugikan pada mulanya sebagai aktor dominan
dalam sistem peradilan pidana, berangsur-angsur diambil alih oleh negara
scbagai waki! sah dari masyarakdt seiring dengan terbentuknya organisasi
negara modern. Monopoli negara dalami melakukan penuntutan terhadap
pelanggar hukum pidana dan penghapusan  posisi korban  tersebut
memperoleh pembenaran dari doktrin hukum pidana (akedemik), akhimya
pendirian tersebut melembaga dalam suatu sister hukmﬁ pidana hingga
sekarang. Akibatnyz, korban kejahatan dipandang sebagai forgotten people
in the system dan bukan menjadi sasaran dard sistem peradilan pidana.
Negars mengambil allh perdanan penuntutan dasi korban dengan dalih
meminimalisiv potensi pembalasan yang bersifat personal {emosionalisasi}

~dan untuk pemidanaan yang fepat atas dasar pertimbangan rasional
(rasionalisasi}) untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum proses bekerjanya sistem peradilan pidana
direpresentasikan dari bekerjanya masing-masing sub sistem peradilan
pidana, yaitu keberadaan institusi atau lembaga penegak hukum yang
tergabung di dalam sistern yaitw, polisi, jaksa, hakim dan lembaga
pemasyarakatan, Bksistensi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan
Pidana Indonesia dilihat dani peranannya dalam proses penyelesalan perkara

pidana. Namun demikian peranannya tidak bisa terlepss dari sistem

Fparman Seeparman, Jeg off., hal, 122
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peradilan pidana itu sendiri. Karena, sistem peradilan pidana itulah yang
sebenamya paling dominan menentukan peran korban kejahatan. Besar
kecilnya peranan korban kejahatan tergantung dari perhatian yang diberikan
oleh sistem peradilan pidana kepada korban kejahatan. Semakin besar
perhatian yang diberikan oleh sistem peradilan pidana kepada korban
kejahatan, semakin besar pula peranan korban kejahatan dalam proses
penyelesaian perkara. Begitu pula sebaliknya, peran korban akan tereduksi
apabila sistem peradilan pidana kurang memberi perhatian kepada korban
kejahatan.

Proses peradilan pidana bermula dari tindakan penyelidikan dan
penyidikan oleh penyidik Kepolisian RI sebagai the gate keeper of the
criminal justice system,”’ kemudian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum
dan berujung pada penjutuhan hukuman oleh Hakim di Pengadilan dan
pelaksanaan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Pada dua proses awal
dari peradilan pidana yaitu penyidikan dan penuntutan posisi hukum korban
sangat ditentukan kedepannya.

a. Tahap Penyidikan.

Korban kejahatan sesungguhnya merﬁpakan pihak yang
menggerakkan sistem peradilan pidana, dengan cara melaporkan kepada
polisi mengenai kejahatan yang dialaminya untuk dilakukan penyidikan.
Peranan. tersebut..makin senfral apabila polisi tidak pro aktif dalam

-- melaksanakan tiigasnya dalam menjaga dan memelihara kemanan dan
ketertiban umum, serta melakukan langkah-langkah polisionil apabila
terjadi kejahatan di lapangan. Semakin polisi hanya melaksanakan
penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana berdasarkan laporan
maupun pengaduan maka peranan korban sangat dibutuhkan.

Apa yang dikemukakan sebelumnya, selaras dengan pandangan

Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa :

*"Dalam beberapa ketentuan pidana khusus, penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan

oleh Penyidik PNS dan inslansi tertentu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan seperii
TNI AL untuk perkara tindak pidana perikanan, Komnas HAM melakukan penyelidikan untuk
dupaan pelanggaran HAM berat dan Kejaksaan untuk perkara tindak pidana kerupsi dan perkara
pelangparan HAM berat.
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Semakin banyak analisa yang mengemukakan, bahwa polisi lebih
bersifat menerima dan bereaksi akan tetapi sedikit sekali bekerja
secara proaktif. Hal ini berarti babwa selain dari pada terthadap
kejahatan-kejahatan  dengan publisitas langsung, atau dengan
mdikasi-indikasi material yang kelihatan secara umum, jarang
sckali mereka mengambil inisiatif Mereka bekerja terutama
berdasarkan pengaduan atau "atas pesanan”. Kenyatsan bahwa
polisi sedikit sekali bertindak pro akif, mengakibatkan bahwa
banyak sekali undang-undang pidana yang bersifat sosial ekonomi
yang menjadi tidak kena sasaran, sebab terhadap uvadang-undang
pidana yang khusus ini diharuskan justru suatu tindakan yang
bersifat pro aktif,*

Penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh polisi, biasanya
dimulai dan serangkaian kegiatan penyelidikan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari kegistan penyidikan. Penvelidikan dimaksudkan
sebagat langkah awal polisi untuk mengumpulkan bukii permulzan agar
dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Dalam kegiatan penyelidikan,
merupakan fungsi dan wewenang polisi vntuk menerima laporan dan
pengaduan dari pthak-pihak yang dirugikan. Dalam tehapan penyelidikan
intlah, awal kotban kejahatan mulai berhubungan dengan sistem peradilan
pidana. '

Pada prinsipniya setiap laporan stau pengaduan yang disampaikan
kepada polisi wajib diterima, dan berwenang wnfuk menanganinya baik

.. hal ity yang bersifat pemberitahuan biasa atau laporan, maupun yang
'berxifai 'deii}c_ advan. Menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) KUHAP,
apabila penyelidik menerima laporan atau pengaduan, harus "segera”
meizkukan penyelidikan yang diperlukan. Baik hal itu atas dasar
"pengetahuannya” sendirt manpun berdasarkan laporan stau pengaduan.

Peran korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara melalui
sistern peradilan pidana diawali dengan melaporkan kejshatan atau
peristiwa pidana yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Langkah yvang
ditempuh oleh korban ini sangat menentukan jalannya proses peradilan
kedepannya. Hal ini disebabkan hampir semua perkara yang diproses oleh

polisi dengan tindakan penyidikan dan selanjutnyva di sidang merupskan

FRoeslan Saleh, Beberapa Asas Fubwn Pidana dalam Perspektif {Jakarta: Aksara Bara,
1983), Bal. 38,
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laporan korban kejahatan atay masyarakat. Dengan melaporkan kejahatan
vang terjadi pada dirinya disertai informasi mengenai kronologis kejadian
atau peristiwa pidana yang menimpanya, zkan sangat menunjang tuges
polisi dalam melakukan penyidikan dan mengungkap kasusaya.

Setelah dilakukan kegiatan peryelidikan untuk mendapatkan bukd
permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan, maka peran korban
kejahatan selanjutnya adalah memberikan kesaksian mengenai peristiwa
pidana yang terjadi yang didengar, dilihat dan dialaminya dan oleh
penyidik keterangannya dijadikkan sebagai selah saty alat bukti dalam
berkas perkara, yang akan diteruskan ke tahap selanjulnya vaitu tahap
penuntutan,

Seteleh sakst didengar keterangannya dalam penyidikan, maka
KUHAP tidak lagi memberikan kesempatan bagi korban kejahatan
mengambil perar lanjuten dalam tahap penyidikan. Yang dapat dilakokan
korban adalah menunggn sampal saat dia diberikan surat panggilan oleh
jaksa penuntut umum untuk memberikan kesaksian di pengadilan.

b.Tahap Penuntutan.

Setelah tahap penyidikan suatu perkara pidana selesai dilakukan
oleh polisi, maka berkas perkara diserabkan kepada Jaksa Penuntut
Upmwum yang menandat dimulainya tahapan selanjutaya dalam sisters
peradilan pidana yaito tshap penuntutan. Tujuan dari Hukum Aczs
Pidana lhususnya tindakan penuntutan adalah untuk mencan dan
mendapaikan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil.

Pasal 1 butit 7 KUHAP menycbutkan pengeriian penuntutan,
adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke
pengadilan negert yang berwenang dalam hal dan menurit cara yang
diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan
diputus oleh hekim di sidang pengadilan, Dalam tahap penuntutan,
permuntut umumlah yang menetukan svatu perkara hasil penyidikan
apakab sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan

negert untuk diadifi.
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Dalam tahap penuntutan, korban hanyalah diposisikan sebagai
saksi kotban atau menjadi bagian dari alat bukti vaitu keterangan saksi.
Sehagai saksi, korban kejahatan sebenarmya memilild kedudukan penting,
karena sesungguhnya ia yang memiliki kualtfikasi yang lebih lengkap
dibanding saksi vang lain, karena mengalami seadiri tindak kejahatan.
Keberadaan saksi korban dalam tahap penuntutan sangat dibutuhkan
Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara di pengadilan. Praktis
sejak berkas perkara diserahkan polisi kepada jakea, korban kejahatan
tidak dapat mengikuti perkembangan penuntutan, tidak dapat berinteraksi
dengan jaksa penuntut umum dan memberikan masekan mengenai model
penyelesaian perkara dan sanksi atas pelaku  kejahatan  yang
diinginkannya, Barulah pads pada sidang pemeriksaan perkara di
pengadilan, saksi korban dibutvhkan perannys, yaituy membantu jaksa
memberikan kesaksian sebagai saksy,

c. Tahap Pemeriksaan Perkara di Pengadilan.

KUHAP hanya “mengakui™ dua kapasitas korban kejahatan pada
pemeriksaan perkara di pengadilan, yaitu sebagal saksi, haik saksi pelapor
maupun saksi korban dan éebagai érazzg atau pihak yang dirugikan karena
terjadinya sutu kejahatan atatt Gndak pidana.

1. Kapasitas sebagai saksi

Sebagai saksi, korban kejahatan ditempatkan’ sebagai salah satu
alat bukti dari beberapa alat buktl lainya. Dalani kepasitasnya sebapai
saksi, korban kejahatan diharapkan oleh pepunte! umom  untuk
kepentingan pembuktian dakwaspnys. Sementara dalam  harapan
terdakwa yang dalam hal ini diwakili oleh penasehat hukumnya, tentu
kesaksian korban kejahatan ini akan dipergunakan untuk kepentingan
pembelaan dan menggugurkan dakwaan jaksa penuntut umuom,

Dalam persidangan, sering terjadi pertarungan kepentingan
jaksa penuntut umum uniok membuktikan dakwaan dan pensschat
hukum terdakwa untuk menggugurkan dakwaan dan dalam situasi
tersebut, korban kejahatan lagi-lagi terabaikan. Dua kepentingan yang

berseberangan ini dapat dilihat dari model pemeriksaan yang terkesan
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mencecar dan menyudutkan saksi. Hal itu bukan saja dilakukan oleh
penaschat hukum, tefepi juga dilakukan oleh jaksa penmuntul umum,
demi kesesuaian “skenario” berkas perkara dengan kesaksian korban,
Alih-alih memberikan perlindungan hukum kepada korban, jakss
penuntut umum yang scharusnya mewakill kepentingan korban
kejahatan malah menimbulkan viktimisasi lanjutan pada diri korban
kejahatan,

. Kapasitas sebagai pihak vang diregikan.

KUHAF memang tidak secara eksplisit menyebutkan gantl
kerugian kepada pihak korban kejahatan, tstapi apabila dicermati
ketentuan dalam KUHAP dengan seksama, maka ganti kerugian dapat
diberikan kepada korban kejahatan dengan menilik pada Pasal 98 ayat
{1) yang berbunvyi: Jika suatz perbuatan vang menjadi dasar dakwaan di
dalam suate pemeriksaan perkars pidana oleh pengadilan negeri
memimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas
pennintaar: orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara
gugatan ganfi kerugian kepada perkara pidana itu. Dengan demikian
schagat pihak vang afii'ugikan, seorang korban kejshatan dapat
mengajukan gugatan ganti kerugian melalul surat gugatan  ganti
kerugian, vang berisi permintaan kepada hakim ketua sidang vang
memenkss perkara pidana pokoknya, menetapkan suatu penggabungan
perkara gugatan ganii kerugian.

. Adapun.yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain”
(subyeknya) tidak bersifat himitatif  yekni sesus denpan kelentuan
dalam hukum perdata siapa sajs yang menderita kerugian vang
ditimbulkan oleh suatu kejghatan, termasok kerugian pihak korban
{penjelasan Pasal 98 ayat (I) KUHAP), sedangkan jenis kerugian yang
ditimbulkan dari suatu kejahatan bersifat limitatif, yakni dibatasi pada
kerugian yang bersifat materiil berupa biaya-biaya atau pengganti hiaya
yang telah dikeluarkan oleh pihak kehiga yang berkepenfingan (Pasal
0% KUHAP) yang dikuatkan dengan yurusprudensi Mahkamah Agung
RI Nomor 976 K/Pid/1948 tanggal 24 September 1991, Ketentuan
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tentang jenis kerugian ini tidak sesuai dengan aspirasi Pasal [0l
KUHAP vaitu “ketentuan dari afuran hukum acara perdata berlaku bagt
gugatan ganti kerugian.” Hukum perdata tidak membatasi jenis dan
jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan {(penggugat)
apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai dengen prinstp kausalifas
sebagaimana diatur pada Pasal 1363 KUHAPerdata.

Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban kejahatan yang
dapat digabungkan dangan perkara pidana merupakan hal yang baru
daiam praktel hukum acara pidana di Indonesia yvang diintroduksi oleh
KUHAP, Pemecriksaan dan puiusan dikabulkan ataz tidaknya
permohonan ganti kerugian bersifat aseseir, artinya putusan dikabulkan
atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung kepada putusan
perkara pokok, yakni perbuatan pidsna yang didakwakan oleh jaksa
penuntul umum. Potusan ganti kerugian kepada pihak ketiga bara dapat -
dicksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hulkum yang
tetap, Dengan demikian masalah gapti kerugian sebapat gugaten yang
yang digjukan olch korban kejahatan, tergantung pada kemampuan dan
kapasitas jaksa peﬁu_ntut umurn dalam membuktikan surat dakwaannya
dan meyakinkan hakim atags kesalahan terdakwa dan k;amudiarz
menjatubkan hukumen kepada dininya.

- Dant dua hal yang dikemukakan sebelumnya meyangkut
kapasitas korban kejahatan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan,
dapal disimpuikan bahwa, korban kejahatan memiliki kepestingan
dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Korban kejshatan memiliki
posisi penting dalam mencapai keberhasilan pesgungkapan perkara
pidana dalam sidang pengadilan. Partisipasi dan dukungan nvata dani
korban kejahatan diperlukan uantuk menegakkan hukom pidana dan
pemenuhan hak korban kejahatan itu sendiri, Karena tanpa tegaknya
hukum pidana yang difandai dengan dihukumnya pelakn kajahatan
yang bersalah, maka pemenuhan hak korban kejahatan berupa ganti
kerugian baik berupa restitusi manpun kompensasi tidak akan mungkin

diperoleh oleh korban kejahatan,
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d.Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim.

Setelah terdakwa divonis bersalah oleh hakim dan dijatuhi
pidana dan telah berkekuatan hukum tctap, maka sistem peradilan
pidana berpindah ke tahap berikutnya, yaitu tahap pelaksanaan
putusan hakim yaitu dieksekusinya terdakwa oleh jaksa penuntut
umum dengan dimasukkannya yang bersangkutan di lembaga
pemasyarakatan dengan menyandang status baru sebagai narapidana.

Peran lembaga pemasyarakatan kaitannya dengan perlindungan
korban kejahatan tidak kalah pentingnya. Lembaga pemasyaraktan
dapat memainkan peran dalam mengurangi maupun mencegah
masyarakat menjadi korban melalui berbagai pola pembinaan
narapidana (freatment of offender). Dengan pola pembinaan
dimaksud, diharapkan narapidana dapat melakukan sosialisasi dengan
masyarakat, dan yang penting tidak mengitlangi lagi kejahatan setelah
ia bebas.>’

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
merupakan undang-undang pelaksanaan pidana sebagai rangkaian dan
KUHI; dan KUHAP untuk mendukung bekerjanya sistem peradilan
pidana. Undang-undang Pemasyarakatan nampaknya sama dengan
KUHAP dalam persoalan korban dan masih berorientasi pada pelaku.

: - Aspek yang menunjukkan betapa pelake memperoleh banyak sekali
i hak adalah ketentuan Pasal 14.

Ketentuan yang berorientasi terhadap kepentingan korban dalem
hukum pelaksanaan pidana (penjara) hanya tampak pada tataran
Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989
tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
Pada Pasal 7 dard keputusan itu ditentukan bahwa dipersyaratkan
persetujuan  korban atau keluarga korban untuk memperoleh
pembebasan bersyarat bagi narapidana yang hendak mengusulkan

pembebasan bersyarat.

*Chaeruddin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan
Hukum Pidana fslam (Jakarta: Grhadhika Press, 2004), hal. 17.
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C. Sistem  peradilan pidana Indonesia, tugas dan fungsinya dalam
perlindungan terbadap korban kejahatan.

Dalam kehidupan bermasyarskat, scluruh komponen masyarakat
diharapkan berpartisipasi aktif, sebab masyarakat merupakan suntu sistem
kepercayaan vang telah melembaga (fmstitutionalized system of trust). Tanpa
adanya partisipasi aktif dan sistem kepercayaan maka kehidupan sosial tidak
mungiin dapat berjalan dengan baik sebab tidak ada patron dalam berinteraksi,
Kepercavaun ini tervtjud melalyl norma-norma yang dickspresikan dalam
bentuk struktur kelembagaan yang terdapat dalam institusi seperti polisi, jaksa,
hakim, lembaga pemusyarakatan dll. Ketika terjadi svatu kejahatan, maka
bangunan sistem kepercayaan yang terbangun dalam intersksi sosiologis dalam
perspektif korban kejahatan menjadi hancur berantakan, Schinggs diperlukan
pengaturan hukum pidana baik formil dan materiil, serta perangkat hukum
Iainnya untuk mepata ulang dan mengembalikan tatanan kepercayaan yang
telah hancur tersebut disamping menjadi tempat sandarsn bagi orang yang
menjadi korban suat keishatan untuk mendapatkan perlindungan hukum,

Kaitannya denga;} ;}erlin&ungan' terhadap korban kejshatan, dalam
konteks negara, égabila terjadi kejahatan yang menimbulkan korban, maka
negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan korban kejahatan
tersebut. Hal ini dilskukan schagai konsekwensi dari negara yang boleh

 dikatakan telah memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan
melarang tindakan-tindakan yang bersifat. pribadi. Selain fu negara juga
mempunyai kewajiban unfuk menjaga setiap warga negara dalam memenuhi
setiap kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan,
melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar ataw menggunakan sarzng-
garana yang disedizkan olch negara. Hal ini bisa dilakukan batk melalu

peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.*

® Argumentasi-argumentasi untuk mengedepankan perlindungan hukem terhadap korban
kejahatan tersebut dikenal dengan sisteorns keperoayaan yang melembage, arpmnent kontrak sosial
dan argument solidaritas sostal. Lebih lanjut baca Muladi dan Bards Nawawi Arief, Bunpa Rampai
Hukum Pidana, SAB V Perlindungan Korbon Melalul Proses Pemidaraan (Bandung: Penerbit
Alamet, 19923
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1. Model Pengaturan hukum pidana.

Menurut Muladi, dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap
korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni model hak-hak
prosedural (The procedural right model);, dan model pelayanan {service
modef). Pada model yang pertama penckanan diberikan  pada
dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses
kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini st korban
kejahatan di beri hak untuk mengadakan tontutan pidana ateu untuk
membantu jaksa atau hakim untok dibaditken dan didengar di setiap
tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya ferkait i dalamnya,
termasuk hak untuk uptuk dimita konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan
sebelum diberikan lepas bersyaral dan pada akhirnya hak untuk mengadakan
perdamaian atau peradilan perdata. Di Prancts hal ind disebut partie civile
model (civil action system). Pendekatan semacam ini melihat si korban
sebhagai subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang lvas uniuk menuntut
dan mengejar kepentingan-kepentingannya.®!

Selanjutnya pada model pelayanan (service model), penckanan
diletakkén pada perlunys diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan
korban kejahatan, vang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk
pedoman dalam rangka notifikas: kepada korban dan atau kejaksasn dalam
rangka .penanganan perkaranys, pemberian kompensasi sebagai sanksi
- pidana vang bersifat restifubf dan dainpak pemyaiaan»@ézﬁ%taaﬁ korban
sebelum pidesa dijatehkan, Pendekatan ine melihat korban kejahatan
sebagai sarana khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan
para penegak hukum yang lain.”

Masing-masing model tersebut mempunyai keuntungan maupun
kelemahannya sendiri, Model hak-hak prosedural dianggap dapat memenuehi
perasaan untuk membalas st korban maupun masyarakat, Perasaan ini pasti
ada dimanapun juga, schingga fungsi pidana dan hukum pidana dapat
berjalan dengan baik dan bahkan dapat menciptakan kerjesama antara polisi,

jaksa dan si korban, Disamping itu si korban melalui cara ini dimungkinkan

“Muladi (b), Joe ¢ir., hal, 178,
“1hid.
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unfuk memperoleh kembali harga diri dan rasa percaya dirt. Keuntungan
lain dari model ini, pertama, adalah bahwa hek-hak yang diberkan pada
korban kejahatan untuk mencampuri proses peradilan secara aktif tersebut
dapat merupakan imbangan terhadap tindakan-tindakan yang dimungkinkan
terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan wmisalnya dalam hal menyusuo
rekuisitur yang dianggap terlalu ringan atau mengenyampingkan perkara
demi kepentingan umum. Model pertama tersebut juga dianggap dapat
meningkatkan arus ioformasi yang berkualitas kepada hakim, sebab
biasanye aruos informasi ini didominasi oleh terdakwa yang melalui
penasihat hukumnya justru dapat menekan si korban (saksi korban) dalam
p&:sidangan*“

Sebaliknya maodel pertama, mengandung pula kerugian-kerugian
vang cukup berartl, Model mi dianggap dapat menciptakan kenflik antara
kepentingan nroum dan kepentingan pribadi. Sistem peradilan pidana harus
berlandaskan pada kepentingan umum. Partisipasi korban  dalam
administrasi peradilanpidana dapat menempatkan kepentingan umum di
bawah kepentingan individual korban, Disamping itu dapat terjadi
timbulnya beban berlebihan bagl administrasi peradilan pidana, yang
bertentangan dengan usaha untuk lebik menyederhanakannya sebagaimana
kecenderungannya dewasa ini. Segi negatif lainnya adalab kemungkinan
hak-hak vang diberikan pada si.korban tersebut jusitu dapat menimbulkan
beban mental bagi -yang bersangkutan dan membuka peluang nntuk
menjadikannya sebagal sasaran tindakan-tindakan vang bersifat menckan
dari si pelaku tindak pidana, den bahkan pada gilirannys dapat
" menjadikannya scbagai korban yang kedva kalinya {(isk of secondary
victimization). Secara psikologis, praktis dan finansial hal ini kadang-
kadang dianggap juga tidak menguntungkan. Kegelisahan, depresi dan sikap
masa bodoh si korban Hdak memungkinkan baginya berbuat secara wajar,
lebih-Iebih bila pendidikannya rendah. Jadwal persidangan yang ketat dan
berkali-kali mau tidak mau akan mengganggunya baik secara praktis
maupun finansial. Akhirya dapat pula dikatakan, bahiwa suasana peradilan

$1bid., hal. 179.
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yang bebas yang dilandagi asas praduga tidak bersalah dapat terganggu olch
pendapat korban tentang pemidanaan yang akan dijatubkan dalam hal ini
pasti didasarkan atas pemikiran yang emosional dalam rangka pembalasan.®

Pada model kedua, keuntungan pertama yang dapat dikemukakan
adalah dapatnya mode] ini digunakan sebagal sarana pengembalian apa yang
dinamakan Tinfegrity of the system of instittionalized trust”, dalam
kerangka perspektif komunal. 8i korban akan merasa dijamin kembali
kepentingannya dalam suasana tertib sostal vang adil. Suasana tertib,
terkendali dan saling mempercayal dapat diciptakan kembali. Model ini
dianggap pula dapat menghemat biaya, secbab dengan bantuan pedoman
yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian
yang diderita oleh si korban dalam rangks menentukan kompensast bagi si
korban.®

Kelemahan model ini antara lain dalah bahwa kewsjiban-kewajiban
yang dibebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu
melakukan {indakan-tindakan tertentu kepada si korban, didasarkan atas
sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi disnggap juga akan tergangpu,
sehab pekerjaan vang bersifst profesional tidak mungkin digabungkan
dengan vrusan-urusan yang dapat dianggap mengganggu efisiensi.®®

Kedua model tersebui sebelumnya, masing-masing mempunyai
kelebihan dan kekurzngannya. Menurut Mardjono Reksodiputre yang perlu
diperhatikan adalah bagaimana agar supaya korban kejahatan tetap dilayani
hak-hak - dan kepentingan-kepentingannyva taapa mengganggu usaha
peradilan pidana dalam melindungi kepentingan dan kesejahterszan umum
darn hak-hak pelaku. Lebih lanjut, ia mengatakan :

Tidak selamanya korban mau atau sanggop untuk memperjuangkan
hak-haknya melalul pengadilan. Dalam keadaan seperti ini perlu
“digali” dan dikembangkan upaya-upaya hokum adat yang mampn
menyelesaikan sengkela-sengketa semacam ind melalut prosedur
perdamaian {(conciliation procedures). Dalam sistern hukum yang
menghormati peranan korban, maka permintaan korban untuk
penyelesaian semacami ind perhy diperhatikan dan sedapat mungkin

Srbid,
$1bid , hal, 180,
Hirnid,
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dipenuhi, Apabila pendekatan yang dipakal dalam menangani

masalah korban ini adalah dengan “optik korban®, scharusnyalah

permintasan korban fentang cara yang diinginkannya dalam
penyelesaian masalah yang telah mengakibatkan penderiiaan
baginya diberikan perhatian utama,”

Penyelesaian perkara dengan prosedur perdamaian ini febih dikenal
sebagat konsep ADR {alrernative dispute resolutior) alternatif penyelesaian
sengketa dengan pertimbangan bahwa penyelesaian perkara melalui
lembaga peradilan pidana merupakan  alternatif  terakhir (ul:fmm}z
remedinm), Penvelesaian ini seyogyanya merupakan kehendak bersama dari
korban dan pelaku dengan tujuan untuk penvelesaian konflik dan ganti
kerugian kepada korban. Penyelesaian ini perln didorong oleh aparat
penegak hukum dengan memjadikannya sebagai bagian dari kewenangan

diskresi vang dimilikinya.

2. Model sistem peradilan pidana.

Sementara ite, apabila memperhatikan studi perbandingan antar
sistem peradilan pidana membukiikan bahwa, intensitas pengaturan korban
dalam hukum pidana dan sebagainya tidak terlepas dari sistem peradilan
vang dihayati® Untuk mengetahui kedudukan korban kejahatan dalam
sistem peradilan pidana, kita dapat memperoleh penjelasan dengan
menelaah-mengenal mengensi sistem peradilan pidana it sendin. Ada dua
-gistem besar dalam peradilan pidana, yattu sistem perlawanan {adversary
systerny dan sistem Eropah Kontinental {non adversary system).

Sistem perlawanan {(adversary sisfem) seperti vang dikenal di
Amerika Serikat, baik vang bersifat crime control model maupun yang
bersifat due process model nampaknya agak sulit untuk menerima peranan
pihak ketiga yaitu si korban dalam proses peradilen pidana. Hal ind
disebabkan karena pada model perlawanan secara filosofis hanya dikenal

adanya kontes antara dva pihak yang berlawanan vakni terdakwa dan

“adurdjono Reksodipolro, dalam JE  Sahctopy Fiktimelogi: Sebuak Bunga Rampoi
{Jakaria: Pustaka Singr Hasapan, 1987, hal. 183-106.

“ptutadi dan Bards Nawawi Anef, Bunga Ranpai Hukum Pidana (Randung: Penerbit
Alumuni, 1982}, hal. 83,
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pembelanya dan negara yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa., Dalam
model im yang paling penting adalah public order dan efisiensi, Proses
kriminal pada hakikatnya merupakan perjuangan  atau bahkan semacam
perang antaras dua kepentingas vang tidak dapat dipertemukan kembali
yakni kepentingan negara dan kepentingan individu {terdakwa). Karena itu
model ini juga sering disebut e bartle model. Model perlindungan hak
{(due process modely yang mulai mengedepankan perlinduongan hak-hak
individe guna mengendaliken meksimal efisiensi pada hakikatnya tetap
berada dalam kerangka sistem perlawanan vang didasarkan  atas
perimbangan kepentingan dan ketiadaan harmoni antara negara dan pelaku
tindak pidana, Dalam kondisi semacam itu masuknya pihak ketiga dalam
proses peradilan akan menimbulkan gangguan terhadap jalannya peradilan
pidana, apalagi dengan hakim yang pasif. Sekalipun demikian gerakan-
gerakan untuk lebih meningkatkan peranan korban dalam bcn’mknya yang
aktif maupun dalam bentuknya yang pasif terus berlangsung.®
Sehaliknya di  negara-negara Eropah Kontinental, proses
peradilannya tidak bersifat kontes antara dua kepentingan yang tidak dapat
dipertermukan, akan tetapt mendambakan kebenaran materiil dipimpin oleh
hakim yang aktif. Tampilnya si korban dalam proses peradilan tidek akan
dipandang sebagal gangguan terbadap proses peradilan.
.Selain dua meodel sistem - peradilan pidana terhadap korban
. kcjahamn yang secara wnum telah dikenal luas tersebut, oleh John Griffith
diperkenalkan pula model ketiga yaitu model kekelvargaar (family model).
imi merupakan reaksi terhadap adversary model yang dipandang tidak
menguntungkan. Dalam model kekeluargaan, pelaku tindak pidana tidak
dipandang scbagai musuh masyarakat, akan tetapi dipandang sebagal
anggols  kelnarga  yong harus dimaershi guna  pengendalian  kontrol
pribadinya, tetapi tidak bisa ditolak atau diasingkan. Semuanya dilandssi
oleh semangat cinta kasih yang berlanjut. Dalam family model, masyarakat
tidak dapat diperbaiki atau dinetralisasi dad kejahatan sclama kita tidak
berpikir di dalam pertimbangan kepentingawkeuntungen d¢i  dalam

®1bid., hal, 84,
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memahami kejahatan dan penjahat. Untuk itu landasan filosofis harus
diubah terlebib dahuly, vaitu irreconcilable disharmony of inrerest harus
diganti dengan suatu asumst bahwa tidak ada pertentangan kepentingan
yang tidak bisa diselaraskan. Pandangan yang didasarkan pada model
semacam ini jelas menolak peranan korban kejahatan. Dengan dianuinya
model ini di Negeri Belanda, seclah-oleh merupakan pembenaran terhadap
dilalaikanuya perhatian terhadap korban selama ini di sana.”

Bagaimana dengan Indonesia? Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia dengan,asas konkordansi, mengacu pada sistem hukum yang
berlaku di negara-nepara Bropah Kontinental {eivil law). Dimana proses
peradilan di Indonesia dipimpin oleh hakim yang akiif dengan tujuan untuk
mencar] kebenaran mateniil, dan para pihak yang berperkara tidak dalam
posist perang (battle model).

Dari deskripsi modei sistem peradilan pidana, Indonesia cenderung
lebih dekat pada model Eropah Kontinental, jadi keterlibatan korban
kejahatan dalam batas tertentu masih dimongkinken. Artinya tidak
mengganggu jalannya proses peradilan pidana. Namun pada keri&ataazmya
dalam praktek peradilan pidana, masuknys hak-hak korban dalam proses
peradilan pidana di Indonesia masih jauh panggang <dari api.

Kendatt demikian, persoalan korban kejahatan dalam hubungannya
dengan sisiem peradilan dapat juga dilihat dari sudut lain vang ikut
berpengarch, yaitu konsep kejahiotan it sendird. Konsep kejshatan atau
pelanggaran hukum pidana adalah bagian yang penting unfuk mengkaii
mengenai kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana,
Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana banyak
ditenfukan oleh konsep kejshatan itu sendirl. Selagi kejabatan semata-mata
dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan umum
maka korban dan kepentingan korban akan tetap di-subrofage pada

"Mudzakidr (2} “Posisi Huloum, Kerban Kejahatas dalam Peradilan Pidana Indonesia,”
{Diseriast Doktor Fakuitas Hukum Universitas Indonesta, Jakarts, 2001), hal. 19,
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kepentingan negara. Korban dalam proses peradilan tidak ubahnya seperti
bagian atau pelengkap, yaitu sebagai bagaian dari alat bukti atau saksi.”'

Prinsip hukums universal yang mengakui setiap orang adalah sama
dan mempunyal kedudukan dihadapan bukum yang sama pula seria berhak
atas perlindungan hukum tanpa perlakuan yang diskriminatif dalam bentuk
apapun. Sgjalan dengan prinsip tersebut, Deklarasi Universal tentang Hak
Asasi Manusia PBB 10 Desember 1948 menyebutkan bahwa tidak
secrangpun boleh ditangkap, ditahan, atau diperlakukan sewenang-wenang.
Setfap orang berhek untuk didengar pendapatnya di depan umum. Diadili
secara adil oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, baik mengenal
hak-hak dan kewajibannya, maupon dalam tuntutan pidana yang ditujnkan
kepadanya.

Makna yang terkandung dalam Deklarasi PBB tersebut kemudian
dikembangkan dalam sistem peradilan pidana dalam wujud pergeseran
sistem pemeriksaan peradilan pidana dari sistem inquisitoir menjadi sistem
accusatoir, Sistem inguisiteir  adalah sistem dalam peradilan yang

memandang  tersangka dan  atau  terdakwa sebagal obyek, dimana

- pemeriksaan pertkara vang tertutup dan tidak fransparan dan penuh dengan

nuansa intimidasi dan tekanan serta tidak jarang adanya siksaan fisik nntuk
memperoleh pengakuan tersangka dan atau ferdakwa. Sistern i sudsgh

- mulai ditinggatkan sejalan dengan makin mengemukanya penghargaan atas
- hak asasi manusia femasuk oleh sistem-peradilan pidana di Indonesis sejak

bertakunya KUHAPR

Perubahan sistern peradilan pidana di Indonesia dari  sistem

" inguisitolr saat berlakunya HIR {Het Herziene Inlandsch Reglement)

menjadi sistemn aquisitoir sebagaimana diamut Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukurm Acara Pidana (KUHAP) telah membawa era
baru dan telah meletakan dasar dan prinsip humanisme dalam dunia
peradilan di Indonesia. KUBAP mempunyai tujuan utama bukan hanya
untuk mencapai  ketertiban dan kepastian  hukum, melainkan  yang

dintamakan dan merupakan masalah mendasar adalah bagaimana mencapai

*Mudzakir (8, “Korban Kejahaten dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia” (Tesis

Magister Hukam Ubiversitas Indonesia, Jokaria, 19923, hal, 65.
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tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan
martabat manusia sedapat mungkin bisa dihindart.

Dalam kaitan dengan prinsip humanisme dalam dunia peradilan,
KUHAP dapat juga dikatakan merupakan Jandagan bagl terselenggaranya
proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan
berwibawa seriza benar-benar memberikan periindungan hukum terhadap
harkat dan martahat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia.

Adapun hubungannya dengan perdindungan hak-hak korban oleh
sistern peradilan pidana, adalah sengguh suaty froni apabila kita perhatikan
dengan cermat, betapa KUHAFP dibuat sebapat peletak dasar bagi sistem
peradilan pidana yang humanis, dan merepresentasikan pelitk kominal
dalan sistem peradilan pidana Indonesia, begitu memberikan perhatian
yang besar dan perlindungan hukem kepada pelaku kejahatan tetapi justru
karang memnberikan tempat kepada korban kgjahatan. Padahal periindungan
hukum scharusnya diberikan seimbang baik kepada pelaku kejahalan
maupun korban kejahatan scsvai asas kesamaan kedudukan dalam hukum
{equality before the law). -

Pembaruan hokum acara pidana dengan berlakunyr KUHAP
Tahun 1981 memang hanya sedikit menyentoh atau mengakomodasi
sebagian dari kepeniingan pihak yang dirugikan dari suatu kejahatan
- {korbant kejghatan} dibanding kepentingan pelaku kejahatan. Hal ini
tercermin < dalam  Penjelasan  Umum Rancangan' KURAP, yang
menyehutkan

Perlindungan hak-hak asssi manusia dalam proses pidapa selain
meliputi perlindungan hak-hak orang yang meiakukan tindak pidana
juga menjamin hak-hak dari pihak vang dirugiken karena dilakukannya
tindak pidana itu. Perlindungan dari pihak yang dirugikan itu dalam
undang-undang int diwnjudkan daiam bentuk hak untuk menuntat ganti
kerugian dengan ketentuan bahwa orang yang dirugikan tersebut dapat
dituntut dengan mengajukan permohonan kepada ketua Sidang
Pengadilan perkara pidana yang bersangkutan supaya digabungkan
perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana itu,”

TRomli  Atmasasmita, Sistemr  Peradilon  Pidana, Perspektif Eksistensialisme  dan
Abolisionisme, {Bandung: Binacipia, 19983, hal. 33,
_ Prenjelasan Umum RULY KUHAE, Tahwa 1979, alines terakhir Nomor 4, {Depancmen
Kehaldmen, Sejarah Pembentukan Undang-undeng republik Indonesia Nomor 8§ Tahun 1981
witang Hulem Acaery Pidana, 19822 )
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Pada pnnsipnya tujuan  akhir dari  politik  kriminal islah
perlindungan masyarakat ontok mencapai fujuan uvtama kesejahteraan
masyarakat. Dimana individe yang menjadt korban kejehatan sebagai
bagian integral dari masyarakat perlu juga diperhatikan hak-haknya dan
dilindung kedudukan hukumnya.

Dengan demikian sesuai dengan politik kriminal, maka tujuan
pemidanaan  harus  diarahkan kepada perlindungan masyarakat  darg
kejahatan serta Keseimbangan dan keselarssan hidop dalam masyarakat
déngazz memperhatikan  kepentingan-kepentingan  masyarakat/negara,
korban dan pelaku, Atas dasar fujuan tersebut maka pemidanaan harus
mengandung unsur-unsur yang bersifat 1y Keraanusiaan, dalam arti bahwa
pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan marfabat seseorang; 2)
Edukatii, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar
sepenuhnya afas perbuatan yeag dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai
sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan
kejahatan; dan 3) Keadilan, dalzm arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan
adil baik oleh terhukum mapun oleh korban atanpun masyarakat.™

Perlindungan masyarakat atau dalam hal ini korban kejahatan
melalul proses pemidanaan baik dalam arfi wmum mavpun kongkrit
. dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada korban, disamping
p;’:iﬁzgagzaxn-'pelayaqﬁn yang lain, b;;ii( {i‘z;iam rangka “acces to justice and faiv
' frec’z;‘merz;"; maup;m dalam ruang lingkup “assistunce” yang lebih lvas.”
Benfuk-bentuk pelayanan tersebut baru dapat terwujud apabila dilakukan
melatul suatu -sistem peradilan pidasa yang mengedepankan penghormatan
kepada Thak-hak =settap orang didepan hukum, Dbaik {erhadsp
tersangka/terdakwa/terpidana maupun terhadap korban kejahatan.

Di Indonesia terdapat perkembangan yang menggembirakan terkait
dengan pelanggaran terhadap hukum pidana yang tidak lagi dipandang

MLaporan Simposium Pembaharven Hukum Pidosa Nasional, BPHN Depariemen

Kehakiman Tahun 1986 dalam Bards Newawi Adef, Kebjjodan Lagislatif dalem Penanggulangan
Kejahaton dungan Pidena Powjara {Semsmng: Badan Penerbit Universitas Dipopegoro, 19963,
hal. 82,

"Muladi (0}, Joc cit., hal, 185,
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semata-mata  sebagai  pelanggaran  terbadap negara  atay  kepentingan
masyarakat umum, melainkan mulal memperhatikan kepentingan individu
anggota masyarakat. Korban kejahatan diberl hak-hak tertentu yang dapat
diperjuangkan dan dituntut pelaksanaannya dalam proses peradilan pidana.
Diengan demikian terdapat tiga kepentingan vyang saling berkaitan dalam
proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu kepentingan masyarakat,
kepentingan pelaku kejahatan dan  kepentingan  korban  kejahatan.
Menyangkut kepentingan korbun kejahatan dalam sistem peradilan pidana di
Indenesia telah diatur dalam Undang-undang Nemor 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP dan vang ierbaru dengan diundangkannya Undang-undang Nomor
13 Tahun 2006 ientang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Korban Kejahatan Terpinggirkan
Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana,

Bilamana kita lihat pada sejarah perkembangan hukum pidana, maka
pada mulanya reaksi terhadap pelanggaran adalsh sepennhnya hak (dan
kewajiban) korban. Akabat dari dendam {darah) vang seringkali tidak
_%ie;'kégsntﬁsan, telah timbul keadaan bahwa lambat laun ‘ganti rugi’ oleh
pelanggar dapat di *bayar dengan harfa’. Selanjuinya, dirasakan pula balwa
pelanggaran inj fidak hanya merupakan hubungan {urusan) pelaku dan korban.
Pelaku - pelanggaran- dianggap juga mengganggn ‘kescimbangan’ keferitban

- -gdalam masyarakat, schingpa yeng terjadi adalah jugs gangguan dalam
‘keseimbangan’ antara pelaku dan masvarskatnya, Rupanys, pada akhimys
gangguan yang terakhir inilah vang lebih diperhatikan sehingga masyarakat
(negara) merasa sehagai satu-satunya yang berhak menuntut ‘ganti rugi’ dar
pelaku. Disini korban telah kehilangan haknya mendapat pula ‘ganti rugi®”

Pada waktu korban masih berhak menuntut ‘pembalasan’ gtau ‘ganti
rugi’ tethadap atau dan pelaku pelanggaran, maka peranan atan “swnbangan’
korban dalam terjadinya pelanggaran wajib diperhatikan dan menentukan besar
kecilnya *pembalasan’ atau ‘gantt rugi® ini menjadi sepenuhnya hak negara,
maka peranan korban dalam terjedinya pelanggaran tidak diperhatikan lagi.

“atardjono Reksodiputro (a), Joe cit., kal, 75.
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Malahan mereka yang kini berusaha membela ‘nasib korban' {antara lain
dengan memperjuangkan  ‘gantt rogl’ melals progsedur perdsta) Juga
melupakan peran korban ini.”

Apabila kita perbatikan dengan saksama, maks kita dapat menganalisa
dan menemukan  faktor-faktor yang menyehabkan korban  kejahatan
terpinggirkan dalam proses peayvelesaian perkara pidana dan menjadi pihak
yang dilupakan dari sistem peradilan pidana. Faktor-fakior tersebut adalah
sebagai berikut :

a. Hukum pidana yang menganut konsep kejahatan schagai suatu pelanggaran
terhadap negara, sehingga negara yang beriangpungjawab untuk mengatasi
pelanggaran tersebut,

Hal ini dilakukan sebagai konsekwensi dari negara yang boleh
dikatakan telah memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan
melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Sehingga yang berhak
untuk menghulum pelakn kejahatan dan menentukan standar dan jenis
penghukuman adalah negara. Saat konsep negara sebagal satu-satunya pibak
yang dilanggar haknya dari pelanggaran hukum pidans, maka nepaca
sclanjutnya memiliki keluasaan yang sangat besar dengan memonopoli
reaksi terhadap kejahatan dan mempenganuhi sendi-sendi penyelenggaraan
peradilan pidana. Partisipasi individual dari orang yang secara individual

- 4 pyata-nyata dirugikan karena kejahatan dihapuskan, disamping kerena
mereks tidak diakui sebagai korban, juga untuk menghindari balas dendam
individual yang berlebihan dalam menuntut pidana seperti- yang verlaku
schelumnya. Penyelenggaraan peradilan pidana menempatkan fungsi negara
sebagai vang dominan dalam bentuk rasionalisasi penyaluran balas dendam
terhadap pelanggar, ™

b. Sistem peradilan pidana terlalu memberikan perhatian pada pemnasalahan
dan peran pelaku kejahatan {offender orienied).

Memang disadari bahwa hokum acara pidana Indonesia lcbih
beronentasi kepada pelaku kejahatan (gffender orignted). Pemberlakuan
KUHAP yang mengedapanksn perlindungan hukum terhadap hak-hak

ibid.
Frtudzakidr (2), loc it bal. 185,
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tersangka, fterdakwa dan terpidana dalam proses peradilan, adalah sesuai
dengan kepentingan vang terjadi pads saat KUHAP diundangkan. Namun
demikian pembuat undang-undang terscbut tidak menyadari adanya pihak
lam yang juga dirugikan dan menjadi korban dar{ perbuatan pidana yang
dilakukan oleh pelaku kejahatan, Adapun kejahatan atau pelanggaran hukum
pidana {erjadi bukan terdiri dari satu pihak yang kemudian disebut
‘pelanggar’ deogan hukum pidans, tetapi ada dua pihak yakni satu pihak
disebut ‘pelanggar’ dan di pihak lzin disebut “korban’, kemudian mengapa
perhatian hanya ditujukan pada satu pihak yakni pelanggar saja lalu
bagaimana dengan korbannya?

c. Negara telah mengambil alib peranan penuntutan dari korban dengan dalih
meminimaliste potensi pembalasan yang bersifat personal (emosionalisasi)
dengan alasan untuk kepentingan pemidanaan yang tepat atas dasar
pertimbangan rasional {rasionslisasi} vntuk korban dan masyarakat sccara
keselurnhan,

d. Pertimbangan aparat penegak hukum untuk terlaksananys penyelesaian
perkara éesuai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
sehingga fidak memberikan ruang dalam penanganan suatu perkara kepada
korban kejahatan, Dengan masuknya korban dalam proses peradilan pidana,
dikhawatirkan gkan meomperpanjang tahapan pemeriksaan perkara dan
memperiama waktu penyelesaian kasus, hal ind akan berakibat pada
bertambahnya braya dan personil yang dibutehkan untuk i,

&. Rendahnya kepeduolian dan kurangsnya peresaan simpati serta empati tehadap
nasib korban kejahatan vang tertimpa kejahatan, bahken dalam perkars-
perkara terientu sepertl perkara yang berhubungan dengan kesubilaan,
perdagangan orang, pihak korban kejahatan khosusnya korban perempuan
justru mendapat stigma dar masvyarakat.

f Selain faktor eksternal yang sudah disampaikan diatas, terdapat faktor
internal daxd dirt korban kejahatan dan keluarganya sendiri yang membuat
posisinya terpinggickan dari proses penyelesaian perkara. Sikap korban yang
enggan atau fakut melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya kepada

aparat penegak hukum, schingga aparat penegak hukum tidak dapat
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memproses perkaranya. Apalagi mengingat hampir semua perkara yang
diterima polisi yang selanjutnya di sidang merupakan hasil dari laporan
korban kejahatan atau masyarakat. Hal inilah yang memunculkan the dark
number of crimes.

Sebab ketakutan dan keengganan korban kcjahatan untuk melaporkan
kejahatan yang menimpanya tersebut memang beralasan, ini karena melthat
bahwa kejahatan kerap terjadi di mana-mana, pada setiap waktu, dan
menycntuh segala lapisan masyarakat, dari segi pelaku maupun korbannya.
Akan tetapi apabila sampai pada tingkat penyelesaian secara formal melalui
proses peradilan pidana, ternyata dengan berbagai alasan, tidak semua pelaku
kejahatan diproses. Kalaupun perkaranya dilaporkan, tidak berarti kasus ini
dari kepolisian diserahkan ke kejaksaan begitu pula seterusnya, belum tentu
selalu sampai ke pengadilan.Tg

E. Pengaturan Korban Kejahatan menurut Ketentuan Hukum Materiil dan
Hukum Formil di Indonesia,

Dewasa ini pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum
menampakkan pola yang jelas. Hal ini ditunjukkan dengan belum terlihatnya
perlakuaan secara benar atau tepat yang dilandasi penghormatan terhadap
harkat dan martabat korban yang merupakan unsur penting dalam sistem
peradilan pidana maupun dalam hukum pidana. Dalam tingkatan yang lebih
vmum, berbagai ketentuan hukum baik formil maupun materiil - belum

mengatur secara !nas mengenai perlindungan korban dan pemenuhan hak-hak

"Harkristuti Harkrisnowo dalam Orasi Pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap
Universitas Indonesia 8 Maret 2003, menyampaikan, bahwa non reporting of crime sangat
menonjol dalam peristiwa-penistiwa kekerasan terhadap perempuan, ntamanya yang dilakukan
oleh orang-crang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban (yang lebih dikenal
sebagal domestic violence) dan yang memiliki hubungan kekuvasaan lain di lvar keluarga.
Kecenderungan yang terjadi adalah teramal kecilnya tingkat pelaporan oleh korban, baik karena
kemauan sendini {takut retaliasi atau malu kepada komunitas) atau karena dihalang-halangi
keluarganya atau pelaku. Sejumlah LSM melaporkan bahwa hanya 2-3 % kasus semacam ini yang
dilaporkan ke polisi. Dapat dibayangkan, betapa lingginya tindak kekerasan lerhadap perempuan
yang tidak diseniuh oleh hukum dan betapa besar pula dampaknya pada masyarakat. Kondisi ini
dapal menyebabkan viktimisasi yang berkelanjulan terhadap perempuan yang menjadi korban
antara lain karena; a) tidak ada mekanisme pemulihan penderitaannya; b) tidak diprosesnya kasus
membawa kemungkinan tindak kekerasan tersebul berlanjut pada diri korban; c) pelaku
mengganggap bahwa perilakunya tidak membawa akibat buruk pada dirinya sehingga
meneruskannya, baik terhadap korban, maupun korban-korban lainnya; dan d) keliadaan proses ini
dapal mendorong potential offenders lain untuk melakukan tindak kekerasan yang sama terhadap
perempuan. :
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mereka. Hak-hak yang secara umum berupa periakuan korban secara layak
sebagai manusia, tercakup didalarnnya mengakui dan menghormati hak-hak
korban sebogai manusia yang bermariabat, hak uniuk memberikan dan
mendapatkan informasi, hak untuk mengerti dan dimengerti dan hak untuk
mendapatkan perlindungan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan tindak
pidana. Namun demikian terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan,
baik ketentugn hukum formil mavpun materil yang sedikit mengulss tentang

korban kejshatan,

1. Menuruf KUHP

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak
terdapat satu ketentvanpun yang secara eksplisit menyinggung tentang
korban kejahatan, kecuali secara implisit terdapat dalam ketentuan Pasal 14
huruf ¢ KUHP vang menetapkan bahwa:

Dengan perintah yang dimaksud dalam Pasal 14 a, kecwali jika

dijatuhkan pidana denda, selain menstapkan syarat yang umom bahwa

terpidana  tidak akan mclekukan tindak pidama, hakim dapat

menctapkan syarat khsosus bahwa terpidana dalam wakiu tertentu,

vang lebih pendck daripada masa percobaannya, harus mengganti

segala atau sehagian kerugian vang ditimbulkan oleh kerugian tadi,
Ketentuan pasal tersebut menunjukkan adanya perlindungan kepada korban
kejahatan yaitu dalam bentuk kewajiban pelaku kejzhatan untuk mengganti
semua atau .:v;ebggian iwmgiap yang ditimbulkan oleh kerahatan yang
dilakukannya.

Sébaééimana disebutkan oleh Parman Soeparman, bahwa logika
kongkret dalam ketentuan Pasal 14 huruf ¢ KUHP tersebut meyiratkan
bahwa ada perlindungan abstrak afau tidak langsung yang diberikan undang-
undang sebagai kebijakan formulatif kepada korban kejahatan. Perlindungan
tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan peneiapan syaral
umum dan syarat khusus, Penetapan ini berupa ditentukanpys terpidana
unfuk mengganti kerugian vang ditimbulkan kepada korban. Karena aspek
ini sifatnya abstrak, sifat syarat kKhusus berupa penggantian kerngian adalah

fluktuatif, tergantung dari penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas
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keseimbangan pelaku dan masyarakat {asas monodualistik} scharusnya
perlindungan terhadap korban kejahatan dalam KUHP sifatnya imperatif.
Pada hakikatnya hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut pasal

14 huruf ¢ KUHP. Hakim dapat menetapkan syarat khusus berupa

‘mengganti kerugian® scbagai akibat tindak pidana, seolah-oleh ganti rugi

terschut berfungsi sebagat pengganti pidana pokok. Menurut Barda Nawawi

Arief, penetapan ganti rugl ini jerang diterspkan dalam prakiek karena

mengandung beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut 8t

. Penetapan ganti rugi ini tidek dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi
yang bherdin sendiri disamping pidana pokok. Ganti rugi hanya dapat
dikenakan oleh hakim dengan maksud menjatubkan pidana bersyarat, jadi
hanya sebagai “syarat khusus” untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya
pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana,

2.Penctapan syarat khusus bermipa ganti rugl ini henya dapat diberikan
apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau

pidana kurungan.

3.8yarat khusus berupa ganti rugi ini, menurut KUHP hanya bersifat

flukkuatif, tidak bersifat imperatif,

{Oleh karena itu, menurut Lilik Mulyadi, di Indonesia karena ketenfuan
Pasal 14 hurnf a b, dan ¢ KUHP, bentuk svarat khusus berupa gant
kerugian bukan salah safy jenis pidana sebagaimana kefentuan Pasal 10
KUHP dan ésp&k ini tetap mengacu pada peleku tisdak pidana {offender
oriented) dan bukan pada korban tindak pidanz (viztim) yang lazimnya
mengalami viktimisast sckunder (secondary victimization), Karena ifu,
dengan titik tolak agar korban kejahatan tidak terasing lagi, bukan sebagai
Cindereila dari hukom pidans maka penempatan pembayaran gant rugi dan
pemenvhan kewajiban adat setempat dan/atav kewsaiiban hukum menurut
hukum yang hidup dalam masyarakat dengan kualifikasi scbagal pidana

tambahan diharapkan korban tidak terasing lagi sebagai perwujudan asas

*earman Soeparman, loc cit., hal. 72,
¥ 1oid.
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monodualistik  ataw  asas  keseimbangan  kepentingan  individu  dan
m&syazakatsz
2. Menurnt KUHAP

Schagimapa suvdah  dijelaskan  scbelumnya, perubasbhan  sistem
peradilan pidanra di Indonesia darl sistem inguisitoir saat berlakunya HIR
(Het Herziene Inlandsch Reglement) menjadi sistemn aguisitolr sebagaimana
dianut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) telzh membawa era baru dan telah meletakan dasar dan prinsip
humanisme dalam dunia peradiian di Indonesia, KUHAP mempunyai tujuan
ufama bukan hanya untuk mencapai keterttban dan kepastian  hukum,
melainkan vang diutamuakas dan merupskan masalah meadasar adalah
bagaimana mencapaf tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan
terhadap harkat dan martabat manusia sedapat mungkin bisa dihindar,

Dalam kaitan dengan perlindungan hak-hak korban oleh sistem
peradilan pidana, adalah sangpuh suatu iront apabila kita perhatikan dengan
cermat, betapa KUHAP  begitu memberikan perhatian yang besar dan
perlindungan  hukum  kepada pelake kejahatan tetapi  justru kurang
memberikan tempat kepada korban kejahatan. Padahal perlindungan huicum
seharusnya diberikan seimbang baik kepada pelaku kejahatan maupun
korban kejahatan sesual asss kesamaan kedudukan dslmm hukum.
Pembaruan hukum acara pidana dengan berlakunya KUHAP pada tshun
1981 memang hanya sedikit menyentuh atau mengakomodasi sebagian dari
kepentmpzn pihak yang dirugikan dari suatu kejahatan (korban kejahatan)
dibanding kepentingan pelaku kejahatan,

Memang disadari latar belakang perlindungan tersangkas dan
terdakwa dalam lhwukum acara pidana disebabkan oleh pemikiran bahwa
tersangka dan terdakwa cukup lama tidak memperoleh perlindungan hokumn
yang layak dan memadai saat berlakunya hukum acara pidana dan hukum
pidana warisan kolonial sehingga pemikiran mengenal perlunya dimasukan
ketenivan yang mengator mengenai perhindungan hukum terbadap korban

secara khusus dalam KUHAP tidak mendapat respon dan kajian mendalam

BLitik Mulyadi, Kapita Selekiq Hukunt Pidana, Kriminologi dan Victimologi (Jukada:
Dijambatan, 2004), hal. 137,

Universitas Indonesia
Memantafkan Kedudukan..., Fauzy Marasabessy, FH Ul, 2009



58

dari pihak legisiatif. Pengaturan halk-hak dan perlindungan korban dengan
masuknya mereka sebagai pihak ketiga dalam sistem peradilan pidana dan
proses penyelesaian perkara di pengadilan, telah menimbulkan polemik dan
diskursus yang cukup tajam.

Terdapat pro dan kontra mengenai hal tersebut.  Pendapat yang
menyetujui, menyatakan hahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan
dalam proses pidana morupakan salah satu bentuk perlindungan hukoum bagi
semua masyarakat, bukan hanya mereka yang disangka melakukan kejahatan
tetapi juga masyarekat vang menjadi korban atau dirugikan karena adanva
pelanggaran hukum  pidana.  Bila  dimungkinkan, dapat dilakukan
penggabungan perkara perdata mengenal ganti rugi dengan perkara pidang
pokoknys sepaya dapst menghindari penyelesaian perkara vang lama dan
berbelit-belit sebagaimana dihadapi dalam penyelesaian perkarz perdata. Hal
int tepmasuk beatuk perlindungan bagi korban kejahatan.

Dilain pthak, pendapat yang menetang menyatakan bahwa masaknya
kepentingan pibak yang dirugikan dalam proses pidana akan mempersulit
proses pidana dan tidak sesuai dengan asas hukum mengenai peradilan yang
cepat, sederbana dan murah. Intinya korban kejahatan sebagai pihak yang
berkepentingan tidak mungkin mendapat bagian dalam proses penyelesaian
+ perkara pidana. Masuknya mercka dikhawatirkan akan menambah beban
-bagl sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukura akon disthuklan

borurusan dengan korban, sehingpa urusan perkaranya sendiri' menjadi
- wrbenpkalai. Disamping i hukum pidana termasuk kedalam hukum publik
sehingga dalam proses penyelesalan suaty perkara menjadi urusan negara
bukan orang-perorang, Hal inilah yang menjadi dasar penolakan para ahli
hukum atas keinginan masuknya korban kejahatan dalam sistem peradilan
pidana.

Perbedaan pendapat terscbut akhirnya disclesaikan dengan jalan
“kompromistis”, yaity tetap memasukkan sebagian kepentingan korban
kejahatan delam proses penyelesaian perkera pidana tetapi keterlibatan
mereka dalam sistem peradilan pidana tetap dibatasi. Perlindungan terhadap
kepentingan korban kejahatan yang dapat diberikan adalah sehatas menuntut
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ganti kerugien terhadap kerugian materiil yang ditimbulkan oleh kejahatan
dengan cara menggabungkan dalam proses pidana dan kerugian lsin vang
tidak bisa diajukan melalui proses pidana dapat digjukan melalui gugatan
perdata.

Namun dalam perspekiif korban kejshatan yang diwawancarat,
seharusnya perlindungan terhadap kepentingan korban kejahatan tidak hanya
sebatas menuntul ganti kerugian, tetapi juga dilibatkan sejak awal mulai dari
tahap penyidikan, penuniutan dan pemerksasn di pengadilan dan ikut
dimintai pendapatl mengenai penjatuban hukuman kepada pelaku kejahatan
{tersangkafterdakwa). Menurut Suciwafi Munir, dengan haanya dibalasi hak
untuk menuniut ganti kerogian, dikbawatirkan skan timbul anggapsan bahwa
korban ke¢jshatan melaporkan terjadinya keishatan kepads aparat penegak
hukum hanya mengharapkan ganti kerugian atau imbalan materi semata
s¢hingga esensi penegakan hukum untuk menegakan keadilan dilupakanr.
Padahal seperti petkara pembunuhan yang menimpa Munir suaminya, ganti
mg berapapun yang dibayarkan kepada dirinya tidak sebanding dengan
kerugian yang diderita karena kematian suaminya.

Meskipun KUHAP tdak mendefenisikan ‘korban’- secars tegas,
namun didalamnva memuat sejunlah ketentuan berkaitan dengan posisi
pihak yang dirugiken (pihak ketiga yang berkepentingan). Istilah “pihak
yang dirugikan”  dimaksud sebagai pihak yang telah mengajukan
pengpabungan gugatan ganti rugt pordata kedalam perkara pemerksaan
tindak pidana.Jenis kerugian yang ditimbulkan cich kejahatan yang dapat
dituntut melalui prosedur pidana yaknt hanya kerugian yang diderita korban
yang sifatnya perdats berupa biaya atau ongkos-ongkes vyang telah
dikeluarkan oleh korban,

Dalamm KUHAP, kerban dimungkinkan untuk melakukan kontrol
terhadap penyelesaian perkara pidana yang telabh menempatkan dirinya
sebagal korban. Korban dapat melakukan beberapa langkah hukum untuk

P Wawancara dengan Suciwait, mirt Koordinator Koniras Munip Thalib, SH,, korban
pembunuhan yang meninggal distas pesawet Geruda Indonesis yasg sedang wrbang menuju
Belands, karena divacup dengan arsenic dosis tinggl. Wawansara dilskukan i kantor Kaonteas
Ialan Borobudur Komor 14 Takaria Pusat, tanggsl R Juni 2600
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melindungi kepentingan hukumnya, yaitu melakukan pra peradilan sebagai
orang ketiga yang berkepentingan apabila tefjadi penghentian perkara oleh
penyidik dan penghentian penuntutan oleh jaksa penuntut umum,

sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 8§0-81 KUHAP yaitu:
Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatue penghentian
penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut
umum atau pthak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan
negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya
penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan
atau penunfutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang
berkepenfingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut
alasannya. 3

Pengaturan diatas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada
korban mengenai kelangsungan penyelesaian perkaranya sesuai-ketentuan
hukum yang berlaku. Selanjutnya korban diberi . kesempatan untuk
mengajukan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana pokok,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98-101 KUHAP yaitu:

Pasal 98.

(1) Jika suvatu perbuatan yaig. menjadi dasar dakwaan di dalam suatu
pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan neged menimbulkan
kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan
orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan
ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum . mengajukan
tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan
diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99.

(1) Apabila pihak yang dirugtkan minta penggabungan perkara
gugatannya pada perkara pidana sebagaiamana dimaksud dalam Pasal
98, maka pengadilan negen menimbang tentang kewenangannya untuk
mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan
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tentang hukouman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak
yang dirugikan tersebut.

{2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang
mengadili pugatan sehagaimana dimaksuod dalam ayat (1) atsu gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat fentang
penetapan hukuman pengganiian biaya yang telah dikeluarkan eleh
pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenal ganti kerugian dengan sendirinya mendapat
kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuoatan
hikum tefap.

Pasal 100,

{1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara
pidana, maka penggabungan ftu dengan sendirinya berlangsung dalam
pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apubila terhadap suata perkara pidana tidak diajukan permintasn
banding, maka permintaan banding mengenal putusan ganti rugi tidak
diperkenanksan. -

Pasal 101,

Ketentuan dard aturan hukura acara perdata berlaku bagi gugatan ganti
kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain,

Pembentulan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

_ _Sesuéi dengan _'ama‘nat Unééngwundang %9&1@5 13 ‘Tahzm 2006 téntang
Periiﬁziur;g;ﬁ ‘Saksi dan Korban, dalam rangka menumbuhkan partisipasi
masyarakat untuk mengengkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang
kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada
setiap orang yang berperan sebagai saksi maupun korban kejabatan dalam
proses peradilan pidena. Saksi dan korban merupakan unsur  vang sangat
menentukan dalam dalam proses peradilan pidana akan tetapl keberadaan
mercka selama ini kurang mendapat perbatian masyarakat dan penegak hukum,
Untuk itu diperlukan suatu langksh nysta dalam ussha memberikan
pertindungan kepada saksi dan korban, salah satunys dengan pembentukan

sebuah lembaga mandiri yang bertugas dan benwenang untuk memberikan
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perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Lembaga tersebut
bernama Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)LY

1. Proses Pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 fentung
Perlindungan Saksi dan Korban®

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saks:
dan Korban merupakan produk undang-undang yang berasal dari hak
inisiatitf DPR RI, sesuatu yang sangat jarang ierjadi, mengingat untok
pembentukan  Undang-undang yang sifainya teknis yuridis  inisiatif
pembuatan  undang-undangnya selaln datang dari pemeriatah, Hal ind
menunjukkan apresiasi dan perhatian yang tinggt dari para legislator di
Senayan mengenai arti pentingnya perlindungan hukum kepada saksi dan
korban kejahatan. Memang upaya pembuatan undang-undang tersebut sudah
dilakukan jauh sebelunmya pada Tahun 1998, Dimulal dari kerjasama Senira
HAM Universitas Indonesia dengan Indonesiza Corruption Watch {(ICW)
yang bekerda untuk merumuskan sebuah produk naskah akedemik dan drait
undang-undang mengenai perlindungan saksi dan korban, khususnya
menyangkut saksi-saksi dalam perkara korupsi. Dalam naskah akademik
vang diluncurkan olch Sentra HAM Ul dan ICW juga disebutkan bahwa
KUHP dan KUHAP belum banysk memberikan fegel rights batk pada saicsi
maupun korban, sebagai stakeholders dalam proses peradilan pidana,

Sebagaimana sudah dischutkan sebelumnyas, Rancangan Undang-
Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berasal dag DPR RI, yang
berdasarkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) PR RI pada tanggal 13
Juni 2005, memutuskan dan menugaskan kepada Komisi [1II DPR RI untuk
melakukan pembahasan terhadap RUU perlindungan saksi dan korban. DPR
selanjuinya mengaivkan RUU tersebut melalui Ketua DPR kepada Presiden
dengan Nomor RU.02/4428/DPR RI 2605 pada tanggal 30 Juli 2005, guna

mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian melalul surat Presiden RI

Mpenjelasan Umum Undang-undang Nomor 13 Tahwn 2006, tentang Perdindungan Saksi
dan Korban,

$Laporan Komisi T DPR RI dalam rangka pombicaraan tingkat 11 peogambilan
keputusen atas RUU Perlindungan Saks! dan Korban, Selaga 18 Jull 2006, oleh Ketua Komisi [
DPR RL HM. akif Mochtar, 8H,, MA,
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kepada DPR Rl Nomor R.66/Pres/B/2005 tanggal 30 Agustus 20085,
pemerintah telah menunjuk dan menugasksn Menteri Hukum dan HAM
schagal wakil penerintah bersama DPR RI membahas RUU tersebul,

Adanys undang-undang tenfang perindungan saksi dan korban
merupakan ssatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh DPR dan
pemerintah, Hal inf disebabkan karena Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001
tentang rekomendast arah kebijakan pemberantasa dan pencegahan korupsi,
kolusi dan nepotisme menyatakan bahwa diperiukan adanya suatu undang-
undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, Disamping .
itu, undang-undang ini merupakan bagien dari beberaps undang-undang
lainnya yang dimaksudkan untuk membantu percepatan dan efektififas
pelaksanaan pemberantasan dan penceguhan korupsi.

Lemahnya pengaturan dalam memberikan perlindungan kepada saksi
menjadikan pihak-pthak yang seharusnya menjadi saksi enggan untuk
menjadi saksi. Persoalan fungsi utama adalah banyaknya saksi yang tidak
bersedia menjadi saksi meupun tidak berani mengungkapkan kesakstan yang
sebenamys, karens tidak ada jM&n yang memadai terutama jaminan atas
perlindungan tertenfu ataupun mekaﬁésme Zeztcnni unfuk bersaksi. Saksi
termasuk pelapar bahkan seringkali mengalami kriminalisasi atau tuntutan
hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya dan saksi akhbimya
menjadi tersangka atau babkan terpidana. Dismnping itu; pérolehan hak-bak
asasi yang termuat dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya keadilan,
pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, kurang
terperhi,

Akhimya DPR RI sepakat, undang-undang tentang perlindungan saksi
dan korban sudah sangat mendesak unituk direalisastkan. Perlindungan saksi
adalah suatu keniscayaan vang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam sistem
hukum Indonesia. Undang-undang ini dibutuhkan dalam  menangeni
berbagai tindak pidana seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana
narkotika/psikotropika, tindak pidanz terorisme dan tindak pidana lainnys.
Karena itu, ketersediaan mekanisme perlindungan saksi sangat berarti dalam

upaya mengungkapkan semua bentuk kejohatan tersebut, Tujuannya tidak
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lain adalah untuk menjamin diperolehnya kebenaran materdil sekaligus untuk

memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk bagi saksi dan korban,

RUU tentang perlindungan saksi dan korban sangat diperlukan untuk
memberikan landasan yuridis dan memberikan perlindongan serta rasa aman
terhadap saks: dan karban dalam memberikan keterangan pada sétiap PIOSCS
peradilan pdanan dalam lingkungan peradilan. Menyadari hal itv Komisi I
DFR RI segera melakukan kegiatan pengkajian dan penclitian serta
mengadakan rapat-rapat guna membahas dan merumuskan dengan hati-hati
terhadap setiap permasalahian yang terdapat dalam RUU tersebut.

Secara kronologis jalannya rapat dan beberapa iasalah yang
berkembang, dalam proses pembahasan RUU tentang perlindungan saksi
dan korban, adalah sebagsi berikut .

1. Pumbahasas RUU tentang pedindungan saksi dan korban mula
dilaksanakan tanggal 24 Januag 2006 dalam Rapat Kerja dan langseng
dibentuk Panifia Kerja {Panja). Panja memulai pembahasan dalam rapat
sebanyak 18 kali dalam kurun waktu lebih 6 (enam) bulan yang dimulai
pada tanggal 8 Pebruari 2006 pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2003-
2006, yang kemudian {ii[anjut%m kembali pada Masa Sidang IV Tahun
Sidang 2005-2006.

2, Dalam melakukan pembahasan substansi RUU Jebih lanjut, Panja
mengadakan dua kali Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar

- yaitu : dengan pakar pidana, Prof. DR, JE Sahetapy, SI.; MA, Prof Dr.
Muladi SH dan Prof. DR. Arif Gosita guna mendengdr keterangan,
masukan dan pandangannya khusus mengenai ketentusrn pidana dan
secara keseluruhan darf matert undang-undang ini.

3. Rapat dengar pendapat umum Panja dengan Benjamin B, Wagner {US
Departement of Justice) dan Pauline David BA, LLB, LLM {legat
Fractitioner of NSW Australia) dengan agenda penyampaian beberapa
saran, pendapat dan masukan dalam rangka persiapan pembahasan RUU
tentang perlindungan saksi dan korban,

4, Setelah Panja menyelesalkan keselurvhan pembahasan dard materi RUU

tentang perlindungan saksi dan korban, termasuk meromuskan dan
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mensinkronisasi pasal-pasal RUU, pade tenggal 13 Juli 2006, Komisi 11
DPR R melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dalam
rangka pengambilan keputusan/pembicaraan tingkat 1T RUU tersebut.
Melalui kesepakatan dari Fraksi-fraksi, Komist I DPR RI menyetujui
draft RUU tentang perlindungan saksi dan korban hasil pembicaraan
tingkat 1 untuk dilagjutkan ke pembicaraan tingkat II pengambilan
keputusan guna disahkan menjadi U

5. Pada Rapat paripurna DPR R, Selasa tanggal 18 Juli 2006, seluruh
Frakst di PR RI sepakat untuk mengesahkan RUU tentang Perlindungan
Saksi dan Korbun menjadi undang-undang.

Uniuk memben pandangan kepada kita mengenai jalannya
pembahasan RUU tentang perlindungan saksi dan korban yang berjalan
sekitar 8 bulan, berikut ini disampaikan boberapa substansi yang bersifat
krusial dan menjadi perdebatan yang cukuop panjang diantaranya mengenai:
1} RUU tentang perlindungan saksi dan korban yang semula berjumlah 32

pasal, setelah dibahas dan dikaji mendalam berubah menjadi 7 bab dan
46 pasal. Dari stuktur bagian RUU ini juga banyak mengalami
perubahan dan penyempﬁmaan, setelah beberapa kali diteliti dan dikaji
secara berulangkali oleh anggota panja dan tim perumus terutama dalam
perafuran mengenai struktur dari Lembaga Perdindungan Saksi daa
Korban, syarst dan tata cara pemberian perlindunganda dan bantuan,

2) Dalam ketentuan wmum, beberang substansi yvang menjadi nomenklatur
dart RUU tentang perlindungan saksi don korban, diantaranya mengenai
defenisi saksi, korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta
defenisi perlindungan.

3) Terhadap nama dard lembaga yang bertugas dan berwenang unbuk
memberikan perlindungan dan hek-hak lain kepads saksi dan/steu
korban, setelah melalul pembahasan yang intens, akhirnya disebujui
dengan nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Kerban, dimana lembaga
tersebut merupakan lembaga yang mandiri, yang bertanggungjawab
langsuug kepada Presiden. Disamping ite, Lembaga Perlindungan Saksi
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dan Korban membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada
DPR RI

4) Terkait dengan hak seorang saksi dan korban, terjadi perdebatan yang
cukup alot. Akhimya setelah dibahas secara teliti terjadi kesepakatan
antar fraksi mengenai hak seorang saksi dan korban.

5) Dalam upaya pemenuhan hak dan memberikan rasa aman kepada saksi
dan korban terhadap perlindungan serta hak saksi dan korban diberikan
sejak tahap penyelidikan dimulai, dan berkahir sesuai dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam UU perlindungan saksi dan korban.

6) Dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban khususnya
yang terkait dengan hak saksi dan korban, di negara-negara tertentu
seperti di Amerika Serikat dan Australia, pemberian perlindungan adalah
sangat spesifik terhadap perkara atau tindak pidana tertentu. Hal yang
menjadi kendala adalah masalah pembiayaan yang sangat besar.
Berkenaan dengan hal tersebut, dengan berlakunya undang-undang
perlindungan saksi dan korban dan terbentuknya Lembaga perlindungan
saksi dan korban, diharapkan dalam pemberian hak kepada seorang saksi
dan/ataun  korban aapat berjalan sebagaimana mestinya, dimana
perlindungan diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana
dalam kasus-kasus tertentu, sesuai dengan keputusan Lembaga
perlindungan saksi dan korban. S

7) Mengenai substansi. pelapor (whistle blower), telah dirumuskan. bahwa
terhadap kesaksian.yang akan, senga atau telah diberikan oleh saksi ,
korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana
maupun perdata. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila yang
bersangkutan dalam memberikan keterangan tidak dengan itikad baik,
artinya dalam memberikan kesaksian, yang bersangkutan memberikan
keterangan palsu, sumpah palsu, ataupun permufakatan jahat.

8) Demikian juga terhadap seorang saksi yang juga tersangka atau pelaku
dalam kasus yang sama, dirumuskan bahwa saksi tersebut tidak dapat
dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dinilai dan
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dipertimbangkan oleh hakim dalam meringankan pidana yang akan
dijatuhkannya.

9} Mengenat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, apaksh akan
dibentuk lembaga baru yang mandir] atac pembentukannya digentungkan
pada lembaga vang sudah ada, seperti kepolisian, MA, Komnas HAM
atau Komisi Ombudsman Nasional Setelah mendengarkan pendapat
fraksi-frakst, pendapat pemerintah, dan pendapat ahli dibidang hukem
pidana, disepakati bahwa terhadap pembentukan Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban merupakan lembaga yang mandiri dan mempunyai
perwakilan di daerah sesual dengan keperiuan lembaga tersebut.

i0)Terhadap keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, telah
disepakati dan diputuskan bahwa keanggotaan lembaga ini terdin atas 7
{tujuh) orang yang berasal dan unsur profesional yang mempunyai
pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perindungan, penegakan
hukum dan Hak Asasi Manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen
Hukum dan HAM, akademist advokat atau LSM. ,

i1}Mengenai ketentwan pidana, setelah mendengarkan pendapat fraksi-
fraksi, pemeriﬁiah dan para ghl, disepakati bahwa ketenivan pidana
dalam RUU ini menggunakan rumusan kumulatif. Selargutnys dalam bab
ini diatur pula mengenai pengpanti pidana denda bagi ferpidana yang,
tidak ma}npu -membayar < pidana - denda, - dan diganti dengan pidana

- ¢ penjara.

."?J(N:zzg}atiii:z;ﬁ korban dan saksi menurst Undang-undapng Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Kerban.

Pengaturan Korban Kejshatan dan saksi yang diatur secara mendalam
dan terinci dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa
keberhasilan snatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat
bukti vang berhasil diungkap atau ditemuokan. Dalam proses persidangan,
terotama yang berkenaan dengan sakst, banyak kasus vang tidak terungkap
akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugss penegak hokum.
Padahal, adanva saksi dsn korban merupskan unsur vang sangat

Universitas Indonesia
Memantafkan Kedudukan..., Fauzy Marasabessy, FH Ul, 2009



68

menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban
dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian
masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak ferungkap dan
tidak terselesatkan banysk discbabkan oleh saksi dan korban takut
memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman
dari pelaku kejahatan atau pihak-pihak fertentu.

Olehnys #u dengan maksud uniuk menumbubkan partisipasi
masyarakat mengungkap tindak pidana, periu diciptakan iklim yang
kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan
kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suata hal yang dapat
membarntu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal
tersebut kepada penegak hukum.

Pihak~pihak yang memberikan laporan kepada aparat penegak hukum
yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang
memadal afas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam afau
terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan
hukum dan keamanan tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa
takut unmk' melaporkan  suaftu tin&ak pidana yang diketahuinya kepada
aparat pencgak hukum, karena khawatir akan keselamatan dirinya.

Dikarenakan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan
-« pidana di Indonesia belum diatur secara khusus, sementara KIJHAP sebagai
hukum formil yang menjadi rujukan operasions] sistem peradilan pidana
hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atan terdakvea untuk
mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi
manusia, sehingga berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (eguality
before the law) yang menijadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban
dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.
Schingge sudsh sasinya perlindungan saksi dan korhban diatur dengan
undang-undang tersendirt.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban sendiri memuat berbagal ketenfuan mengenai perlindungan

saksi dan korban vang termuat dalam 7 {tujuh) bab vang terdiri dari; Bab |
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Ketentuan Umum yang memuat pengertian-pengertian dalam Undang-
undang tersebut dan asas-asas perlindungan saksi dan korban;, Bab I
perlindungan dan hak saksi dan korban, yang memwat hak-hak yang
didapatkan oleh saksi dan korban veitu ; a)  memperoleh  peclindungan
atas keamanan pribadi, kelverga, dan harta bendanyaseria bebas dard
ancaman vang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah
dibenikannya; b} tkut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk
pedindungan dan dukungan keamanan; ¢} memberikan keterangan tanpa
iekanan; d) mendapat penerjemah; ¢} bebas dari pertanyaan vang menjerat;
f) mendapatican informasi mengenai perkembangan kasus; g) mendapatkan
informasi mengenat putusan pengadilan; h} mengetahui dalam hal terpidana
dibebaskan; 1) mendapat identitas baru; j} mendapatkan tempat kediaman
baru; k} memperoleh penggantian biaya transportasi sesuvai dengan
kebutuhan; 1} mendapat nasihat hukum; dan/atau m) memperoleh bantuvan
biaya hidup seraentara vampai batas waki perlindungan berakhir,

Korban dan saksi joga berhak memperolch petlindungan hukum
berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya,
iemas{zic hak univk memdapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi
psiko-sosial bagl korban pelanggaran HAM berat serta hak  untuk
mendapatkan koempensasi, restitusi atau ganti kerugian.  Selain hak-hak
- yang sudah disebutkan tadi, terdapat ketentuan saksi dan korban tidak dapat
- dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian
yang akan, scdang, atau telah diberikannya. Walaupun terdapat
pengecnalian terhadap saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sarma
tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia temyata terbukti
secara ssh dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan
pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatubkan; Bab
IIl mengenai pembentukan Lembaga Perlindungan Sakst dan Korban
(LPSK), didalamoya distur mengenai kelembagaan LPSK, tugas dan
fungsinya, pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK, Pengambilan
keputusan dan sumber anggaran LPSK; Bab IV mengenai syarat dan iata
cara pemberian perlindungan dan bantuan didalamnya mengatur kewajiban
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LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, memuat
syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan
korban termasuk wakiu dan pembiayaan yang diperfukan uniuk kepentingan
tersebut; Bab V mengenai ketentuan pidana yang memuat sanksi pidana
terhadap seliap orang yang  yang memaksakan kehendaknyz baik
menggunakan kekerasan maupun cara-cara terientu, yang menyebabkan
saksi dan/atau korban tidak mempercieh perlindungan atau bantuan, setiap
orang vang menghalang-halang! dengan cara apapun, sehingga saksi
dan/atau kerban tidak mempercleh perlindungan atav bantuan, setiap orang
yang menyebabkan saksi dan/atau korban atau keluarganyas kchilangan
pekeriaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang
benar dalam proses peradilan, dan Setiap orang yang menyebabkan
diregikannya atau dikuranginya hak-hak saksi dan/atau korban serta setiap
orang yang memberitahukan keberadaan saksi dan/atau korban yang tengah
dilindungi dalam suatu fempat khusus yang dirshasiakan oleh LPSK;
Adapun Bab VI dan Bab VII memuat ketentuan peralihan dan penutup.

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korbar (LPSK).

a. Latar belakang pembentukan.

Terbentuknya sebuah lembaga yang mengurusi perlindungan
hukum terhadap sakst dan korban kejahatan di Indonesia memang sudah
lama diidam-idamkan. Hal int didorong oleh beberapa faktor eksicrnal
yaitu adanya perkembangan teori-teori hukum pidang yang tidak lagi
berodontasi kepada pelakn, tetapi sudah mulai - memperhatikan korban
kejahatan. Bagaimana memulihkan kondisi korban kejahatan kepada
kcaclaazmyé sebelum tegjadinya tindak pidana yang menempatkan
seseorang menjadi korban sudah mulal menjadi ren pemikiran para ahli
hukum pidana. Kemudian dalam praktek di negara-negara maju di
Amenka Utara dan Eropah, program perlindungan saksi dan korban tetap
dijalankan, misalnya Di Amerika Serkat dengan Victim and wiiness
Protection Agency dan 81 Inggris dengan Withess Care Units {(WCU) vang
membenkan pelayanan kepada semuva saksi dan korban kejshatan di

negara tersebut ketika suatu kasus pidana telah dilaporkan. Sementara itu
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dalam peradilan pidana internasional yang dibentuk untuk menyidangkan
perkara-perkara pelanggaran HAM berat dan kejshetan perang seperti
yang terjadi dit Rwanda dan Yugoslavia telah dibentuk program
perlindungan saksi dan korban,

Perkembangan internasional tersebut kemudian mendapat respon
positif di dalam negeri. Sejak reformasi bergulir pada Tahun 1998, sudah
terjadi  beberapa diskusi yang intensif diadaken umtuk menggagas
pembentukan lembaga ini. Saat it dimulai dar kerjasama Sentra HAM
Universitas Indonesia dengan Indonesia Corruption Waich (ICW) vang
bekerja untuk merumuskan sebuah produk naskah skademik dan draft
undang-undang mengenai perfindungan saksi dan korban, khususnya
menyanghkut saksi-saksi dalam perkara korupst pada Tahun 1998, Dalam
naskah akademik yang diluncurkan oleh Sentra HAM U dan ICW juga
disebutkan bazhwa KUHP dan KUMHAP belum banyak memberikan legal
rights baik pada saksi mavpun korban, sebagai stakeholders dalam proses
peradilan pidana. Hal ini didorong kerema melihat perkembangan
penangan kasus korups! yang tidek bisa ditangani dengan baik karena
saksi yang tidak bisa memberikan kesaksiannys, saksi meneclak
memberikan kesaksian karena diancam ateu diintimidasi, saksi dipecat dard
pekerjaannya karena memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku
korupsi dari tempatnya bekerja. Selain itn kerap. terjadi-saksi yang
melaporkan terjadinya kasus korupsi malah mongalami kriminalisasi
karena digugat balik atau dilaporkan karena pencemaran nama baik
Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia
memunculkan  kekhawatiran  saksi  sckaligus korban  akan  sulitnya
menuntut penyelesaian kasus-kasus mereka karena sering menghadapi
ancaman dan tindak kekerasan.®’

Walaupun wvsaba untuk megmbuat sebugh produk hukum yang

memuat ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan

¥wawancara den gan Abduf Haris Semendwwsi, SFL. LM, Keta Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban, i kantor lLewbags Perlindungan Ssksi dan Korbap, Gedung Perinlis
Kemerdekaan (Gedung Pola} Lt. 1, J), Proklamasi No. 56 Takariz Pusat, 23 Aprii 2009

P Wawancars dengan Abdul Haris Semendowai,
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korban sudah digagas dan dimulai sejak Tahun 1998, tetapi proses
lepislasinya tidak berjalan dengan mulus, sehingga langkah-langkah taktis
yang bisa dilakukan adaiah memasukkan aturan-aturan menyangkut hak-
hak dan perlindungan saksi dan korban dalam beberapa undang-undang
terteniu yang bersifat khusus, seperti Undang-undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Peradilan HAM, dan Undang-
undang Pemberantasan Terorisme. Dalam undang-undang khusus tersebut,
masih terbatas kepada seksi, perlindungan hokumnya difakukan oleh
aparat penegak hukuma. Akan tetapi dalam perkembangannya, ada
penilaian program perlindungan saksi yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum tidak berjalan dengan optimal, apalagi ada kekhawatiran terjadinya
standar gands dalam penerapan perlindungan saksi {dan korban), apabila
pelaku kejahatan atau Hndsk pidana adalzh aparat pepegak hukom it
sendiri. Barulah pada tahun 2008, proses legislasi untuk membuat produk
undang-undang vang khusus memuat mengenai ketetentuan perlindungan
saksi dan korban mendapat respon dari DPR RI dengan menggunakan hak
inisiatifnya mengajukan draft RUU tentang Perlindungan Saksi dan
Korban,®

Saat jtulah mulai diusahakan sebuah produk undang-undang sebagal
payung hukum terhadsp vpaya pemberian perlindungan hukwn kepada
-saksi dar borban, serta pembentokan suatu lembags yang mandid yang
melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan hukem kepada saksi dan
korban tersebut. Sebuah produk undenp-undang yang merupakan respon
terhadap permasalaban yang dijumpai oleh para pesegak hokum dalam
mengangkat kasus-kasus pidana yang cukup serius ke depan peagadilan
schingga kasus tidak terselesaikan. Tidak selesainya kasus-kKasus vang
besar inl acap menimbulkan spekulasi dalam masvarakat akan efekiifitas
dan efisiensi hukum beserta penerapannya.®

[hsisi lain, para penerap hukum mengklaim adanya kesulitan untuk

menangani kasus-kasus pidana tersebut karena keterbatasan alat bukti,

FwWawancara desgan Abdnl Haris Semendawai,
¥Naskah Pidate Menteri Hukom dan HAM dalam Seminar Pedindungan Saksi dan
Korban, di Hotel Acseiz Takarts, 17 Ware: 2009, Hal, |
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khususnya keterangan saksi, karena “..defendanis can only be convicted on
the basis of evidence. A oriminal trial is founded on the presentation of
admissible evidence with a view to persuading the tribunal of fact..of the
soundness or otherwise of the prosecution's case. e

Walau keberadaan  saksi merupakan  clemen  yang  sangat
menentukan dalam proses peradilan pidana, nanmiun ternyata peran saksi
dalam proses peradilan pidana sangat jauh dari perhatian masyarakat dan
penepak hukum. Akibatnya, sazksi enggan memberikan ketersngan di
pengadilan, bahkan untuk kasus berat fidak jarang mereka ketakuian
karena diancam oleh tersangka, padahal periindungan hukuni bagi mereka
terbatas, sebagaimana vang dialami oleh saksi Buciwati yang mengalami
teror dan ancaman selama proses penanganan perkara pembunuhan Munir
suaminya?i

Bahkan, saksi dikesakan kewajiban veng mengandung sanksi
pidana. Hal ini nampak dalam KUHP yang merumuskan adanya ancaman
pidana techadap saksi yang senpgaja tidak datang ketika dipanggil menjadi
saksi, vang dirumuskan dalam Pasal 224 KUHF yang diancam dengan
pidana penjara maksimal 9 bulan (untuk kasus perdata) dan 6 bulan (unuk
kasus pidana), dan Pasal 242 KUHP yang mengenakan sanksi 7 tabun
perjara apabila scorang saksi melakukan sumpah palsu. Hal ini sangat
berbeda dengan perlindungan hukum bagl ftervangka aten terdakwa
‘KUHAP telgh méwmuskaﬁ sejumiah  hak bagi terdakwa, vang

.. melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM. Sehingga

dituncurkannya Undang-undang  Perlindungan  Saksi dan  Korban
merupakan suatu upaya negara mengatasi ketimpangan tersebut dengan
diberikannya hak dan perlindungan hukum yang lebih besar pada salsi dan

korbagn, utamanya dengan bersandarkan pada asas equality before the law,

9
Thid.
FSuciwati mengemwkakan berbagai feror dan ancaman bahkan kekerasmn yang

dislaminya, “leror senpat banysk saya tenima, disntarenyz doa minggn seicish kemation suami,
saya mendapat mendapat paket vang berisi kepala ayam, keki avam, dan koloran avam dengan
tulisan ‘awas isngan lbatkas THY aiay kamin akan beowsib sanw dengan il Juge mendapal
beberapa sural yang berisi alan mengirim ponbunuh bayaren untvk menculik dan membunuh
saya. Telepon dan sms gelop yang berisi ancaman-ancaman yang sama tak terhinpes saya terima.
Bahkan pernah ditobrak lari seusai mengpelar konferensi pers menpena pembunuhan suami saya™,
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yvang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu negara hukum. Pada
prinsipnya perlindungan bagi korban dan saksi merupakan perangkat hak
mercka dalam proses peradilan pidana, yang merupakan salah satu bentuk
penghargaan atas kontribusi mereka.”

b.Landasan pikir pembentukan LPSK.

Dalam upaya mewujudkan penerapan Undang-undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dibentuklah suatu
lembaga yakni lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan landasan
pikir sebagai berikut: *

a. Mendorong agar proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan
due process dengan penghormatan pada hak-hak saksi dan korban ;

b. Merupakan refleksi tanggung jawab negara pada warganya yang
berkontribusi dalam proses peradilan pidana;

‘¢. Memberikan jaminan hukum pada saksi/korban agar dapat memberikan

keterangan tanpa ketakutan akan intimidasi dan atau retaliasi pelaku;

d.Menghindan fenomenon ego sektoral;

e. Mendorong partisipasi publik dalam proses peradilan pidana; serta

f. Menjamin adanya koordinasi antar lembaga dalam penanganan korban
dan saksi.

¢. Struktur Organisasi LPSK.*

Dasar hukum pendirian dan pengorganisasian tugas pokok dan
fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah Undang-
undang Nomeor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Kortan,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian
Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pendirian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)) sesuai
amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, dilakukan dengan terlebih dahulu mengangkat

personilnya. Melalui proses seleksi oleh panitia sclcksi yang dibentuk

*Naskah Pidato Menteri Hukum dan HAM., op cit,, hal. 2.
**Ibid., hal. 3.
#Wawancara dengan Abdul Haris Semendawai,
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oleh pemerintah, dihasilkan 21 nama calon anggota Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban yang diserabkan kepada Presiden yang
selanjutnya dikirimmkan ke DPR RI untuk dilakukan uji kelayakan dan
kepatutan (fit and proper test) oleh Komist [l DPR RI Hasil dari uji
kelayakan dan kepatuian tersebut, tferpilih 7 orang anggota Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) vang kemudian diangkat oleh
Presiden RI berdasarkan Keppres Nomar @ 65/P Tahun 2008 tanggal 8
Agustus 2008, Mereka yang torpilih untuk menjadi angpota Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban masa jabatan § tabun adalzh sebagai

berikut :
Abdul Haris Semendawai, SH, LILM : Ketua LPSK
I Ktut Sudibarsa, SH. M.SL : Wakil Ketua LPSK
Anggota

1. Lies Sulistiani, SH. MH.
2. Lili Pintauli, SH.
3. Dra. Myrs Diarsi, MA.
4. R.M. Sindhu Krishno, Be.IP., $H, MH.
3. Di. H. Teguh Scedarsono, SIK, SH, MSi.
d. Visi, tugas dan fungsi serta kewenangan LPSK."
Visi LPSK adalah mewujudkan kepastian jaminan, perlindungan
- dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban dalem peradilan pidana demi
: menumbuhkan partisipasi masyarekat yvang lebih luas ‘menuju reformasi
sistem peradlan nidana terpadu di Indonesta. ‘
Untuk mengimplementasikan visi Lembaga Pedindungan Saksi
dan Korban terscbut, disusuniah beberapa tugas pokok sebagai benkut
I. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban
dalam peradilan pidana.
2. Mewnjudkan kelembagaan LPSK  yang profesional dalam
memberikan kepastian perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi

saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

FWawancara dengan Abdul Harks Scaendawai,
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3. Memperkuat landasan hukum dan kewenangan kewenangan LPSK
demi pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

4, Membangun dan  mengembangkan jejaring  dengan  berbagai
pemangkn kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan
korban.

Adapun fungsi LPSK adalah: a) Mengkoordinasikan fungsi dan
peran perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana;
b} Menerima perminizan, penyerahan dan atau permihinan untuk
dilakukan perlindungan terbadap saksi dan atau korban dalam kasus
perkara pidana  fertentu; ¢ Menentukan persyaraian dan wujud
perlindungan kepada sakst dan korban sesual pertimbangan vang
dilakukan; d) Melakukan kootdinasi, kerjasamarn dan kemitraan deogan
berbagai pihak dslam preses maupun sktifitas pedindungan saksi dan
korban; e} Melakukan upaya perlindungan dan pemberian bantuan
kepada saksi dan korban sesuai kewenangannya; dan f) Menentukan tata
manajemen, sistem informasi, dan siklus pelaporan tentang aktifitas
perlindungan saksi dan korban.

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, LPSK mempunyai
beberapa kewenangan, yaitu:

a. Sebagar lembaga publik vang Dbessifat - mandin  mempunys?
kewenangan dalam upaya peddindungan. dan bantuan kepada para
sakst dan korban pada sistem peradilan pidana;

b. Melakukan tala kega dan gkiififss adminitrasi delam kegiatan
perlindungan dan pembarian bantoan kepada para saksi dun korban;

¢ Mendayagunakan, mensinergikan dna mengoptimalkan  berbagai
kemampuan kelembagaan, fasilitas, dan anggaran negara yang
ziz’p&nintukan bagi aktifitas perlindungan saksi dan korban secara
bertanggung jawab;

d. Menentukan persyaratan maupun wujud  pemberian  dan  atau
penghentian  aktifitas perlindungan saksi dan korban (fermasuk

keluarganya) sesuai ketentuan yang diberlakukar;
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e. Melakukan berbagai upaya untuk melawan berbagai pihak yang
menjadikan sakst dan atau korban tidak dapat memperoleh hak
perlindungan sesuat ketentuan yang berlaky;

f  Membantu saksi dan korban dalam mewujudkan haknya berkenaan
dengan kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi yang ditentukan
baginya; dan

g. Memberikan perlindungan kepada para dan korban tindak pidana
dalam kasus-kasus tertentu di semua tahapan proses peradilan pidana,

. &, Beberapa Pemikiran terkait pembentukan LPSK.

LPSK menumit undang-undang perlindungan saksi dan korban
merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugasnya
mengadakan perlindungan sakst dan korban, Karena merupakan lembaga
yang mandiri maka strekter LPSK tidak berada di bawah instanst
manapun baik instansi pemerintah {cksekutif} maupun lembaga negara
lainnya. Walavupun dari segi finangial lembaga ini didukung sepenubnya
dari kevangan negara. LPSK berbeda dengan lembaga sejenis dinegara
lain yang berads atau ditempatkan dibawsh instansi penegsk hukom
yakni kepolisian, kejsksman atau departemen kehakiman. Hal ini
menunjukkan adanya keinginan untuk membentuk sebush lembaga
negara vang independen yang tidak dapat diintervensi oleh kekuatan
apapun dalam melaksanakan tugasnya.

Bila dibandingkan dengan beberapa mode] leinbaga pertindungan
saksi di beberapa- negars, maka kedudukan lombags perlindungan
saksinya berada di bawah yupervisi dari intansi terientu. Ameriks Serikat
misainys, program perlindungan saksi (WITSEC) berada di bawah
Depariement of Justice yang dipimpin oleh Jaksa Apgung, vang dityjukan
untuk mempermudah akses dan koordinasinya. Afrika Selatan, juga
membuat model yang hampir sama. Sedangkan Kanada meletakan
program perlindungan saksi dibawah Jaksa Agung yang dikelola oleh
komisioner. Inggris memiliki program perlindungan saksi yang berada
dalam strukiur kepolisian negara bagian, dan juga ada dalam struktor
kepolisian federal, demikian juga dengan program perlindusgan sakst di
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Jerman vang berada dalam slruktur kepolisian yang discbut sebagai
zengenschutizdiensistelle (unit perlindungan saksi).™

Padahal dilihat dari karakieristik tugas dan pekerjaon maka LPSK
sehenamya merupakan model lembaga yang menjadi  pendukung
(supporting) dari pekerjaan lembaga/institusi lainnya. Implikasinya, atas
karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan terlepas
dari keberadaan beberapa lembaga pencgak hukum yang ada. Dari segi
politik hal ini membutuhkan seni dan cara penempatan yang baik agar
bisa menempatkan dirl pada posisi tersebut. Oleh karena itulah maka
LPSK dengan jelas harus membangun posisi kelembagaannya vang
berads diantara due kepenlingan yakai Kkepentingan perfama yang
dimandatkan oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Kerban
sebagai lembaga yang bersifat mandidd, namun dari kepentingan kedua
vakni untuk menjalankan program juga harus didukamg oleh instanst
terkait yang dalam prakieknya akan menimbulkan irisan kewenangan
dengan instansi tersebut, '

Sebenarnya apa pertimbangan dan para perumus UU uantuk
menetapkan model lembaga seperti ini? Dari berbagai dokumen yang
ada, keputusan untuk memibh model lembaga ini terkait dengan
beberapa argumentasi. Pertama, keinginan untuk membuat lembags yang
secara kKhusus mengurusi masalah perlindungan saksi dan korban yang
tidak berada di bawsh Instiusi yang sudsh ada, vaknl kepobsian atau

- kejaksaan, Komnas HAM satan Departemcen Helum dan HAM. Kedua,
karena institusi vang lainnya sudsh memiliki beban tanggungjawab vang
besar, oleh karena itu jangan sampai program perlindungan membebani
lagi lembaga-lembaga tersebut. 7

Dari pemetaan terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban
yang mencakup sistern dan organnya seperti yang diatur dalam UL PSK,

dapatlah disimpulkan terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan terschut

HSuprivadi Widodo Fddyono, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indenesia:
Sebual Pemetaan Awal (Jakarta: Indonesia Commaplion Wateh, 2007}, bal. 11,

Y thid

"Ibid., hal 34.
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secara umum discbabkan karena beberapa hal yaknt: 1) Undang-Undang
tersebut tidak sgcara spesifik dan sungguh-sungguh mengatur mengenai
masalah kelembagasnnya di LPSK. Walaupun pengaturan secara uinum
dilakukan namun maksad darl pasal tersebut tidak tereksplorasi dengan
memadai di dalam bagian penjelasannya. 2} Minimnya pengetahman para
perumus undang-undang ini terhadap profil kelembagaan dalam konteks
perlindungan saksi dan korban (lerutama mengenai di praktek berbagai
negara lain), mengakibatkan ateren-sturan mengenal kelembagaannya
menjadi refatif sama dengan format lembaga-lembaga lainnya di
indonesia. 3) Kedudukan LPSK sebagal lembaga yang mandid tidak
diserfai dengan kewenangan vang memadai. 4) Kemungkinan terjadinya
sengketa kewenangan dan masalah cksistensi antar instanst pemerintah
atay Jembaga negara skan mempersulit kedudokan LPSK dan kesulitan
dalam melakukan koordinasi kerja dengan instansi lainnya.

Selain beberapa kelemahan terschut, terdapat beberapa hal vang
diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang
berpotensi  memandulkan  eksistensi  LPSK  dalam  melaksanakan
tugasnya, yaita
I. Dalam memberikan perlindungan kepada korban maunpun saksi,

LPSK bersifat pasif; hanya berdasarkan permohonan tertulis ferlebih
dahulu. Dengan demikian korban maupun saksi yang tidak
mengajukan  permohonan  terfulis  kepads LPSK. tidak bisa
memperolch akses untuk mendapatken perlindungan dan bantuan
hukum dari LESK.

2. Perlindungan hukum yang diberikan olebh LPSK, hanya scbatas
korban dan saksi untuk kejahatan konvensional saja sedangkan
korban dan saksi untuk kejahatan oleh negara atan karena abuse ¢f
power bukan merupakan ranah dari LPSK.

Lniversitas indonesia
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PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN DAN HUBUNGANNYA
DENGAN MEMANTAPKAN KEDUDUKAN DAN PERANAN
KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.

A. Pergeseran Paradigma Pemidanaan dan Perubahan Perspektif Sistem

Peradilan Pidana,

Sebagai suatu bentuk konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku di
masyarakat, hukum sifatnya dinamis dan mengikuti perkembangan sistem
nilai vang ada di masyarakat, Apabila tefjadi perkembangan dan pergeseran
mlai-nilai dalam masvarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan
gekitar, maka hukum pun akan mengikutinya. Pergeseran hukum: dapat
dipahami dalam dua bentuk: pertama, pergeseran hukum yang tidak mengubah
makna subtantif, tidak akan mengubah hukum dalam arti sesungguhnya, dan
lebih bersifat formal dan kuantitatif dimana pengarvhnya’ relatif kecil dan
terbatas; dan kedua, pembaruan hukum yang mengubah makna substantif
hukum dan secara kualitatif mempengaruhi aspek substantif lainnya yang
secara hierarki berkedudukan dibawahnya.

Pembaruan hukum pidana yang mengubah nilai dan kongep-konsep
dasar sebagai pokok pangkal sistem hukum pidana akan mempengaruhi
gleman bawahnya secara kualitatif merupakan perpeseran yang revolusioner,
karena pergeseran tersebut mencakup pergeseran dasar filosofis sistem huloam

yang mempengaruhi semua elemen dan konsep-konsep hukum dalam sistemn

© hukum. Pergeseran ite dikatakan sebagai pergeseran perspektic saicna adanya

sugtu perbedaan yang signifikan dad sudut pandang antara perspektif satu
dengan yang lainnya dalam memandang beberapa hal tentang konsep-konsep
dasar dalam suatn sistemn hukum. Pergeseran nilai keadilan dari konsep vang
gatu kepada konsep yang lain yang mendasar] suatu sistem hukum tersebut
juge dikatakan scbagai pergeseran paradigma, karena pergeseran konsep
keadilan fersebut bersifat lebih mendasar dan telah mempengarahi kinega
suatu sistem yakni mengganti sistem lama kepada sistem baru yang berbeda
dan sering berlawanan secara diametral antara sistem satu dengan vang lain.

Dengan kata lain, luas lingkup pergeseran tersebut berbeda-beda, dilthat dari
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lingkupriys menjangkau sebagian atan menyeluruh darl dan suatu sistem,
bidang-bidang tertentu atau seluruh bidang dari sistem dan dilihat dari
percepatannya, yekni evalusioner atau revolusioner.”

Nilai merupakan bagian aspek filosofis dart hukum. Nilai yang
mendasari sistern hukum pidana, demikian juga sistern peradilan pidana
adalah keadilan. Oleh sebab i1t jika pilihan konsep keadilan itu bergeser dari
konsep satu ke konsep yang lainnya, maka pergeseran konsep keadilan
tersebut skan mempengeruhi clemen sistem hukum yang berada di bawahnya,
yvaitu @sas-asss hukum, konsep-konsep dasar dalam hukum pidana dan
substansi hukum pidana {materiil dan formil) dan pada prakiek hukum schari-
hari dalam masyarakat.'®

Baat ini telah berkembang pemikiran yang mulai mempersoalkan
hukum pidana dan peayelenggaraan peradilan pidang, atau dengan kata lain
mulai mempertanyakan efeldifitas kinerja sistem peradilan pidana yang tidak
memberikan keadilan yang langsung dirasakan bagi sescorang atau kelompok
dalam masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Hal ini dilandasi oleh teori-
teori tujuan pemnidanaan klasik yang menjadi acuan sistem peradilan pidana
yang lebih banyak dimjokan untuk kepentingan pelake, dsngan_ kata lain
tujuan pemidansan hanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku dari pelaku

- kejahaian ager menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini
. mengakibatkan kepentingan korban tidak diakomodast.

..Beberapa hal yang kerap dipertanyakan korban adalah rancunya
penilaian sigpa sesongguhnya yang lebih patut dischut pencan keadilan dalam
hukum pidana, apakah korban kejahatan ataukah pelaku kejahatan? Hal ind
selalu menjadi pertanyaan mendasar dari para korban mengingat pandangan
umum selama ini yang menganggap pencan keadilan adalah tesangka atau
terdakwa. Pandangan umuom itu seakan mendapat pembenaran oleh negora
dengan lebih memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan ketika perkaranya
difangani oleh sisiemn peradilan pidana. Pada saat sescorang diduga melakukan

kejahatan, sejak saat yang bersangkutan dimintai keterangan hingga vonis

"Mudzakkir (a}, “Posisi Hulum, Korban Keighatan dalam Peradilan Pidana Indonesia,”
{Disertasi Dokior Universilas Indonesia, 2001), hal. 158-159.
rhid, hal, 160,
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dijatubkan oleh hakim, perindungan hukum terhadap tersangka/terdalowa
senantiasa melekat. Pada saat orang tersebut ditangkap, harug disertai dengan
surat penangkapan sckaligus menyebutkan kejahatan apa yang ditudubkan,
ketika dalam proses penyidikan, tersangka diperkepankan didampingi oleh
penasehat  hukum, begitu pula pada saat  tersangke ditahan, masa
penzhanannya dibatasi untuk jungka waktu fertentu. Bahkan, setelah orang
tersebut (terdakwa) divonis oleh hakim, masih diberi kesempaten untuk
mengajukan upaya hukum lain, seperti banding, kasasi dan peninjauan
kembali.

Merupakan suatu ironi dalam pandangan korban adalah aegara yang
scharusnya melindungl dan menjaga segenap kepenlingan warga negaranva
dan telah memonopoli reakst terhadap pelanggar hukum pidana, tetapi
ternyata tidak bertangpungjawab terhadap zkibat yang diderita oleh anggota
masyarakat vang menjadi korban kejahatan atau pelanpgaran hukura pidana.

1. Pergeseran Paradigma Pemidanaan.

Kerugian masyarakat karena kejahatan adalah besar sekali. Kita
berhadapan dengan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang
bersarang secbagai penvakit dalam tbuh masvarakat, #ehingga sering
membahayakan hidupnya, sedikitnya sangat merugikannya. Kejshatan yang
diperbuat saban tahunnya tak terhitung banyaknya. Dipandang dari sudut
perckonomian, kerugian mesyarakat sangat besar, Disamping kemugian
ckonomnis ichih penting lagi kerapgian kesusilaan, Memang kejahatan adalah
erat dengan fingkat kesusilaan pendudukfapi sebaliknya juga memberi
pengaruh jelek kepada penduduk biasa. Jika ditambah dengan kerugian dan
kesusahan yang diderita oleh para korban kejahatan, juga ancaman terhadap
masyarakat yang selalu datang dad kejahatan, maka semuanya yang
ditimbulkan oleh kejshatan merupakan jumlah yang tidak terhitung
besamnya,'”

Untuk itulah diperlukan seperangkat aturan yang memuat sanksi
yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan schagal reskst yang

'“"W_A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi (Yakerta: PT. Pembangunan, 1995),

hat, 23.
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sepatutnya atas tindsk pidana yang dilakukannya, Dalam kaitan ini Jan

Remelink mengutarakan bahwa:

Umumnya sanksi ity muncul dalam bentuk pemidanasan, pengenaan
secara sadar dan matang suatu azab olch instansi penguasa yang
herwenang kepada pelaku yang bersalash melanggar suatu aturan
hukum, Mungkin juga bahwsg instansi kekuasaan vang berwenang,
hakim pidana, tdak sekedar mesjstuhkan sanksi, namun jugs
memnjatubkan suvatu tipdakan (maaefregel) untuk pelanggaran norma
vang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian.

Sedang yang dituju adalah melindungi masyarskat terhadap ancaman

bahaya in concrefo atan yvang mungkin muoncul di masa depan sebagai

dampak pelanggaran norma tersebut atan yang bersumber dari
p(:lakta¥£>2

Pada prinsipaya fujuan akhir dett politik kriminal ialah perlindungan
masyarakat untuk mengapal fujuan ufama kesejahteraan masyarakat.
Dimana individu yang menjadi korban kejahatan sebagai bagian integral
dari masyarakat perlu joga diperhatikan hak-haknya dan  dilindungi
kedudukan hokumnya.

Dengan demikian sesvai dengan politik kominal, maka tujuan
pemidenaan harus diarahkan kepada perlindungss masyarakat  dan
kejahatan serta kescimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarekat
dengan memperhatikan  kepentingan-kepentingan  masyarakat/negara,
korban dan pelaky, Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaas harug
mengandung unsur-unsur yang bersifat 1) Kemanusisan, dalam arti bahwa
pemidanaan tersebut menjunjung tingat harkat dan martabat seseorang; 2)
Edukaiif, dalam arti bahwa pemidanaan it mampe membuat orang sadar
sepeniuhnva  atus perbuatan yang dilakukan dan  menyebabksn iz
mempunyai  sikap jiwa vang positif dan  konstruktif bagi usaha
penanggulangan kejshatan; dan 3} Keadilan, dalam arti bahwa pernidanaan
tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum mapun oleh korban ataupun

masyarakat."™

"an Remelink, Hukum Pidana Komentar otas Pasal-pusal Terpenting dari XUHP
Belarda dan Padanasnyn dalam KUHEP Indonesia (Jokeria: Gramedia Pustaks Utama, 2003},

hai. 7.
™4 aporan Simposivsm Pembabarsas Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen

Hehakiman Takun 1980 dalars Barde Nawawi Arief, Kebfjakan Legislotif dalam Penanggulangan
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Disisi lain, pemidanaan yang dilakukan oleh negara seringkali
berbenturan dengan hak asasi manusia lainnya, schingge diperfukan usaha
yang sungguh-sungguh untuk menentukan batss-batag tindakan negara
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melindungt masyarakat dan
menegakkan ketertiban umum, sehingga tidak terjadi perkosaan terbadap
hak-hak masyarakat yang scharusnya mereka lindungi.

Schubungan dengan pemidanaan tersebut, Harkdistoti Harkrisnowo,
mengataican

Pemidanaan selaiu menjadi suatu isu yang problematik, karena
pidana atau hukuman selalu berkenasn dengan tindakan-tindskan,
yang apabils bukan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan pada
hokum, memupakan findekan vang melanggar moral. Bayangkan
apabila sescorang merampas kemerdekaan orang lals, membatasi
gerak orang, dan mengambil nyawa orang lain, pastilah findakan
macam ini akan mendapat reaksi vang keras dari masyarakat
Tindakan nepara menjatuhkan pidana menimbulkan pertanyaan yaug
paling awal: apakah tindakan-tindakan memaksa semascam ini sudah
mermiliki pembenaran, antara lain sudahkah mernperhatikan hak asasi
manusia? Falsafah pemidanasnlah yang ufamanya mencari
pembenaran bagi tindakan negara semacam ini.

Dari hukum pidana, krminologi, dan peradilan pidana, pemikiran
yang berkembang mengenai teori pemidanaan dimulai dari aliran retributif,
yvang menekankan pada pentingnya pidana schagal rational reaction pada
kejahatan, tanpa perly mengurai fujuannye lebih lanjut. Kemudian muncol
pemikiran deferrence, yang menckankan pidana scbagal upaya untuk
mencegah {erjadinya kemball (ecurrence) keishatan, balk yang bersifat
{bagt pelaku) maupun umum (bagi masyarakat). Selanjuinya, meminjam
konsep dunia medis, aliran rehsbilitafif memandang pidana sebagai “obat’
bagl ‘orang yang sakit’ (pelaku kejahatan) dengan memperbaiki dan
melakukan resosialisasi.'®
Berbagai macam tujuan pemidanaan ini dikelompokkan eoleh

Anthony Duff dan David Garland datam dua golongan besar, yaitu

Kejuhatan dengan Pidana Pewjara {Semarang: Badan Penerbit Universites Diponegors, 19963,

Sy arkristoti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Komsep Pemidanasn : Suaty Gagalan terhadep

Proses Legislagd don Peosidenasn di Indonesia ™ (Orasi Pads Upsears Penpsdahan Guru Besar
Tetap dalun Heu Hokums Pidana Falcellas Hukom Universitas Indonesia, Jokarte, 2009), hal. 2

Wirid, bl 11,
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konsckwensalis dan non-konsekwensalis. Bagi kaum konsekwensalis, benar
tidaknya sesuaty tergantung semata-mata pada konsekwensi secara
menyeluruh. Ringkasnya, Jika konsekwensinya baik, maka tindakan
tersebut benar, namun apabila konsekwensinya buruk, maka tindakan itu
salab. Oleh karenanys, untuk mencari pembenaran bagi pemidanasn maka
harus dibuktikan bahwa : 8) pidana itu membawa bagi kebaikan; b) pidana
mencegah kejadian yang lebih buruk; dan ¢} tidak ada alternatif lain yang
dapat memberikan hasil yang sctara baiknya.'%

Dalam perspektif ini, pencegahan kejahatan merupakan tujuan utama
pemidanaan, Dengan asumsi bahwa kejahatan merupakan suatu perilako
{baik secara aktual maupun potensial) yang mengakibatkan kerugian, maka
layaklah apabila pelakunya dikenakan kerugian pula, yekni melalui
penistuhan pidana. Hal ini patut dilakukan agar tidak terjadi atay timbul
kerugian yang lebik besar di masa depan. Aliran ini berkarskter
instrumentalis dan berorientasi ke depan (forward looking), dan menitik
beratkan pada asas kemanfaalam penjatuban pidana; hal yang sangat
mengemuka éi \ kalangan para 'pengan‘at aizi;tawum‘xw kiasik  yang
meﬁgéaﬁsbawahi the gréatest ;‘zaéé?i;zess fér 1}1-;: gre&:z’;zsf numbe;. w7

Dipihak lain, kelompok non-konsekwensialis Iebih melihat pada
pentingnya upaya pembenaran unfuk penjatuhan pidana sebagai sebagai
guait respons yang. patot- (appropriate response) terhadap kejahatan,

.. Mereka beranggapan bahwa salah benamya suatu findakan harus berdasar

pada pada karakier instrinsik, tanpa memperhitungkan konsekwensinym
Pandangan ini sangaf kental di kalangan retributivist, sehingga pidana
merupakan penderitaan vang hares dibenikan kepada pelaku kejahatan.
Tidak berlebihan jika aliran ini disebut lelnh bersifat insrinsicalist and
backward-looking. Proporsionalitas menjadi salah satu prinsip yang
dipergunakan oleh kaum non-konsckwensialis. Tidak lagi menckankan
pada lex falionis atau pembalasan dengan adsglum ar gve for an eye, a
tooth for a tooth, kelompok ind menggarishawahi pentingnys pidana yang

proporsional, yakni sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang

Y 10d., hat. 11,
Withid, hal. 11-12.
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dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas ini mensyaratkan skala nilal untuk
menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak
pidananya. Oleh karenanya nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat
serta budaya cenderung uatuk menjadi determinan dalam meneptukan
peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam komtcks historis
tertentu,'®

Dalam konteks korban kejahatan, perfakuan vang tidak memuaskan
dari sistem peradilan pidana yang diterima oleh mercka vang dirugikan dan
menjadi korban kejahatan atau pelanggaran pidana telah menggugah
kesadaran bersama untuk memikirkan nasib korban keiahatan dalam hukum
pidana dan sistem peradilan pidana dengan mengkajl ulang konsep-konsep
dasar hukum pidana dan sistem peradilan pidans secars mendasar dan
menyeluruh. Kalian terhadap korban kejahatan dalam hukum pidana
dilakukan melalui dua perspektif; perspekif keadilan retributif (retributive
Justice) dan keadilan restoratif (restorative justice). Kajian terhadap hukum
pidana dan sistem peradilan pidana dari kedua perspektif tersebut
menunjukkan adanya suatu pergeseran perspektif dalam hukum pidana dan
sistem peradilan pidana: dari persp_ekt_i_f keadilan retributif (refributive
Justice) kepada keadilan resoratif (restorative justice). Pergeseran perspektif

tersebut mempengarvhi pemahaman terhadap beberapa konsep dasar dalam

-~ - hukum pidana, yaitu konsep kejahatan, kothen keighatan, dan pemidanaan,

.dan implikasinya pada posisi korban kejshatan dalam sistem peradilan
pidana,'™® :

Kejahatan menurat retribiaive justice adalah melangegar tortib publik
(public erder} atau melawan masyarakat, melawan badan kolektif' dar
warganegara, menentang serangkaian standar  olel  institusi-institost
demokratik masyarakat, sedangkan menurul resiorative fustice kejahatan
adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual korban sebagai bagaian
pertama dan vtama dant kepentingan publik, selain masyarakat dan negara,
Perubahan konseptual ini memiliki konsekwensi yang lebih jauh, bahwa
sepanjang kejahatan dipandang sebagai gangguan tertib publik dan negara

Brbid., hal, 12,
Nudzakkir (a), lec cit., hal. 400,
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sebagai pihak yang dirugikan — sebagai wakil sah dad masyarakat — adalah
dasar pandangan polisi dan jaksa memproses dan menuntut pidana tethadap
pelanggar hukum pidana. Ketika kejahatan dipandang sebagai suatu
tindakan permusuhan oleh suaty anggota masvarakat kepada anggota
masyarskat vang lain, maka proses peradilan pidana tidak bisa ditetapkan
secara ekslusif sebagai urusan antars pemerintah disatu pihak dengan
terdakwa di lain pihak. Sebab, rcorientast konseptual ini memberkan
pembenaran teoritis untuk beberapa bentuk partisipasi korban dalam sistem
poradilan  ptdana.  Korban kejahatan tidak lagi berada di . luar
penyelenggaraan sistem peradilan  pidana, melainkan sebagal bagian atau
pihak dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana,'"

Penjatuhan pidana terhadap orang yang melanggar hokum pidana,
schagai ciri yang melekat pada hukum pidana, tidak Jagi dipandang sebagai
‘pembalasan (retribusi} oleh inshifusi publik vang mewakili kepentingan
publik, tetapi berfujuan unfuk meminta pertanggurigjawaban pembuat
kejahatan terhadap perbuatan vang dilakukan beserta akibat-akibatmya,
Bentuk pemidanaan yang relevan dengan itu adalah pidana pembayaran
restitusi {ganti kerugian) dart pélaku kejahatan kepada korbannya. Keadilan
dalam pemidanaan ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya dan
menderita atau dirugikan karena pelanggaran hokum pidana.!’’

Aspek penting yang dilihat dari perspekfif restoratil  adalah proses
schingga tirf;ﬁuin:m karugian vang diderita oleh korban kejahatan dari
perbuatan pidane atau kejahatan yang dilalukan oleh pelaku kejahatan,
sesuatu yang selama ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana menurut
perspektif retributif. Namun demikian menurst penelis daler mencermati
dua kutub konsep pemidanaan ini, perlu dilihat dalam perspektif yang luas,
bukan saja dari sisi korban dan pelaky, tetapi juga negara dan masyarakat.
Untuk ifu yang perlu dikembangkan adalah konsep pernidanaan gabungan
yang bertujuan untuk membuat jera pelaku, menyelesaikan konflik antara
pelaku dan korban, mengganti kerugian kepada korban, memulihkan

disharmoni yang terjadi dalam masyarakat, memberikan pendidikan kepada

Y0skidt., hal. 4G1.
Y fhidi., hal. 401,
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masyarakat sehagai warga negara untuk mematuhi hukum dan tidak berbuat
kejahatan,

2. Perubahan Perspekiif Sistem Peradilan Pidana,

Sistems peradilan pidana atau crimingl justice system, menurut

Encylopedia Crime and Justice'’?,

dibedakan menjadi tiga batasan
pengertian yaito batasan normatif, administratif dan sosial. Sistem peradilan
pidana dilihat dari aspek norma atau sebagai sistem normative adalah «
body of legal rules expressing sosial values through prohibitions backed by
penal sanctions ugainst conduct viewed as seriously wrong or harmjul,
Dari gistern  administratif, melthat sistem peradilan pidana  sebagai
comprehendes the official apparate sfor enforcing the criminal low,
including the police wnd other fromtline enforcement agencies,
prosecutorial authorities, the judiciary, and penal ard cerrectional
facilities and services. Sedangkan sistem peradilan pidana dart sudut sosial
atau atau sebagai sistemn sosial merupakan pendefenisian pengungkapan
vang terkait dengan seluruh unsor dalam masyarakat dan cakupannya tidak
hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk
undang-undang, melainkan meliputi ketenfuan vang ada dalam masyarakat
pada semua tingkatan, Adapun batasan pengertian sistemn peradilan pidana
vang dimaknai disini adalah sistem administrasi dan sistemn peradilan
 pidana vang merupakan konkritisasi (struktur yang iiczzgjkzi{} dari hukum
pidana formil dan meteriil, ERELY Bl
Datam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejabatan,
maka perlu dipahami posisi hukum korban dalam sistem peradilan pidana
vang dapat dilakukan melslul kajian tentang koosep kejabatan atau
pelanggaran hukum pidana, yaitu hak atau kepentingan siapakah yang
dilanggar oleh pelaku kejahatan. Konsep kejghatan menjadi titik tolak
dalam melakukan kajian cksistensi yuridis dari korban kejahatan dalam
sistem peradilan pidana, karena pelaksanaan hak-hak yang telah dirathia
atau yang akan dimiliki oleh korban kejahatan akan memiliki dasar hukum

W rneyclopedin of Crime and Justice, dalam Parman Sveparmen, Pengaturan Hok
Mengajnkan Upave Hukuwn Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidona Bayi Korban Kejchatan
{Bandung: PT. Reftka Adithamm, 2007) hal. 23,
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yang kuat jika eksistensi atau posisi hukumnya diakui oleh hukum pidana
dan sistem peradilan pidana.

Telah menjadi pemahaman umum dan dogmatis dalam  hukum
pidana, suata kejahaten dibatasi sebagai pelanggaran terhadap ketertiben
umum {pubfic arder) atav suatu perbustan vang melanggar keseimbangan
tatanan nonna-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
melawan negara yang direpresentasikan dan lembaga-lembaga negara dan
standar-standar vang ielah dibentuknya. Dan negara sebagai institusi yang
mengambil alih  reaksi masyarakat atas terjadinva pelanggaran  itu
seharusnya dapat menjalankan kewajibannya memenuhi kontrak sosial
yang sudah disepakatinya untuk melindungi segenap warganegaranyanya.
Namun yang terjadi adalah npegara tidak bertanggungjawab terhadap
kerugian yang dialami oleh anggota masyarakal yang menjadi® korban
kejahatan, malah meninggatkan korban kejahatan tersebut di luar sistem
peradilan pidana, bahkan lebih ironis lagi melupakan eksistensinya.

« Konsep yang selama ini dipergunakan dibangun berdasarkan_pada
 fiksi hukum yang dalam perkembengan ilmu hukum dinilai mengabaikan
aspek objektifitas éza’a pengalamman hidup sehari-hart yang nyata dan
kesalahan dalam memahami suato  kejahatan. Konsep tersebut
mempengarehi cara kerja sisten  peradilan. Setiap - reaksi terhadap
pelanggaran kepentingan uwmum menjadi fanggungiawab negara, Konsep
kejahatan seperti ini dikatakan secbagai konsep yang -legistik dan
administrast peradilan menckankan pada perianggungjawaban seccara
ckslusif oleh negara (penuntutan dan penegakannya),

Munculnya konsep kepahatan sebagai suate pelanggaran terhadap
negara adalah pengaruh dari sentralisasi pemerintahan di Eropah pada abad
pertengahan dan melatui Belanda masuk ke dalam sistem hukum indenesia.
Akibatnya korban kejahatan dipandang sebagai kelompok yang terfupakan
dalam sistem peradilan pidana dan bukan menjadi sasaran dari sistemn
peradifan pidans. Negara mengambil alih peranan penuntutan dari korban

dengan dalih meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal
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{emosionalisasi) dan ontok pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan
rastonal {rasionalisasi} untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian sefiap sub sistem dalam sistem peradilan pidana
telah menatikan kedudukan korban kejahatan. Korban tidak ditempatkan
sebagai pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian suatu
perkara, tetapi hanya sebatas partisipan yang pasif saja. Korban kejahatan
diposisikan sebagai alat pelengkap kinerja sistem peradilan pidana,
terutama dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan yaitn sehatas pelapor
dan saksi dalam berkas perkara, dan schagai saksi korban vyang akan
menguatkan dakwaan dan funfutan jaksa di pengadilan. Korban kejshatan
tidak memiliki kontrol, kalaupun ada sangat terbatas dan tidak memadai
dan tidak dilibatkan dalam seiiap tindakan yang dilakukan aparat penegak
hulcum dalam proses penyelesaian perkara.

Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap
subsistem yang ada dalamn sistem peradilan pidana, mulai tahap penyidikan
oleh polisy, peountutan oleh jaksa dan pemeriksaan perkara di pengadilan
cleh hakim. Dalam berkas perkara yang dibuat oleh polisi, korban hanya
ditaryakan méngenai kronologis peristiwa pidana vyang menimpanya,
pelaku kejahatan yang mungkin diketshuinya dan hal-hal terfentu yang
terkait dengan kepentingan pemenchan unsure pasal yang disangkakan.

. - Adapun ningier kerugian vang dideritanya skibat kejahatan tersebut sama

sekali tidak disingpung termasuk mengenai apa mexkanisme penyelesaian
perkara yang dikehendakinya.

Hal yang sama dialami korban kejahatan pada tahap penuntutan dan
penjatuhan hukeman oleh hakim, dalam perumusan surat dakwaan, jaksa
penuntut  umum  seringkali bahkan boleh dikataken tidak pemah
memasukkan rinclan kerugian vang diderita oleh korban dalam surat
dakwaan, kecuali hanva divraikan sebagat bagian dani uraisn peristiwa
pidana. Berlanjut saat pepgajuan tuntotan pidana, jakss ponuntut umum
tidak merincikan kerugian vang diderita korban, dan tuntutan ganti kerugian
kepada terdakwa. Oleh karena jaksa penuntut wnum tidek memerine

kerugian korban dan tuntutan ganti kerugian kepada terdakwa dalam surat
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tuntutannya, schingga hakimpun dalam penjatuhan hukuman kepada

terdakwa tidak memasukkan pidana ganti kerugian kepada terdakwa dalam

amar pulusannya.

Konsep kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang selama ini
dipzhami itu, telah memengarubi cara kerja peradilan pidana yang ditandai
dengan:

a) tidak dilibatkannya korban dalam proses peradilan pidana dan semua
reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana menjadi monopoli negara dan
kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan umum/negara;

b} peradilan pidana diselenggarakan dalam rangka untuk  mengadili
tersangka karena pelanggaran hukum pidana, dan pidana dijstubkan
kepada pelanggar berupa derita sebagai balasan terhadap pelanggaran
hukum  pidana  yang  ielah  dilakukan  berdasarkan  afas
pertanggungiawaban karena kesalahannya (kesalahan dari sudut moral);

¢} pidana {berat-ringannya) yang dijatubkan kepada pelanggar scbagal
parameter keadilan yang ditujukan kepada (pribadi) pelanggar;

d) kerugian yang diderita olch korban menjadi tanggungiawab korban
sendi;"i, seperti layaknys orang yang terkenz musibah bencanz alam,
dan jika korban berkeinginan meminta ganfi vugl kepada pelanggar
harus ditempuh melalui prosedur perdata karens masalah kerugian
masuk cakupan bidang hukum perdata. '

Pada dekade. 1970-1980an permasalahan korban tersebut menjadi
- dasar reorientasi sistem peradilan pidana dan mulai meacul tuntutan agar
sistem peradilan juga memperhatikan kepentingan korban kejahatan vang
kemudian menjadi gerakan intemasions! untuk memberdayakan korban
dalam prosedur pidana. Puncaknya dengan disetujuinya Deklarasi PBB
1985 Nomor 40/34 tanggal 2¢ Nopember 1985 tentang Declaration of Basic
Principles of Justice for Victims of Crimie and Abuse of Power, merupakan
bentuk kepedulian nyata masyarakat internasional (FBB) terhadap nasib
korban kejahatan dan korban penyalahgunsan kekuasaan. Dilibat dart

sudut proses pembentukannya, deklarasi fersebut mermupakan puncak

Ynaudzakkir (a), foc cit, hal 171,
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keberhasilan gerakan korban berskala regional dan internasional, dan
dilihat dari sudut PBB, deklarasi tersebut mengikat negara anggotanya dan

menjadi bahan masukan untuk melakukan pembaruan hukum pidana pada

masing-masing negara anggota.'

Dekiarasi PBB Tahun 1985 kemudian menjadi trend dalam
pembaharuan hukum pidana vang memperhatikan kepentingan korban
dalam penyelenggaraan sistemn peradilan pidana. Disamping itu, deklarasi
tersebut telah menempatkan masalah korban kejahatan menjadi persoalan
dasar kelidupan manusia dan kemenusiaan yang memetlukan perhstian
masyarakat dan negara das proses peradilan pidana juga difujukan pada
kepercayaan, perlindungan dan kompensasi korban, Ide pemberdayaan
korban kejahatan akhirnya dijadikan landasan filosofis penyelenggaraan
peradilan pidana  yanp dikenal dengan falsafah “keadilan restoranf”
“{restorative justice). Atas dasar falsafah ini, secara objektf persoalannya
bukan beratnya pemidanaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam
terhadap pelanggar, tetapi untuk memperbaiki atau mengganti kerugian
atau luka-luka yang diderita yang disebabkan oleh kejahatan, '

i Menurut Bzzat A, Fatah, pergeseran perspektif tersebut ditanda
adanya pergeseran beberapa pandangan dasar dalam hukum pidana, dengan
clemen-clemen  dasar perspektif keadilan refributif kepada keadilan
restoratif, vaitu ; :

1} dari orientast kesalahan pada orientasi konselowensi;

2} dari pertanggungjawaban moral kepada perfanggungiawaban sosial;

3} dari fiksi hukum pada realitas sosial;

4} dari represt kepada regulasi; :

3} dari penolakan/pencegahan kepada pencegahan sosial;

6} dari intimidasi {(pemisahan} kepada mediasi {rekonsiliasi); dan

7y dari retribusi menuju restitusi.!

Dalam kaitan ini, Daniel W. Van Ness mengkristalisi fondasi utama

teori keadilan restorative dalam proposisi:'"’

"1bid., hal, 172,
1bid., hal, 173,
Wograrat A. Fatah dalam Mudzakkir. [bid., hal. 174.
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i. Kejahatan adalah konflik utama antara individue yang mengakibatkan
kerngian terhadap korban, magyarakat dan pelanggar itu sendiri;

Z. Tujuan yang harus dicapai darl proses peradilan pidana harus
merekonsiliast  pihak-pihak sambil memperbaiki  kerugion yang
disebabkan oleh kejahatan;

3. Proses peradilan pidana harus memfasititasi partisipasi aktif para
korban, pelanggar dan masyarakat, tidak semestinya harus didominast
oleh pemerintah kemudian mengeluarkan yang lainnya.

B. Pemenuhan hak-hak Korban Kejahatan oleh sistem peradilan pidana
sebagai upaya memantapkan Kedudokan kerban kejahatan.

Tidak selamanya korban mau  ataupun  sanggup  unfuk
memperjuangkan hak-haknys melalui pengadilan, Dalam keadaan seperti ind
perlu dipikirkan upaya-upaya memantapkan kedudukan korban kejabatan
dalam sistem peradilan pidana, Mantapnya. kedudukan korban kejahatan
dilihat dan kesentusan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana,
(dalam konteks yang spesifik termasuk pemerintah) untuk melakokan
perlindungan hukum terhadap korban dan memenuhi segala hak-haknya.

Mengenai mengapa perlindungan terhadap kotban kejahatan perla
mendapat perbatian, Mardjono Reksodipufre mengemukakan beberaps
alasannya yaih x
I. Bistem peradilan pidana dianggap terlalu membenkan perhatian pada
& permasalahan dan peran pelaku kejahatan (offender centered);

2. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi
penafsiran tentang siatistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus
dipahami bahwa korbanlah vang menggerakkan mekanisme sistem
peradilan pidana;

3. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak
kurang pentingnya untek memberikan perhatian kepada korban kejahatan
non-konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan. '™

Selain ketiga hal tersebut diatas, terdapat pula faktor yang menambah
perfunya kajian dan perhatian terhadap korban kejahatan vaitu : Fertama,

12saniel W, Van Ness dalam Mudsakkir. 2id
Hirpid., hal. 75-80,
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adanya sistem hukum yang konvensional yang menempatkan hukum pidana
sehagai hukum publik. Manakala terjadi kejahatan maka hubunpan yang
terlihat adalah bukan hubungan koordinasi antara pelaku dan korban, tetapl
hubungan sub-ordinasi antara pelaku dan pengoasa, baik sebagai wakil korban
ataupun yang ditugaskan uniuk memperhatikan kepentingan masyarakat.
Kedua, berkembangnya kejahatan yang tidak mcnimbulkan korban {erime
withowt victimy dari Rajshatan dengan korban yang tersebar {diffusion
vigtimization). He

Pada dasarnya korban kejahatan v mempunyal dug macam
kedudukan atau fungsi dalam sistem peradilan pidana, yaitu sebagai pihek
pelapor terjadinya kejahatan atau hindak pidana yang diposistkan sebagai saksi
korban, dan sebagai pibak pencari keadilan atas nestapa dan kerugian yang

. dideritanya karena menjadi korban kejahatan. Kedua kedudukan tersebui harns
mendapatkan perfindungan dan pemuliban oleh sistern peradilan pidana
dengan memadai. Dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban
kefahatan sebagai saksi menyumbang porsi terbesar dibanding kedudukannya
sebagai pencari keadilan. Kuatnya kedudukan korban kejahatan dalam Sistem
Peradilan Pidana, ditentukan dari seberapa besar eksistensinya diakui oleh
sistemn peradilan pidana. Eksistensi tersebut dilihat dari dipenuhinya hak-
haknya sebagai korban kejahatan.

Kurangnya kepercayaan korban terhadap peradilan pidana yang
tercermin dan banyaknya korban yang tidak mel_lapar, merupakan kegagalan
sistem peradila: pidana, baik dalam menata sistem maupun dalam mencapa
tujuan akhir, Dalam hal yang terakhir, selain harus berpedoman kepada
ketentuan tertulis harus diperhatikan moral yang didasarkan pada kebenaran
dalam melihat sustu perkara. Oleh karenanya setiap sub-sistem dalam sistem
peradilan pidana senantissa memiliki tanggung jawab berupa fanggung jawab
hukum untuk menegakkan hukum negara dan tanggungjawab mo'ra‘i untuk

melindungi, memulihkan dan menjunjong harkat martabat manusia,'?

Wrid, hal, 80
o hacroddin dan Syarif Faditlah, Korban Kefakhatan dalam Perspekiif ¥iktimalogl dan

Hhiksoy Pidarne Istom {(Iskaria: Griadhika Pregs, 2004}, hal. 61,
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Manakals terjadi penyimpangan dar kedua tanggungjawab tersebut,
akan menimbulkan efek negatif terhadap tersangka maupun korban. Dengan
kata lain, penyimpangan diatas akan menjadikan sistem peradilan pidena
sebagai fakior kriminogen sekaligus viktimogen. Terhadap tersangka, ia akan
menjadi korban struktural (struceural victims), misaloya karena penangkapan
dan penghanan yang tidak sah, sedangkas terhadap korban, selain ia telah
mentadi korban kejahatan harus pula menjadi korban sistem peredilan pidana
yang dalam mekanismenya kurang memperhatikan hak-hak dan perlindungan
korban yang merupakan bagian intepral dari keselurvhan sistem peradilan
pidana.'*!

1. Hak-hak Korban kejahatan secara sioum.

Mengacu pada United Nations Declaration on The Prosecution and
Assistance of Crime Victims pada butir 4 Part I-General Principles, antara
fain menefapkan secara fegas kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan
hakc-hak korban kejahatan yai ;

“Reparation by the offender to the vietim shall be an ebjective of the
process justice. Suck reparation wmay include (1) the retwrn of stolen
property, (2} monetary payment for loss, demages, personal injury and
psypchological trauma, (3} payment Jor suffering, and (4} service 1o the
victim. Reparation should be encouraged by the correctional process."”
- . Dari deklarasi PBB tersebut, nampak -bshwa masyarakat
internasional -sampai saat ini sangat memperhatikan kepestingan korban
tindak pidana sedemikian mpa sehingga tidak hanya semata-mata
menghendaki tercapainya twjuan kompesnsasi, melainkan dikehendaki juga
vagar reparation dimaksud menjadi fujuan dari suatu proses peradilas
pidana.’®
Secara wmum  boleh dikatakan bshwa hak-hek  yang harus

di;}arhatikan oleh sistem peradilan pidana dalam memantapkan kedudukan

2rbid,, hal 61.

Romli Atmasasmita, Pennlizan Karya Hmiah ientang Masalah Santunan Terhadap
Korban Tindok Pidana {Jskarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Depariemen Kehakiman,
1992), hai. 4.

Wibid , bal. 5.
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korban kejahatan sebagaimana dicantumkan dalam Decloration of Basic
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, adalah: '™
1. Akses unfuk memperoleb keadilan dan perlakuan yang adil (decess fo
Justice and fair treatment.

Suatu istilah yang sangat populer dipergunakan untuk merangkum
cita~cita hukum acara pidana, dan sering dipergunakan dengan pengertian
yang keliru adalah istilah istilah due process of law yang dalam bahasa
Indonesia kiranya dapat diterjemahkan dengan istilah proses hukem yang
adil. Lawannya adalgh arbitrary process atau proses yang sewenang-
wenang {(berdasarkan kuasa aparat penegak hukum). Tobias dan Petersen
menyatakan, bahwa due process of law itu (yang berasal dar Ingeris,
dokumen Magna Charta 1215) merupakan constitusional guaranty. ... That
no person will he deprived of life, liberty or property actions of the
governemnt. Oleh karena ity menurut mereka unsur-onsur minimal dari
dug process itu adalsh hearing, counsel, defense, evidence and a fair and
Impardal court.’™

Korban kejahatan selama ini cenderung terpinggirkan dari proses
peradilan, sehingga rentsn untuk tidak memperoleh akses untuk
memperoleh keadilan dan perlakvan yang adil dari sistem peradilan
pidana. Adapun perlakvan yang adil yang seharusnya-diperoleh oleh
Korban kejahatan dart sistem peradilan pidana, antara lain reencalmp :

= a Berhak atas suaty mekanisme dalam mendapatkan keadilan |
b. Berhak memperoleh ganti kerugian atas nostapa yang dideritanya |
¢. Dimungkinkan uniuk mendapatkan ganti kerugian dengan tata cara
formal (hukum) maupun secara non formal (dengan arbitrase, pﬁkiek»
prakiek kebiasaan atau hukum adat), yang cepat, jujur, murah dan dapat

diterima ;

Zinambang Jovo Supesc, “Suaty Kajion Yuridis Teshadop Masalah Korbon Tindak
Pidang Kejahaton Dalam Sictom Peradilan Pidana 41 Indonesin ¥ {Tesis Magister Hokum
Universitas Indonesia, Inkarta, 15933, hal. 88.90,

Thardjono reksodiputro, dalen HL Sachario, Perlindungan Hak Tersangha, Terdakwa,
denr Korben Tindek Pidana Terovisme Datam Sistem Feradilan Pidana Irdonesia {Bendung: PT.
Refilka Adithara, 20073, hal. 7374,
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d. Berhak atas  pemberitalwian mengenal peraturan dan  kemajuan
peradilan ;
e. Berhak atas jaminan keantanan pribadi dan keluarganya dari intimidasi
dan pembalasan dendam.
2. Ganti kerugian (Restirution).

Korban Kejahatan, keluarga korban, atau mereka yang bergantung
kepada korban berhak atas ganti kerugian (restitust) yang adil dari pelaku
tindak pidapa. Restitusi ini untuk kerban kejahatan dapat berbentuk
pembayaran ganti kerugian atas barang miliknya yang hilang, penggantian
biaya pengeluaran dan pemberian pelayanan dan pemulihan hak-haknya.
Sedangkan bagi kelompok korban (masyarakat) untuk kesus lingkungan
hidup, maka ganti kerugian berwujud pemulihan lingkungan, penataan
kembali infrasturktur, penggantian fasilitas masyarakat, dan pembayaran
kembali biaya pengeluaran. Restitosi ini dapat diberikan oleh pemerintah,
apabila ada pejabat pemerintah yang karena tindakan sewenang-wenang
atau karena kelalaiannya dalam menjalankan tagasnya.

3.Kompensasi/santanan (Compensation),

Korban kejahatan dan keluarganya serta mereka yang berganiung
kepada korban, yang menderits secara fisik atau mental akibat dard
kejahatan yang serivs dapal memperoleh kompensasi {santunan) dari
pelako kejahatan -maupun dart negara, Di dalam proscs. peradilan di
indonesia- selama ini tidak dikenal pemberian santunan kepada korban
xejatatan baik oleh pelaku kejahatan maupun oleh nepara. Yang selama
ini terjadi dalam praktek peradilan adalah tuntutan ganti kerugian,
Biasanya ganti kerugian oleh Korban Kejahatan dilakukan melalui sarana.
hukum perdata, sementara tantutan ganfi kerugian melalui sarana hukum
pidana hanya diperuntukkan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana
sebagaimana diatur dalam KUHAP tenfang ganti rugi dae rehabilitasi.

Walaupun hukumn pidana Indonesia tidak mengatur ketentuan
mengenai pemberian sastunan, akan tetapi dalam kenyatsannyz i
masyarakat beberapa kejadian tindak pidanz diakhind oleh pelaku dan

korban dengan perdamaian, dan ditambah dengan pemberian sejumlah
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vang oleh pelaku kepada korban. Perdamaian dengan disertal vang
santunan tersebut jamak terjadi untuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas
yang mengakibatkan luka atau meninggal dunia. Biasanya sctelah
dilakukan perdamaian, perkaranya tidak akan dilanjutken ke tahap
penuntutan. Inisiatif perdamaian dan pemberian santunan bissanya datang
dari pelaku tetapi seringkali terjadi inistatif ilu datang dari polisi yang
menangani perkara tersebut,

4. Pelayanan dan Asistensi (Service and assistance).
Korban kejahatan dapat menerima bantuan yang berbentuk materiil,
pelayanan kesehatan, psikologis dan sosial melslui negata (governmental},
sukarelawan {voluniary), dan masyarakat (community).

2. Hak-Hak korban kejahatan menurut KUHAP.

Meskipun KUHAP tidak mendefenisikan ‘korban kejahatan® secama
tepas, namun didalamnya memuat sefumiab ketentuan berksitan dengan
posisi pthak vang dirugikan {pihak ketiga yang berkepentingan). KUHAP
sendiri  mengatur tiga hak hukum yang memungkinkan korban-korban
kejahatan dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana. Pertama,
hek uniuk melakukan konirol lerhadap tindakan penvidik dan penuntut
umum, yakni hak untek mengaiukan keberatan terhadap tindakan
penghentian  penyidikan danfatau  penghentian  penuntutan  dalam

..~ kapasistasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 140

ayat (2) KUHAP). Kedua hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya
sebagai saksi, yaitu hak vntuk mengundurkan diri sebagai saksi berdasarkan
Pasal 168 KUHAP dan hak bagi kelunarga korban kejahatan dalam hal
korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak menglzinkan
tindakan polisi entuk melakukan bedah mayat atau penggalian kubur vatuk
otopsi {Pasal 134-136 KUHAP). Ketiga, hak untuk menuntut ganti kerugian
terhadap kerugian yang diderita akibat kejabatan (Pasal 98-101 KUHAP)
dalam kapasites sebagai pibak yang dirugiken
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a. Hak entak mengajukan pra peradilan atas penghentian penyidikan
atau penuntatan,

Berdasarkan kewenangannya, penyidik (peolisi) dapat melakukan
penghentian  penyidikan dengan pertimbangan; tidak cukup bukd,
peristiwa fterscbut bukan sebagai peristiwzs pidana, atau melakukan
penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum {Pasal 7 ayat (1}
huruf 1 jo Pasal 109 KUHAP). Demikizn juga jaksa penuntut umum,
berdasarkan atas kewenangannya dapat  melakukan  penghentian
peauntutan (Pasal 13 huruf h jo Pasal 140 ayat {2} heruf a KUHAP)
apabila menghadapai figa keadaan yaitu karena tidak terdapat cukup
bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan perbuatan pidana,
atau perkara ditotup demi hukam,

Tindakan penyidik atau peruntut umum tersebut dapat merougikan
kepentingan pihak keliga yang berkepentingan, termasuk kepenfingan
korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau pengadu. Oleh sehab itg,
pihak ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan keberstan
melahsi lembaga pra-peradilan (Pasal 80-81 KUHAP). Korban kejshatan
memang tidek discbutkan secara eksplisit pada pasal tersebut, tetapi
korban dapat dimasukkan sebagai salah satw pihak ketiga yang
berkepentingan dengan alasan gecara -faktual hak korbanlah yang
dilanggar dan yang menderita kerugian karena alasan itu pula korban
mengadu ateu melaporkas pelanggaran hukum pidana kepada polisi.

* b.Hak Korban untuk melzper dan menjadi saksi.

Orang yang menjadi korban dari suatu kejahatan berhak untuk
melaporkan kepada penyelidik astan penyidik (Pasal 108 ayat (1}
KUHAP), sedangkan orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana terhadap ketentraman den keamanan umum atau
terhadap jiwa atau terhadap hak milik berkewajiban untuk melaporkan
kepada penyelidik atau penyidik (Pasal 108 ayat (2) KUHAP).

Mentjadi saksi dalam perkara pidana adalah suatu kewajiban hukom
(Pasal 224, 552 atau 524 KUHP), sebagai pengecualian apabila ada
hubungan biologiz yang dekat dengan terdakwa (Pasal 168 KUHAP)
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dapat dijadikan alasan untuk mengondurkan dirt sebagai saksi. Menjadi
sakysi adalah keharusan hukum. Oleh sebab itu, korban kejahatan dalam
kapasitasnya sehagai sakst adalah melaksanakan kewajiban hukumnys,
sedangkan hak vang dimiliki oleh korban adalah untuk mengundurkan
diri  karena alasan-glasan  hubungannya dsgan terdakwa yang
kerrungkinan sulit untuk memberikan kesaksian yang objekiifl

Menuryt Pasal 180 ayat (1) hurof b KUHAP, sakst korban
kejahatan adalah saksi yang pertama didengar keterangannys di sidang
pengadilan. Kesaksian korban kejahatan adalab kesaksian yang paling
memenuhi svarat kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke 27
KUHAP, vaitis kesaksian yang diberikan kaena mendengar, melihat dan
mengalami sendirt.

Hak lain yang timbul, dalam hal korban meninggal dunia, adalah
kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan hukum beralih
kepada keluarga korban. Keluarga korban mempunyai hak untuk
mengizinkan ataw lidak mengizinkan tindakan bedah mayat (Pasal 134
KUJHAP) atau penggalian mayat yang telah dikubur (Pasal 136 KUHAP).

. Hak Korban untuk menuntut ganti kerugian,

Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian
materiil dun immateriil kepada pihak lain. Orang yang menderita
- kerugian yang disebabkan cleh perbuatan orang lain. yang melawan
hukum. Menurat hukum perdeta, memiliki hak uniok menuafut ganti
kerugran (Pagel 1265 KUHPerdata), - -+ -

Pengaturan mengenel (ganti kerugian) dapat di temwi dalam
Undang-undang Nomor 8 Tzhun 1981 tentang KUHAP yang memuat
dalam bab tersendiri mengenat ketentuan ganti regi yaitu pada Bab X1
tenfang Ganti Rugi dan Rehabilitast, Namun demikian pengaturan
mengenal gant rugi dalam KUHAP lebih ditegaskan uniuk seseorang
yang i dugas sebagai pelaku kejahatan yang diproses oleh peradilan
pidana. Scbagaimana bunyi pasat 95 ayat {1} yang menyebutkan:
tersangks, terdskwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian
karena ditangkap, ditehan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan
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lain, tanpa alasan vang berdasarkan undang-undang atan karena
kekeliruan mengenai orangnya atan hokum yang diterapkan.

Kalau ganti kerugian dalam KUHAP adalah hak yang diberikan
kepada orang yang di duga sebagai pelaku kejahatan, laiu bagaimana
dengan korban? Dapatkah ia juga bisa memperoleh ganti kerugian atas
kerugian yang dideritanya dan bagaimana bentuk pengajuan ganti
ruginya? Perfanyaan terscbut pantas dikemukakan karena dalam Bab XII
tentang ganti rugl dan rehabilitasy, termyata KUHAP tidak menyinggung
sedikitpun mengenal ganti rugi untuk korban kejahatan.

Apabila dicermati ketentuan dalam KUHAP dengan seksama,
maka ganti kerugian dapat diberikan kepada korban kejahatan dengan
mienifik pada Pasal 98 avat (13 yang berbunyi: Jika suaty perbuatan yang
menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana olch
pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim
ketna sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk
mengpabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana
iy,

Maksud dari “kerugian bagi orang lain” {subyeknya) tidak bersifat
Himitatif yakni sesuai dengan kefeptuan dalam hukum perdata siapa saja
yang menderita kerugisn yang ditimbulkan olch sustu kejshatan,
termnasuk kerugian pihak korban {penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP),
sedangkan jenis keruglan yang ditimbulkan dari suatu kejahatan bersifat
limitatif, yakni dibatasi pada kerugian yang bersifat materiil berupa
haya-biaya atau pengganti biaya yang telzh dikelwarkan oleh pihak
ketiga vang berkepentingan {(Pasal 9% KUHAP) yang dikuatken dengan
yurisprudenst Mahkemah Agang RI Nomor 976 K/Pid/1988 tanggal 24
September 1991, Ketentuan tentang jenis kerugian ini fidak sesuai
dengen aspirasi Pasal 101 KUHAP yaitu “ketentuan dan aturan hukum
acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian.” Hukwn perdata tidak
membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang

girugikan {(penggagat) apsbila kerugian tersebut besar-benar sesuai
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dengan prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365
KUHPerdata.

Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban kejahatan yang
dapat digabungkan dangan perkara pidana, merupakan bentuk baru yang
diperkenalkan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pemeriksaan dan
putusan dikabulkan atau tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat
asesoir, artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti
kerugian bergantung kepada putusan perkara pokok, yakni perbuatan
pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan ganti
kerugian kepada pihak ketiga baru dapat dieksekusi jika putusan
pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Namun demikian ternyata terdapat beberapa kekurangan dari
KUHAP menyangkut pemberian ganti rugi imi, selain -prosedur
pengajuannya yang tidak sederhana karena pengajuan ganti kerugian
hanya dapat dilakukan melalui gugatan permohonan ganti kerugian yang
digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya, tetapi juga
mengenai bentuk ganti rugi yang diberikan yang hanya terhadap
kerugiaan yang sifatnya riil. Sementara pengajuan ganti rugi immateriil
hanya dapat diajukan dengan prosedur gugatan perdata yang prosesnya
lama dan berbelit-belit.

Putusan -hakim hanya terbatas- -tentang pengabulan yang
menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang
dirugikan. Hal ini berarti besamya ganti kciugian hanyalah sebesar
jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. Di luar kerugian nyata,
seperti kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat diajukan dalam
penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateriil ada
diajukan oleh pihak yang dirugikan, hakim harus menyatakan gugatan
tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke).'?®

Dalam hal ganti rugi, terdapat beberapa hal yang tidak diatur
dalam KUHAP, tetapi diatur dalam peraturan pelaksananya yaitu
Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Bab Ganti Kerugian dalam

126 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid If

(Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1983), hal. 604.
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KUHAP tetapi sudah diatur dalam  beberapa ketentuan hukum

pelaksananya, yaitu Peraturan Pemeriniah Rl Nomor 27 Tahun 1983

lentang Pelaksanaan KUHAFP dan Keputusan Menteri Keuangan Rl

Nomor,283/KMK.01/1983  tentang Tata Cara Pembayaran Ganti

Kerugian, adalah sebagai berikut :

&. Botas waktu untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan fata
caranya;

b, Dasar pertimbangan bagt hakim untuk mengabulkan atau menolak
perminfasn ganh kerugian,

¢. Sifat dan jumlah ganti kerugian, yang dalam Pasal 1 butir 2 Ketentuan
Umum KUHAP, ganti kerugian tersebut hanya berupa imbalan
sepunsiah vang;

. Siapa atau instansi mana yang harus dipertanggungjawabkan atas
beban ganti kerugian tersebut

¢. Cara pelaksanaan pembayvaran ganti kenugian,

Alasan utama ganti kerugian kepada pihak korban oleh negara
antaca lain, karena merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga
negaranya, tidak cukupnya ganti kervgian unfuk pare korban, ketidak
layakan pembagian penghasilan dan pandangan sosiologis bahwa
kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.  Ganti kerugian
oleh- negara ini “sccars tekmis lebih merupakan svate . nelayanan
pembayaran  kesejahteraan ’daripada pembayaran santunan asuransi.
Kompensasi akan dibayarkan “ex gratia”, bukan karena pemerintah
menerima bahwa negara harus berfanggungjawsb atas kerugian yang
disebabkan oleh perbuatan seseorang terhadap orang lain.'”

3. Hak-Hak korban kejahatan menurut Rancangan KUHAP,

Saat ini sedang dilakukan usaha-usaha untuk melakukan perubahan
atau revisi terhadap KUHAP yang dipandang tidak dapat lagi mengikuti
perkembangan dan perubahan di bidang sosial, ekonomi dan hukum akibat
pengaruh  globalisasi dunia yang demikian cepatnya. Disamping itu

Wakid hal, 31,
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Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional vang
substansinya langsung berkaitan dengan penegakan hukum antara lain:

a. Convention Against Torture and Other Crucl, Inbuman ov Degrading
Treatment or Punishment vang disshkan dengan Undang-Uadang
Nomor § Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture
and Cther Cruel, Inhuman or Degrading Treaiment or Punishment
{Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlskuan alau Penghokuman
Lain vang Kejam, Tidak Manusiawi, atsu Merendahkan Martabat

Manusia;

b. Duernational Covenant on Civil and Political Rights vang disahkan
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tzhun 2005 fentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights {Kovenan
Internasional tentang Hal-Hak Sipil dan Politik) ;

¢. United Nations Convention Against Corruption yang disahkan dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United
Nations Convention Against Corruption, 2003 (Koovens: Perserikatan
Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Dengan diratifikasinya sgjumliah konvensi internasional ite, menjadi
kewajfban dari pegarz yang meratifikasinya untuk mengimplementasi-
kannya dalam ketentuen hukum di negaranya. Beberapa mustan dalem
konvensi intermasional tersebut mengatur sejumlab ketentuan mongenat hak
asast manusia, terutama mengenal penahanan yang langsung terkait dengan
substansi KUHAP. Selain permasalahan prakiik penanganan perkara tindak
pidana, perkembangan hukum dan pervbahan peta politik yang dibarengi
dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global
berpengaruh pula pada makna dan keberadaan substansi KUHAP.
Perubshan harus dimaknai depgan suatu keinginan yang lebih maju,
terutama demi menciptakan rasa keadilan dalans masyarakat seiring dengan
aspirasi rakyat yang berkembang sesual dengan tuntutannys. Untuk ihu,
perabshan  KUHAP yang diiinginkan harns mencerminkan  tuntutan

tersebut, '+

Jika KUHAP belum secara cksplisit mengatur mengenai perlindungan
hulum  terhadap  korban  kejahatan  sebagaimana  telah  dijelaskan
schelumnya, bagaimana dengen Rancangan KUHAP? Apazkah sudah

%L ihal penjelasan Umum Rancangan KUHAP Tahun 2008. Dircktorat jenderal Peraturan

Perundang-undangan, Departemen Fukum dan Hak Asasi Manusia RI Pebruari 2008,
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memasukkan berbagai ketentuan mengenai perlindungan hukum dan
pemenuvhan hak-hak dari korban kejahatan?

Apabiia di perhatikan, RKUHAP Tzhun 2008 berbeda dengan
KUHAFP yang tidak secara eksplisit menyinggung mengenai perdindungan
hukum bagi korban, dalam RKUHAP Tahun 2008 dengan jelas
mencantumkannya dalam ketentuan yang berdiri sendini, yaitu pada Bagian
Ketiga mengenai perlindungan bagi pelapor, pengadu, saksi dan korban

yaitu :

Pasal 40:

Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
{1}, sctiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pagsal 12
ayat (2), dan setiap pegawai negerl sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (3} wajib memperoleh perlindungan hukum, berupa
perfindungan fisik dan nonfisik,

{1) Perlindungan hukem sebagaimana dimaksud pada avat {1} berlaku juga
dalam proses Penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

{2} Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan
tanpa batas waktu, ; ' e

{3} Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang yang berlako.

Pasal 41 :

Semna biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan dan
perindungan peiapor, pengadu, saksi, atau korban scbagaimana dimaksud
dalam Bab Il dibebankan pada negara,

Dari bunyi Pasal 40 dan 41. dapat dilihat bahwa pembuat RKUHAP
telah memahami bahwa perlindongan hukum dan pemenuhan hak-hak dari
korban kejahatan merupakan kemiscayaan dalam ketentuan hukum formil
yang modern. Hal inf dapat dilihat dari frasa “wajib” dalam kalimat wajib
memperoleh perlindungan bukum, beropa perlindungan fisik dan nonfisik.
Ini berarti perlindungan hukum berupa perlindungan fistk dan non fisik
bukan lagi merupakan hak dari korban kejahatan dan pihak lainnya yang
tercantum dalam Pasal 40, tetapi sudah merupakan kewajiban untuk
diberikan kepada mercka. Namun demikian tidak ads kejelasan mengenai

kewsjiban memberikan perlindungan hukum kepada ssksi dan korban
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tersebut, Siapa yang wajib memberikan perlindungan hukom, dan apakah
ada sanksi kepada pihak-pihak yang melalaikan kewajibannys itu,

Mengenai ganti kerugisn kepada korban, RKUHAP Tahun 2008
mengaturnya pada bagian fersendirl yaitu di Bab XI Gantt Kerugian,
Rehabilitasi, Dan Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap
Korban khususnya pada Bagian Ketiga, mengenai Putusan Pengadilan
Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban.

Pasal 138

{1} Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban vang menderita
kerugian matene! akibat tindak pidana vang dilakukan oleh terdakwa,
Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada
korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.

(2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana digita dan dilelang
untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

(3} Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi
kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan

masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.

(4} Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus
berupa kewaijiban terpidana vntuk membayar ganti kerugian kepads
korban,

{31 Ketentuan lebih larint mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan
pelelangan sebagaimana dimaksnd pada avat (2} diatar dengan
Peraturan Pernerintah,

Pasal 136

Putusan mengenal ganti kemigian dengan sendirinya memperolsh kekuatan
hukum tetap, apabila putusan pidenanya telah memperoleh kekuatan hokum
tetap.

Walaupun telah diatur tersendiri dalam RXKUHAP mengena
ketentuen ganti kerugian rerhadap korban, namun tidak ada kejelasan
mengenal bagaimana cara korban memperolehnya, apakah melalui prosedur
gugatan ganti kerugtan yang digabungkan pemeriksaannya dengan perkara
pokok, ataukah secara langsung tanpa melalui gugatan. Selain itu yang
sangat penting adalah, RKUHAP tidak mengakomodasi kepentingan dan

peran korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana termasuk diberikan
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kesempatan untuk terlibat dalam penentuan pemidanaan. Dalam hal
kemungkinan diakomodasinya kepentingan dan peran korban kejahatan
dalam sistem peradilan pidana termasuk penjatuhan pidana, akan diulas
secara mendalam dalam bagian rekonstruksi hukum pidana dan sistem
peradilan pidana di indonesia dalam hal perlindungan ferhadap korban
kejahatan dan hukum pidana adat den hukum pidana islam, sistem hukum
alternatif yang dapat dikembangkan.
C. Perlindungan Huekam dan Pemenuhan Hak-Hak Korban Kejahatan
Dalam Prakick Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia.

Sebagaimana telah diurgikan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam
hukum prdana formil yang dipergunakan saat ini sebagai landasan operasional
dari sistem peradilan pidana terlale membarikan perlindungan kepada pelaku
kejahatan, sementara korban sendini schagai pihak yang dirugikan dengan
terjadinya kejahatan tersebut justru terabaikan dan tidak mendapatkan
perlindungan hukum yang memadai.

Memang disadari latar belakeng perlindungan tersangka dan terdakwa
dalam hukum acara pidana disebabkan oleh pemikiran bahwa tersangks dan
terdalkewa cukup lama tidak memperoleh perlindungan -hukum vang layak dan
memadai saal berlakunys hukum acara pidana dan hukum pidana warisan
kolonial schingge pomikiran mengenai perfunya dimasukan ketentuan yang
mengatur mengenai perlindungan hukum ferhadap korban secara khusus
dalam KUHAP tidak mendspat resposn dan kajian mendelam dari pihak
fegislatif. Perlindongan dan pengaturan hak-hak korban kejahatan dengan
masuknya mereka sebagal pihak ketiga dalam sistem peradilan pidana dan
proses penyelesaian perkara di pengadilan, telah menimbulkan polemik dan
diskursus yang cukup tajam.

Menarik juga memperhatikan persepsi korban kejahatan dalam menilai
kinerja aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara. Beberapa
korban yang diwgwancaral memandang proses penyelesaian perkara pidana
sangat lambat dan berbelit-belit serta sangat menguras tenaga dan pikiran dard
korban untulk mengikuti perkembangannys. Bahkan dalam kasus terdentu yang
menarik perhatian publik dimana pelakunya ditengarai merupakan “orang
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kuat™ baik secara finansial maupun yang memiliki kekuasaan, maka kinerja
aparat penegak hukum dalam penilaian korban sangat tidak maksimal. Bahkan
mienurut Suciwatt Munir, kinerja aparat penegak hukum menurutnya sangatiah
buruk hal ini terlibat dant lamanya proses penvelesaian perkara pembunuhan
suaminya. Selain itu proses hukumnya sendir sangat tidak transparan dan
terkesan ditutup-tutupi. Baginva negara yang direpresentasikan oleh aparat
penegak hukum, seharusny2 memberikan rasa keadilan dengan membawa para
pelaku kehadapan hukum dan mengadilinya serta menghukumnya sesuai
dengan kejahatannya, bukan melindunginya atau mernbjarkan para pelakunya
bebas hanya karena kefakutan. Lebih lanjut menorut Suciwati, negara belum
memberikan perlindungan hukun dar pexenvhan hak-hak korban kejahatan.
Jangankan vatuk melindvogl dan memenuld hak-hak dirinya sebagai korban,
unfuk penegakan hukum afas perkara suaminya sendiri belum jelas. ™

Untuk ity, schelum membahas lebih jauh mengenal perlindungan
hukum dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan dalam praktek penyelesaian
perkara pidana dalam sistem peradilan pidana, pertu dikemukakan beberapa
arguomentasi mengapa perlu dilakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak
dari korban kejahatan. Muladi menyebutkan ads beberapa argomentasi
mengapa korban kejahatan perlu dilindungi:'™
Pertama, proses pemidansan delam hal ini mengandung pengerian, baik
dalam arfi.umum mavpuo dalam arti kongkeit, Dalam ari unum, proses
pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai asas
legalitas, yang mencgaskan hahwa, balk poena maopun crimen harus
ditetapkan lebih dahulu apabila hendak menjatehkan pidana atas diri seorang
pelaku tindak pidana. Dalam arti kongkrit, proses pemidanaan berkaitan

dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas

FWawgncars dengan Suciwai Manis di kantor Kontras 11 Borobudur No. 14 Jalarte

Pusat, tangeal 8 Junt 2009, dulam Keitan lamacya penangenas perkara pembunchan susminys,
seteish menghabiskan waktu yang lama berkisar aniara ligs sompal empat tabun babkan sebagian
pelakunya sampai saat int masih belum dieksekusi oleh juksa penuniut umu, sast ini schagian
pelaku pembunsuhan telah menjalant pesidangan dan telah dibukurn, vaite Pollycarpus dibukum
20 rahun penjara, Iadrx Setiawan 1,5 whun penjars, Robainil Adni 1 tahun penjara, Sementara
Muchdi PR. Mantan Deputy V BIN yang disangka sebogai intelekival duader permbunaban Munir
divonis bebas oleh Majelis Hakin Pengadilan Negen Jakarta Selatan dan saat ini sedang dafam
proses upaya hukum kasasi ke Mabkamah Agung,

Yhtutadi (b), Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradifan Pidana (Semarang:

Tiadan Peperbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. I8,
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lembaga pemasvarakatan dan sebagainya), Disini, terkandung didalamnya
tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan
keterkaiten sosiologis dalam kerangks hubungan antar manusia dalam
masyarakat pada lain pihak. Secara sosiologis, semua warga negara harus
berpartisipasi penub  di dalam  kebhidupan kemasyarakatan. Masyarakat
dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melerubaga (spstem of
institutianalized rusty, Tanpa kepercayaan ini, iceisiiitzpan sosial tidak
mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan vang
pasti dalam bertingkah laku. Kepereayaan ini terpadu melzlui norma-norma
vang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan {(organisasional} seperti
kepolistan, kejeksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan  sebagainya.
Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan bermakna penghancuran sistem
kepercayaan tersebuf. Pengaturan hukum pidena dan hukum lam yang
menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem
kepercayaan tersebut.

Kedua, argumentasi lain vang mengedepankan perlindungan hukom bagi
korban kejahatan adalal argumen kontrak sosial dan argumen solidariias
sosial. Yang perfama, menyatakan bahwa neéam béieh dikatakan _memclmo_poli
seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan vang
bersifat pribadi. Qleb karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban,
negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban
tersebut. Yang disebut ferakhir, menyatakan bahwa negara harus menjaga
warganegaranya dalam memaonuhi kebutuhannya stan apabila warganegaranya
mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan
atau menggunakan saranas-sarana yang disediakan oleh negara, Hal ini biza
difakukan baik melalui peningkatan pelayaran maupun melalui pengatoran
hak.

Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitken dengan salah satu
tujvan perridanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelssaian
konflik, Penyelesaian konflik yang ditimbutkan oleh adanya tindak pidana,

meraulibkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damat dalam masyarakat.
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1. Tahap Penyidikan.

Kepoligian adalah instansi dard sistem peradilan pidana yang
pertama kali berhubungan dengan korban kejshatan setelsh ferjadinya
tindak pidana. Delam situasi demikian, polisi sesupggubnya bukan hanya
berhadapan dengan persoaslan hukum pidang saja, fetapt jugs dengan
persoalan korban scbagai manusia yang secara psikologis mengalami
guncangan akibat menjadi korban kejahatan, Sehingga sudah sclayaknya
korban kejahatan diperlakukan dengan penuh perhatian, dan penghargaan.
Tindakan polisi dalam memproses perkara yaitu dalam melakukan
penyelidikan dan penyidikan tidak beleh merugikan kepentingan korban
kejahatan zevia meyendahkan harkat dan martabat mereka sehagai manusia,

Untuk mengetahul bagalmana persepsi polist sebagai penyidik dan
penerimaan mereka mengenai konsep perlindungan hukom dan pemenuban

“hak-hak korban kejahatan dalem praktek pada tahap penyidikan, telah
dibagikan daftar perfanyean yang diberikan kepada beberapa perwira
menengah pada Biro Analisis Bareskrim Mabes Polri, dengan beberapa

pertanyaan mengenal perlakuan penyidik kepada korban kejahatan pada

tahap penyidikan, mulai dari penerimaan laporan atau pengaduan dari
korban/pelapor, pemberitahuan perkembangan penanganan perkara, upaya
penyelesaian perkara di luar pengadilan, dapatkah korban kejahatan
diwakili oleh kuasa hukum, dan apakah diperlukan swatu lembaga khusas
yang menampung dan melayani kepentingan korban dalam sistem peradilan
pidana khususuya pada ishsp penvidikan serla bagaimana  benluk
partisipasi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana yang dapat memperkuat
kedudukan hukumnya. Dani ;zeztanyaén-pertmyaan vang diajukan tersebut,
didapat persepsi polisf sebagal penyidik mengenai kedudukan dan korban
kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Satu hal yang patut ditekankan adalah semua perwira menengah
polist yang mengisi kuisoner ini mengakei bshwa dalam prakfek
penyelesaian perkara khususnya pada tahap penyidikan memang korban
kcjahatan belum mendapat perhatian dari aparat penegak hokum dan kurang

berperan dalam proses penyelesaian perkara, Hal ini lebih dischabkan

Universitas Indonesia
Memantafkan Kedudukan..., Fauzy Marasabessy, FH Ul, 2009



111

karena hukum acaranya yang tidak memberikan ruang kepada korban untuk
berperan, kecuali sebatas memberikan kesaksian sebagai saksi korban.
Namun hal terscbut tidak bisa semata-mata dipersalahkan kepada aparat
penegak hukum. Karena Polisi sebagai salah satu unsur dar sistem
peradilan pidana, hanya melaksanakan perintah dan kehendak dan undang-
undang,.
Namun demikian menurut mereka, bukan berarti dalam prakteknya
polisi mengabaikan hak-hak korban kejahatan, Hal imi sesuai dengan tugas
kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya
penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat, penegakan hulmim, perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Saat ini kebijakan pimpinan kepolisian unfuk percepatan
pembangunan kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian telah
menetapkan program Quick Wins yang dapat langsung dirasakan oleh
masyarakat terdiri dari 4 (empat) program yaitu: : -
1. Kecepatan merespons (quick respons) permasalahan yang terjadi di
tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini menjadi tugas dan fungsi
Samapta,
- 2. Transparansi dalam pelayanan SIM, dalam hal ini menjadi tugas fungsi

Lantas;

3. Rekruitmen personil kepolisian yang profesional, bersih dan bebas
KKN, dalam hal ini menjadi tugas dan fungsi SDM/Personil.

4. Pelayanan kepada pihak yang sedang memperjuangkan keadilan melalui
pemberian SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan) kepada pihak pelapor (korban kejahatan), dalam hal ini

menjadi tugas fungsi Reskrim, '

3lywawancara dengan Kombes Drs. Apus Salim, Analis Utama pada Biro Analisis
Bareskrim Mabes Polri di Gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polr JI. Trunocjoyo No. 3
Jakarta Selatan, 8 April 2009.
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Dari empat program quick wins ini, yang secara langsung berhubungan
dengan kepentingan korban kejahatan adalah butir 1 dan 4. Yang periama
menyangkut respon aparat kepolisian saat terjadinya kejehatan, biasanya
berdasarkan laporan dan pengaduan deri korban kejahatan, dan yang
terakhir menyangkut kegiatan penyidikan.™

Kegiatan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh polisi,
dimulai dari serangkaian kegiatan penyelidikan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari kegiatan penyidikan. Penyelidiken dimaksudkan
sebagai langkah awal polisi untuk mengumpulkan bukti permulaan agar
dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Dalam kegiatan penyelidikan,
merupakan fungsi dan wewenang polisi untuk menerima laporan dow
pengaduan dari pihak-pihak yang dirmugikan. Dalam tahepan penyeiidikan
inilah, awal korban kejahatan mulai berhubungan dengan sisiem peradilan
pidana,

Pada prinsipnya setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan
kepada polisi wajib diterima, dan berwenang untuk menanganinya baik hal
ity yang bersifat pemberitahuan biasa afau laporan, maupun yang bersifat
delik aduan. Menurut kefeniuan Pasal 103 ayat (1) KUHAP, apabils
penyelidik menerima laporan atan pengaduan, harus "segers” melakukan
penyelidikan yang diperlukan. Baik hal itu atas dasar “pengstahuannya”™
sendirl mappon berdasarkan laporan atau pengaduan.

Namun  seringkali terjadi  aparat penyvelidik tidak mau
menindaklanjoti laporan atew pengaduan vang disampaikan kepadanya,
sehingza kemungkinan besar tindak pidana yang dilaporkan cleh korban
kejahatan tidak ditindaklanjuti dan pelakunya tidak di;;mses secara hukuwm.
Terhadap sitvasi ini KUHAP tidak memuat sanksi atag sikap polisi sebagai
penyelidik dan penyidik seperti itu serta alternatif saluran lain yang dapat
ditempuh vntuk melaporkan atau mengadu mengenai tindak pidana yang
telah menimpanya.

Apa yang dapat dilakukan korban kejahatan hanyalah melaporkan

hal ini ke "atasan”™ pejabat penyelidik tersebut, dalam rangka pengawasan

YW awancara dengan Kombes Drs. Agas Salin.
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built in control. Hanya ini jalan satu-satunya yang dapat diharapkan
menembus kemungkinan terjadinya penggelapan atau pengeyampingan
terhadap pelaporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyelidik
ata penyidik. Lain halnya jika penyidiken telah dimulai, dan telah
dismmpaikan pemberitahuan penyidikan kepada pihak penuntut umuom.
Dalam hal ini jika pithak penyidik menghentikan peoyidikan, penuntut
umum dapat meminta atau mengajukan pra peradilan vntuk memutuskan
sah atau tidaknya penghentian penyidikan dimaksud."™

Untuk wmelihat sejauh mana kepentingan dan hak-hak korban
diperhatikan oleh penyidik polisi dalam (ahap penyidikan, dilaicukan
penelitian terhadap berkas perkara yang dibuat oleh penyidik pada Polres
Jakarta Selatan untuk empat perkara, masing-masing atas nama:

}. Tersangka Kusnandar alias Devid, melanggar Pasal 351 ayat {23 KUHP.

2. Tersangka Pamoto alias Wili, melanggar Pasal 2835 KUHP,

3. Tersangka Rosikin bin Kasnawi, melangear Pasal 35] ayat (2) KUHP.

4. Tersangks Andri Octavendy bin Muh. melanggar Pasal 406 ayat (1)
KUHP. :

Hasil penelitian yang dilakukan mmnpérlihaﬂ:an bahwa dalam tabap
penyidikaa, polisi belum memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban
kejahatan dan hanya menempaikan korban sebagai saks: yang merupakan
bagian dari, alat bukii. Hal ini dapat dilihat dengan tidak dimasvkkannya
rincian kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dalam berkas perkara,
Pertanyaan-pertanyaan yang digjukan kepada korban oleh penyidik juga
hanya untuk kepentingan pemenuhan unsur pasal yang disangkakan, Malah
dalam perkara kesusilaan (Pasal 285 KUHP) an. Tersengka Pamote alias
Wili, saksi korban perkosaan diperiksa oleh penyidik laki-laki dan tenpa
didampingi oleh siapapun, dengan pertanyaan-pertanyaan langsung yang
dikhawatirkan akan  dapat menimbulkan tekanan psikologis terhadap

korban kejahatan perkosaan tersebut,

04, Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Pencrapan KUHAEP, FPenyidikan
dan Penunipton. Edisi Kedua {fakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 104,
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2. Tahap Penuntutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Rl, imstitusi Keisksaan sebagai bagian darl sistem peradilan
pidana atau dalam rongka keferpaduan sistem peradilan pidana Indonesia
bertanggung jaweb dalam melaksanakan tugss dan wewenangnya dalam
melakukan penuntuian dan pelaksanaan putusan hakim seria tugss-lugas
lainnya yang diater oleh undang-undang, waity menetapkan serta
mengendalikan kebijaksanaan umum, penegak hukura dan keadilan. Tugas
penuntutan merupakan tugas utama dari institesi Kejaksaan, disamping
tugas-tugas lainnya yang distur dalam Undang-undang, seperti melakukan
penyidikan perkara Korupsi dan pelanggaran HAM berat dan sebagai Jaksa
Pengacara Negara.

Dalam fugas penuntufan, Kejaksaan melaniutian tugas dan sub
sistem peradilan pidana sebelumnyz vaitu kepolisian. Kejaksaan
melanjutkan tindakan penyidikan yang dilakuvkan oieh polisi dalam benfuk
pelimpahan berkas perkara ke pengadilan disertai dengan surat dakwaan,
yang berist rumusan pasal dan informasi peristiwa pidana yang terjadi untuk

- -selan;i_utnyé“ v-:iiper‘i\k'sa Oléil hakim dala:x.l pérsidangaﬁ, Dalam persidangan
tugas jaksa adalsh schagal pepuntut uwmum yang akan membuktikan
dakwaanmya disertal sejumiah alat buki yang akan diketengabkan di depan
persidangan  dan  selanjuinyas mengajukan tuplutan pidana  terhadap
terdakwa.

Kaitannya dengan peran korban kejshatan dalam tahap pénuntutarz
dan pemenuhan hak-haknya, pada tzhap ini sebenamnyz korban juga amat
berkepentingan akan  keberhasilan  penuntut  umum membuktikan
dakwaannya. Namun sayang sckali, pada tahap penuntutan peran korban
kejzhatan mengalami marginalisasi. Korban kejahatan hanya diposisikan
sehagal saksi atau menjadi bagian dari alat buktl, Korban fidak mendapat
kesempatan untuk mengemukakan kerugian yang dideritanya. Dengan kata
lain korban menggantungkan nasibnya kepada Jaksz Penuntut Umum dan
menyerahkan sepenuhnya hak dia untuk mengemukakan kerugian dap
mengajukan upaya hukum apabila hukuman yang dijatubkan kepada pelaku
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kejahatan tidak sesuai dengan harapannya. Akan telapi tidak ada kewajiban
hukum bagi jaksa penuntut umem antuk mengakomodasi keinginan korban
kejahatan tersebut karena menurut mercka, penuntut umum bukanlph dalam
posist mewakili kepentingan korban, tetapi vang diwakili adalah
kepentingan negara, ™

Korban tidak diberi peran dan kesempatan untuk terlibat dalam
kegiatan pembuktian di pengadilan, karena tugas pembuktian menjadi hak
prerogatif Jeksa Penuntut Umum. Semenatara korban kejahatan memiliki
kepentingan atas keberhasilan tugas penunfutan yang dilaksanakan oleh
Jaksa Pemumiuvt Umum, scbab dengan berhasilnya tugas penuntotan dengan
dihukumnya pelaku kejahatan, barulah korban kejahatan dapat memperoleh:
haknya berupa ganti kerugian materiii yang dideritanya, sebagaimana
disyaratkan dalam KIUTHAP.

Untuk melibat sgjauh mana kepenfingan dan hak-hak korban
diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan, dilakukan
penelitian terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa
penuntut wnum pada Kejaksaan Negen Jakarta Selatan untuk empat
peikara, masing-t_riasing atas nama
1. Terdakwa Kusnandar alias Devid. Register Perkara Nomor: PDM-

353/JKTSL/Ep.1/02 2006. Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Terdakwa Pamoto alias  Wili. Register Perkara NomorPDM-
1590/TKTSL/Ep. 1/07/2006. Melanggar Pasal 285 KUHP.
3. Terdakwa Rosikin bin Kasnawi. Register Perkara Nomor:PDM-
1564/JKTSL/Ep.2/08/2007. Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
4, Terdakwa Andri Octavendy bin Muh. Ali Register Perkara Nomor FDM-
389/Ep.2/02/2007. Melanggar Pasal 406 ayat {1) KUHP.
Hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa dalam tahap
penuntutan, jaksa pesoniut umum belum memperhatikan kepentingan dan
hak-hak korban kejahatan. Hal ini dilihat dari tidak dimasukkannya rincian

Mwawancara dan kuisoner kepada beberapa Jaksa pada Jaksa Agung Muda TP, Umun
{IAM Pidum) Kejaksaan Apunz RI dan Keickssan Neperi Jakerie Selatan pada wmumnya
membertian fswaban bahws Joksa dalam melsksanakan fugas penuniufan adalah mewakill
kepssiingan negers dun tdak ads bewaliban hukum uoiuk mengikuti keinginan korban kejahatan,
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kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dalam surat dakwaan. Begitu
pula dalam tuntutan pidana, jaksa penuntut umum tidak merinci kerugian
korban dan menjadikannya sebagai perlimbangan dalam tuntutan. Selain itu
jaksa penuntut uvmum Hdsk memasukkan kewajiban terdakwa untuk
mengganti kerugian yang dialami korban kejahatan dalam tuniutannya,

Menarik untuk dicermati, dalam perkara An. Terdskwa Andd
Octavendi, jaksa penuntul umum melampickan surst pemyetaan dari salah
satu korban kejahatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa
sudah mengganti kerugian yang dialami oleh korban, dan korban telah
memaafkan sepala perbuatan terdakwa. Akan tetapi dalam tuntutannya
teinyata jaksa penunfut umum  tidsk menyinggung mengenai  surat
pernyataan dart kotban mengenai Kerugian vang sudsh diganti sleh
terdakwa, dan perbuatannys vang telah dimaafkan ity dalam hal-hal yang
menjadi pertimbangan dalam tumtutan. Hal ini menunjvkkas bahwa’
perdamalan yang fenadi antare terdakwa dan korban tidak menjads
pertimbangan untuk penghentian penuntutan maupun pertimbangan dalam
pengajuan tuntutan pidana, Dengan demikian prinsip hukum pidana sebagai
wliimum remedium szma sékgli ticiak berlaku dalam i;mses penyelesaian
perkara,

Sesungguhnya dalam melaksanakan fkigas penunfutan, jeksa telah
dibekali sejumlah petunjuk teknis yang berkaitan dengan penanganan
perkara mulai tahap pra penuntutan sampai dengan seat pemerniksaan
perkara di pengadilan. Salah sstu petunjuk teknis terkait kecermatan
penanganan perkara oleh jakss pepuntut umumn, yaitu surai Jaksa Agung
Muda Pidana Umum Nomor ; B-403/E/9/1993 tanggal & September 1993,
perihal kecermatan dalam melimpahkan perkara ke pengadilan, yang salah
satu petunjuknya mengenai kecermatan dalam menerima dan menelits
berkas perkara dani penyidik kepolisian, yang harus memenuhi persyaratan
kelengkapan formil  yang melipuli semua prosedur, persyaratan dan
keabsaban pelaksanaan tugas peayidikan sesuvai ketentuan undang-undang;
dan memenuhi persyaratan kelengkapan material, yang meliputi semua

informasi. data, fakia dan alat bukti yang sah yang diperlukan bagi
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kepentingan  pembuktian. Indikator kelengkapan syarat materisl
menggunakan kriteria umum  dimana salah sate dianlaranya  adalah
mengenai akibat apa vang ditimbulkan dan suatu kejshatan {ditinjau secars
viktimologis). Namun justru merupakan sebuah paradoks ketika jaksa
penuitut umum menentokan salah satu standar kelengkapan berkas dari
tinjauan viktimologis mengenai akibat yang ditimbulkan (kepada korban
kejahatan}, tetapl dalam perumusan surat dakwaan dan surat tontutan jaksa
penuniut umum tidak mencantumkannya,
3. Tahap Pemeriksaan Perkara.

Dalam tahap pemeriksaan perkara di pengadilan, Hakim menempati
posisi yang sangat sentral, karena 12 memcgang kekuasaan judisial untuk
memetiksa dan memutas perkara. Dalam melaksanakan kekuasaannya itu,
hakim berads dalam posisi mandiri don tidak dapat diintervensi oleh
keluasaan apapun. Berbeda dengan polisi dan jaksa yang dalam
melaksangkan fegasnya mewakili negara atan kepentingan umum, maka
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan atas keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Psa.

Hakim dalam memefiksa dan siemutyskan péikars; didasarkanl pada
hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara yang dibuat olch polisi, yang
dielaborasi oleh faksa penunfut wmum dalam surat dakwaannya. Dalam
proses pemerikssan perkara di pengadilan, hakim selain bertindak sebagai
wasit yang inenengahi kepentingan dua pihak, pelaku kejahatan vung
diwakili penaschat hukumnya dan jeksa penuntul umum jups bertindak
sebagai pihak yang aktif menggali fukta-fakta hukum dalam persidangan
yang diperoleh dari alat bukd yang dihadapkan ke persidangan yang
tujuannya untek menemukan kebenaran materiil yang memberikan
keyakinan kepada hakim untuk memutuskan perkara dan menjatuhkan
putusan kepada terdakwa.

Pada lahap pemenksaan perkara, posisi korban kejahatan hanya
sebatas memberikan kesaksian atau ditempatkan schagei salah satu alat
bukti. Terhadap putasan yang dijatubkan, terfepas sesuai atau tidak dengan

rasa keadilannya, korban kejahatanr terpaksa harus menerima tanpa bisa
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berbuat apa-apa, karena sckali lagi tidak mempunyai peran dan hak untuk
menentukan besaran dan bentuk penghukuman yang dikehendakinya,
Beberapa korban kejahatan yang diwawancaral, berpendapat bahwa
dalam proses penyelesaian perkara, posisi hukum dan kepentingan kerban
kejshatan sangat lemsh dan kurang diperhatikan, Hal ini ditunjukkan dengan
putusan yang dijatubkan hakim kepada terdakwa yang terialu ringan yveang
tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa dan kerugian serta penderitaan
vang dislami korban, termasuk Hdak dimasukannya kewaltban pelaku
keishatan untuk membayar ganti kerugian terhadap korban kajahatan dalam
amar putusan hakim. Hal hal ini dapat difihat dan penehitian vang dilakukan
terhadap amar putusan Hakim atas beberapa perkara pidana yang telah
disebutkan sebelumnya, yang tidak mencantumkan pemjatuhan hukuman
kepada terdakwa untuk mengganti kerugian yang diderita ¢leh korban,
4. Tahap Pelaksanazan Putusan Hakim. )

Tahap pelaksanaan putusan hakim adalah tahap terakhir daxi
keseluruhan tahapan dalam proses penyelesaian perkara dalam sistem
peradilan pidana. Dalam tahapan ini yang berperan adalah jaksa sebagai
ckeekutor, daﬁ” 1;:mba:ga pemasya;;katan sehagai tempat dimana pelaku
kejahatan menjalani hukumannya.

Dalam persepsi korban kejahatan, akhir perjuangannya dalam
mencari keadilan bukanlsh ditentukan dari selesainya proses pessidangan

- dimana hakim menjatuhkan hukoman dan pelakn kejahatan ditempatkan
dalam lembags pemasyarakatan, akan tetapi diteolukan seberspa efektif
sistemn peradilan pidana dapat mengakomodasi kepentingan hukum korban
dalam memperivangkan hak-hakaya dan memperolch ganti kerugian atas
apa vang telah dialaminya sebagai korban kejshatan. Dengan kata lain yang
dibutubkan olch korban adalah fungsi sistem peradilan pidana scbagai
lembaga vang menjembatani perselisihan atau konflik antara pelaku
keishatan dan korban kejahatan.

Korban kejahatan merasakan bahwa inti persoalan dard suatu perkara
yang ia laporkan berupa tindakan pelaku yang melanggar hak-hak korban
yang menyebabkan perselisiban (konflik) iftu belum terselesaikan oleh
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proses peradilan pidana, meskipun perkaranya telah diputus dan terdakwa
telah dijatuhi pidana.™ Mengenai partisipasi korban kejahatan dalam tshap
ini adalah bagaimana ia sebagal bagian dari masyarakat untuk menerima
kembali pelaku kejahatan yang telah menjalani hukumannya dalam
masyarakat. Namun dengan mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam
sistemn peradilan pidana yang fidak mengedapankan penyelesaian konflik
antara korban dan pelaku, menyebabkan skan timbul masaleh dalam
hubungan antara keduanya. Dalam pemikiran pelaku kejahatan, apabila dia
selesal menjalani hukuman maka zkan ada resistensi dari masyarakat
termasuk korban terhadap dirinya, dia selamanya akan menerima stigms dan
fabel dart masyarakat scbagai penjahat. Sementara dalam pemikiran korban
keiahatan, ada ketakutan pelaku kejahatan mencari dirinya apabila selesai
menjalani bukuman untuk membalas dendam, karena andii korban yang
telah membuatnya menjalani hulkuman.

D. Rekonstrukst Hukum Pidana dan Sistermn Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam Hal Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan.

Keinginan yang menuntot terjadinya perubahan hukum, dapat timbul
apabila tezjad‘i kesenjangan antara hukum dengan hal-hal yang dia\tumya.
Perubahan terhadap hukum akan semakin mendesak dilakukan, apabila
kesenjangan itu telah mencapai tahap yang tidak dapat lagi ditoleransi. Tahap
it bisa - dilihat -dani fenomepa pengabaian yang timbul di masyarakat.
Masyarakat sudah menganggap aturam hukum bukan lagi merupakan
kewajiban yang harus dijalankan. Aturan hukum hanya dilihat dalam bentuk
kehadiran aparat penegak hukum, yang dalam kondisi tertentu tidak

‘ menampilkan sosok ideal yang diharapkan masyarakat, Sehingga aturan akan
ditaati oleh masyarakat apabila ada aparat penegak hukum disekitarnya.

Perubsahan hukum dapat dilakukan melalui pembangenan hukum, vang
bisa diartiken scbagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri
sehingga sesvai dengan kebutuhan vntuk melayani masyarakat pada tingkat
perkembangan yang mutakhir; dan sebagai usaha untuk memfungsienalkan
{memberdayakan} hulcum dalam masa pembangunan, yaitu dengen cara furut

Yitudzakidr (b), “Korban Kejohatan dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia,” (Tesis
Magisier Hokum Untversitos Indonesia, Jukeria, 1992}, hal, 185,
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mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh svatu
masyarakaf yang sedang membangun.

Dalam kaitannya dengan orientasi hukum pidana materiil dan formil
yang lebih memperhatikan korban kejahatan, pembarpan hukem sejatinya juga
dilakukan dengan terlebih dahulu memberi landasan fllesofis dan asas-asas
hukum sebagai pangkal tolak pengaturan korban kejahatan dalam hukum
pidana. Beberapa aspek penting yang perlu dikedepankan adalah a) pengakuan
cksistensi yuridis korban kejehatan, yang memberi penegasan secara hukum
mengenat pelanggaran hukum pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-
hak korban kejshatan disamping pelanggaran terhadap ketertiban umum,
masyarakat dan negara; b) sistem peradilan pidana diharapken jogs berfingsi
schagal sistem penyelesaian kooflik antara pelaku kejshatan dan korbannya;
¢j pelake kejahatan diharuskan bertanggungjawab terhadap pemulihan
dampak kejahatan ; dan d) dimasukkannya restusi dan kompensasi sebagai
bagian dari hukum pidana dan pemidanaan.

LPembangunas  Dan  Pembaruan  Hukum  Nasional  Yang
Mengakomodasi Kepentingan Korban Kejahatan.

' Pembangunan hukum merupakan suste ussha vang tidak berdici
sendtiri, melainkan berada dalam svatu konteks terienty, dalam hal ini adalah
perubahan sosial dan modemisasi. Apakah akan dilihat sebagsi vsshs untuk

* . ~melskukan perombgkan masyarakat atau schagai perubabac dari sistem
hukum sendiri, kedua-duanya dibatasi oleh perubahan sogial yang tecjadi.
Masalah lain yang cukup mendasar kaitannya dergan pembangunan
hokum adalah kopnsep pembangunan hukum, vang meliputi lembaga-
lembapa, peraturan-peraturan, kepiatan dan orang-orang vang terlibat di
dalam pekerjaan hukum. Dalam hal ini, untuk dapat menciptakan
perubahan-perubahan sesual desgan struktur masyarakat yang diinginkan,
hukum harus ditihat schagai usaha bersama yang peda akhimya
membuahkan hasil.
Memperkuat kedudukan korban kejahatan tidak akan terwujud
apabila sistem peradilan pidana tidak mengubah paradigmanya untuk
memperhatikan eksistensinya korban kejahatan, Dengen demikian kuatnya
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kedudukan korban kejahatan berbanding lurus dengan memperkuat dan
memantapkan Sistem Peradilan Pidana vang mengakui eksistensi korban
kejahatan.

Omar Seno Adji mengatakan, soal viktimologt dan refleksinya
terhadap hukum acara pidana khususnya yang bersangkutan dengan ganti
rugi, patut mendapat penggarisan Iebih lanjut dalam hukum kita. Caranya
dengan memperkuat kedudukan saksi korban dalam suatu proses pidana.'™®

Monurut Sudjono Dirdjosiswora, sistem peradilan pidana sendiri
mempunyai liga batasan pengertian, yaitu batasan normatif, sosisl, dan
administratif, Schagai sistem nomative, sistem peradilan  pidana
merupakan kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat nilai sosial
dengan cara melarang perbuatan yang dipandang jahat atau merugikan yang
diperkuat dengan sanksi pidana Sebagal sistern sosial, sistem: peradilan
pidana merupakan bagian sistem sosial yang terkait dan dipengaruhi oleh
sistem sosial lainnys. Sebagai suatu sistem administratif, peradilan pidana
merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari
tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Singkatnys,
adminisasi peradilan/pidana lebih menskankifl pada bekerjanya polisi,
jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan. Administrasi peradilan pidana
memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai instrumen {(alat} pengawasan
sosial denpan cara menegakkan peraturan yang terdapat dalam hukum
pidana materiil, den sebagai alat untuk melindungl hak-hak individu dan
kemerdekaan perorangan tersangks ataupun orang lain¥

Saat ini muncul kecenderungan untuk merekonstruksi hukum pidana
dan sistem peradilan pidana 8i Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari
upaya melakukan pembaruan hukum pidana formil dan materiil Indonesia,
walaupun sampal sekarang proses fersebut masih berjalan dan belom
membuahkan hasilnya, Hal yang mendorong dilakukannya langkah-langkah
pembaruan terscbul dilatant oleh belum maksimalnya peran sistem peradilan
pidanz dalam menjalankan fugssnya dalam penegakan hukum dan

menpempatkan hukun: sebagai panglima di neger ind.

B90mar Seno Adji, KUHAP Sektrang (Jokarta: Friangga, 1989), hal. 14
Tsudjons Drirdjosisworo dalars Modzakir (b), Jec iz, hal. 41,
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Upaya rekonstruksi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia harus melihat pada falsafah hukum pidana yang akan dianut oleh
sistem peradilan pidana. falsafah tersebut kemudian diabstraksi dalam
politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat
dilihat dari politik hukum. Menurut Sudarto, politik hukum adalah :

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan
dan situasi pada suatu saat.

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk
menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan
bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam
masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.'*®

Rekonstruksi hukum pidana dan sistem peradilan pidana dapat
dilakukan dengan melakukan perubahan secara radikal terhadap keseluruhan
sistem hukum, atau hanya melaui pembaruan hukum pidana, dengan
mengadopsi  perkembangan-perkembangan hukum vyang terjadi di
masyarakat baik dalam skala lokal, maupun intermasional. Saat ini di
Indonesia yang dimungkinkan adalah dengan melakukan pembaruvan

" hul;ﬁ;ﬁ, sela_in bi;{)-ra yang dikelua-.rkan relatif kecil juga dapat meminimalkan
potensi instabilitas dalam masyarakat yang mungkin timbul apabila sistem
hukum seluruhnya diganti secara radikal.

Sekarang ini sedang dilakukan penyusunan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru untuk menggantikan KUHP
peninggalan pemerintah koionial Belanda dengan segala perubahannya.
Penyusunan KUHP baru ini merupakan salah satu usaha dalam rangka
pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan
terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang,
sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan

dinamika yang berkembang dalam masyarakat.'®

183 darlo, Hukum pidana dan Perkembangan Masyarakat (Bandung: Sinar Baru, 1983),

hal. 20.
'”Penjelasan Umum Rancangan KUHP Tahun 2008.
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Pemikivan mendasar lain yang mempengaruhi penyusunan  Kitab
Undang-undang  Hukum Pidana Baru  adalah  perkembangan  ilmu
pengetabuan tentang korban kejahatan {victimology) yang berkembang
setelah Perang Dunia 11, yang menaruh perhatian besar pada periakuan yang
adil terhadap korban kejahatan dan penyslahgungan kekuasaan. Baik
falsafab “Daad-dader Strafrecht” mauopun viktimologi akan mempengaruhi
perumusan tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu perumusan
perbuatan yang bersifat melawan hukom, pertanggungjawaban pidana atau
kesalahan dan sanksi (pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta
asas-asas hukum pidana yang mendasarinya, '

Dalam perkembangannya, makna pembaharuan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana nasional yang semula semata-mata diarahkan
kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonisasi” Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam
perjalanzn sejarah bangsa pada akhirmya jugs mengandung pelbagal misi
vang lebih luas sehubungan dengan perkembangan baik nasional maupun
integ‘nasianal. Adapun misi kedua adalah misi “demokratisasi hukum
ﬁidaxia” yéng antara lain ditandai dengan masukaya Tindsk Pidana
Terhadap Hak Asasi Manusia dan hapusava tindak pidana penaburan
permusihan atau kebencian {haatzaai-artikelen) yang merupaken tindak
pidana formil dan dirumuskan kembali scbagal tindak pidana peoghinaan
yang merupakan tindak pidana materiil. Misi ketiga adalah  misi
“konsolidasi hukum pidana” karena sejak kemerdekaan perundang-
undangan hukun: pidana mengalami pertumbuhan yang pesat baik di dalam
maupun di luar Kiteb Undang-Undang Hukum Pidana dengan pelbagai
kekhasannya, schingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas
Hukum Pidana yang diator dalam Buku [ Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. D) samping tu penyvsunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Baru dilakukan atas dasar misi kesmpat yaitu misi adaptasi dan harmonisasi
terhadap pelbagai perkembangan hukum vang terjadi baik sebagai akibat
perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun

146 {f}i #‘
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petkembangan nilai-nilai, standar serta norma vang diakui oleh bangsa-
bangsa beradab di dunia internasional,'*!

. Konsep Pemidanaan Yang Perlu Dikembangkan,

Perdebatan mengenar konsep pemidanaan apa vang sesuai utnule
dipergunakan oleh sistern peradilan pidans, mengacu kepada konsep
keadilan. Terdapat dua srus ulama perspektii dalam mehhat konsep
keadilan, yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif.

Kensep pemidansan dalam perspektif keadilan retributif mengacu
pada tujuan penjatehdn pidana yaitu pembalasan, pencegahan, dan efek jera
serta rehabilitasi, Dalam konsep ini, negara merpakan satu-satunya pranata
yang berwenang untuk menjatubkan pidana. Penjatuhan pidana sendiri
merupakan hal terpenting dari hukum pidana vang ditajukan kepada pelaku
keishatan sebagai balasan atas tindak pidana vang feleh dilalukannya,

Bentuk pidana yang dijatubkan adelah bersifat pemberian nestapa
atau penderitaan dalam benfuk perampasan kemerdekaan pelaku kejahatan
dalam pericde waktu tertentu. Tujuen penjatuhan pidena adalah
menimbuikan efek jera kepada pelaku dan stigmatisasi apar tidak
melakukan kemball tindak pidana. Adapun pihak yang dirugikan dengan
terjadinya svatu tindak pidana terpinggirkan dalam prosecs pemidanaan yang
menggunakan model pemidanaan retributif. Kedudukan korban kejahatan
dalarn sistem peradilan pidans, hanyalah schagal pelengkap pendenta atau
sebagal instrument pemidanaan yang ditempatkan sebagai alat bukti dan
" dimanfaatkan dalam pembuktian di pengadilan.

Sementars itu perspektif keadilan restoratif menclak gagasan negara
sebagai satu-satunya yang berhak menjatuhkan pidana. Persoalan
proporsionalitas  kurang penting daripada konsiliasi dan penciptaan
kedamajan. Sejauh korban dan pelanggar  percaya mereka telah
menyelesaikan secara adil, meskipun tenjadi perbedaan diantara diantars

kelompok pelanggar yang felgsh melakukan pelangparan yang serupa

BLrsid
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(disparitas). Kesamaan bukanlah bentuk keadilan yang hendak dicapai
dalam proses pemidanaan.'*?

Kritik terhadap pemidanaan model retributif, bahwa pidana itu
dipusatkan kepada pelanggar karena pelanggarannya dan  untuk
kepentingan pelanggar, scbagai konsekwensi dari komsep pembalasan
sebagai tujuan pemidanaan dan kebijakan helam pidana yang berorientasi
kepada pelanggar. Korban akhimya dikorbankan kembali, karena
kenyataannya kerugian dan  penderitaan  dipertimbangkan untuk
kepentingan fain dan selaly ditolak mejadi bagian dari proses pemidanaan.
Korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontir dengan
sikap agresif dan terdakwa dan penasehat hokumnys yvang kadang-kadang
mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendabkannya. Dalam
banyak hal polisi, dan jaksa, melakukan tugas dengan dalih membantu
" kepentingan korban, ietapi dalam prakteknya korbanlah yang justru
membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Inilah mengapa
korban kejabatan merasa dikorbankan untuk kedua kalinya, yakni oleh
kejahatan dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan. ' |
© Pepmasalshannya adalah apakah sistem pemidanaan  yang
berorientast penjatuhan pidana pada pelaku dan mengabaikan kepentingan
korban tersebut dapat melahirkan keadilan bagi pencarl keadilan, vakoai
. korban kejahatan? Sistem tidak memikirkan bagaimana merchabilitas: para
korban -kejabatan dan bagaimana tanggung jawab pelanggar “terhadap
korbatizya. Penderitaan korban kejahatan bukan hanya kerugian materdil
tefap: juga kerugian sosial dimana kerban seringkali seringkali sangat sulit
untuk terintegrasi kembali kedalam lingkungan sosial, keluarga dan
pekertjaan setelah menjadi sasaran kejahatan, '

Dribawah filsafat keadilan restoratif, kejohatan tidak selatu dibatasi
sebagatl serangan pada negara, fefapl seatu pelanggaran oleh seseorang
techadap yang lain, akan fetapi ini bukan beraeti mengambil kembali

wewenang balas dendam dari negara kepuda korban kejahatan. Keadilan

2 tudsakkir {a), foc cit,, hal. 199,
M3rbid., hal. 200.
nid, hal. 201,
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restoratif berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan
pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan
pada semua pihak, bukan hanya kepada korban, tetapi juga pada
masyarakat dan pelanggar sendiri.  Oleh karena itu, dalam pemidanaan
yang bersendikan pada perspektif keadilan resterafif, empat unsur yang
memainkan peranan, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara dan
pelangoar, Jadi, elemen-elemen keadilan restoratif dalam pemidanaan
adalah kompensasi, mediasi, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemaafan
Elemen-clemen tersebut berbeda dengan elemen keadilan refributif, vaitu
pertbalasan, peridanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.'®

Bagian yang menonjol dalam keadilan resforatif adalah masaleh
diterimanya restitusi sebagai jenis pidana dalam hukum pidana vang semula
menjadi bagian dari hukum perdata dan hanya diakui dalam konteks
keperdataan. Pendekatan baru vang berpijak pada pemabaman bahwa
kejahatan adalah melanggar bak orang lain, maka orang yang dirugikan
yang disebabkan oleh pelanggaran hukum pidana menjadi bagian integral
dari hukum pidana dan pemidanaan yang ditegakkan melalui mekanisme
sistemn peradilan pidana, mengesampingkan sifat kepérdéiaén dari restitusi,
Restitusi dan kompensasi menjadi bagian dan penyelesaian konilik yang
ditimbulkan oleh pelanggaran hukum pidana.'*®

Apabila diperhatikan bekerjanya sistem peradilai  pidana
dihubungkan dengan teon pernidanaan yang integratif yang dikernukakan
oleh Muladi, ternyata tidak berjalan sebagaimana diharapkan: Perlindungan
hukum kepada korban kejahatan dengan pemberian ruang vang memadai
kepada mereks dalam sistem peradilan pidana temyata fidak tercapai
Tujuan peomidanaan vang $eharusnya untuk memperbaiki kerusakan
individual dan sosial fdndividual and social damages) yang diakibatkan
oleh findak pidana tidak tercapai. Seperangkat fujuan pemidanaan yang
harus dipenuhi, yaitu @ 1) pencegahan {umum dan khwsus); 2) perlindungan
masyarakat; 3) memeclihura solidaritas masyarakat; dan 4) pengimbalan/
pengimbangan, selama ini hanya baru pada fahap pencegaban {umum dan

Wi
Mbrhid, hal. 204,
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khusus) karena dalam konteks korban kejahatan, apa yang dilakukan oleh
sistem peradilan pidana selama ini belum memberikan keadilan yang
langsung dirasakan oleh rasyarakat yang mencari keadilan terutama yang
berposisi sebagai korban kejahatan.

Negara beranggung jawab untuk melindungt keamanan warga
negaranya dan telah momonopoli reaksi techadap pelangpar hukum pidana,
tetapi negara tidak bertanggung jawab terhadap penderitzan dan akibat
vang ditimbulkan oleh kejahatan yang menimpa warga negaranya. Negera
scharusnya bertanggungjawab karena telah gagal melindungl warga
negaranya dari kejahatan dan kemudian meninggalkannya di  Juar
penyelenggaragn sistern  peradilan pidana. sementara itu  solidaritas
magyarakal tidak tercapai, karena landasan bekerjanya sistem peradilan
pidana tidak dalam tataran penyelesaian konflik antara pelaln kejshatan
dan korbannys, tefapi lebih berfokus pada penegakan atoran nommatif dan
pemeliharaan ketertiban wroum {public order), sehingga korban tidak bisa
turut berperan dalam sistem peradilan pidana untok memperivangkan hak-
haknya.

E. Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Islam, Sistem Hukum Alternatif
Yang Dapat Dikembangkan.

Seringkali ditermui suatu perbuatan fidak diatur dalam ketentvan hukum
positif Indonesia. Oteh karena i, apabila berfitik tolak dengan polarisasi
pemikiran legalistik positivistik maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan
tindak pidana dan konsekwensinys pelalunya hamsiah dibebaskan dan
dakwaan. Akan tetapi, jikalan bertitik folak kepada dimensi bahwa perbuatan
tersebut bersifat tercela dan melukai nilai-nilai yang hidup di masyarakat,
maka melalul penafsiran dan penemuan hukum hakim dapat menjatuhkan
pidana kepada pelaku tersebut walawpun ketentuan hukum posilif tidak
eksplisit mengaturmya. Uptuk 1te dalam hubungannya dengan mencari sistem
hukum pidana yang tepal yang dapat mewujndkan tujuan pemidanaan dengan
memperhatikan  kepentingan peleka dan korban, maka perlu dilakuken

Universitas Indonesia
Memantafkan Kedudukan..., Fauzy Marasabessy, FH Ul, 2009



128

penggalian dan pemikiran terhadap kemungkinan diadopsinya beberapa
muatan dalam sistem hukem pidana yang lainnya.

Menurst Mardjono Reksodiputro yang perlu diperhatikan adalah
bagaimana agar supaya korban kejahatan tetap dilavani hak-hak dan
kepentingan-kopentingannya tanpa mengganggu usaha peradilen pidana dalam
melindungi kepentingan dan kesejahteraan umum dan hak-hak pelaku. Lebih
lanjut, ia mengatakan, tidak selamanya korban mau atau sanggup untuk
memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan. Dalam keadaan seperti ini
perlu "digali” dan dikembangkan upaya-upaya hukum adat yang mampu
menyelesaikan senpketa-sengketa semacam ini melalui prosedur perdamaian
{concitiation procedwres). Dalam sistem hukum yang menghormati peranan
korban, maka permintaan korban untuk penyelesaian semocam ini perlu
diperhatikan dan sedapat mungkin dipenubi, Apabila pendekatan yvang dipakai
dalam mensnganl masalah korban i adalab dengan Toplik korban™,
scharusnyalah permintaan korban tentang cara yang diinginkannya dalam
penyelesaian masalah yang telah mengakibatkan penderitaan baginya
diberikan perhatian utama.'"?

Sistem hukum pidana yang dapat digali dan dikembaﬁgkan guna
melengkapi sistern hukum pidana yang berorientasi kepada pelaku dan korban,
dan mengedepankan penyelesaian konflik serta melindungt hak-hak korban
adalalr sistem hukum pidana adat dan sistem hukum pidana Islam.

1. Hukwm Pidana Adat.

Hukum adat vang berlake di Indonesia merupakan hukum non-
stqtuatr vang terdint dari sebagian besar bukum kebiassan dan sebagian
kecil hukum Tslam, Hukum adat mencakup hukurm yang berdasarkan
keputusan-keputusan hakim vang berisi asas-asas hukurn dalam lingkungan,
dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan
tradisional. Hukum adat adalah suaty hukum vang hidup, karena ia

menjclmakan perasaan hukum yang nyats darl masyarakat. Sesuai dengan

"inardione Reksodipuiro, dalam 1LE. Sahetapy Viktimologt Sebush Bunga Rampai

{1akaria; Pustabn Sinsr Horapan, 1987}, hal 185-106.
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fitrahnya sendiri, hukem adat ferus menemas tumboh dan berkembang
seperti hidup itu sendin.*®

Sebagat sistem hukum yang hidup dan berkembang dan merupakan
ekstraksi budaya hukum asli Indonesia, hukum pidang adat berbeda dengan
sistem hukum pidana Barat lainnya. Dalam hal ini, Hilman Hadikusama
mengatakan, bahwa .

Hukum pidana adat tidak memakai sistem sebagaimana hukum pidana
barat. Letak perbedaannya adalah dikarenakan jiwa dan tujusnnya
berbeda. Hukum pidana adat dijfiwai Pancasila, dijiwai oleh sifai-sifat
kekeluargaan yang magis religiug, dimana yang diutamakan bukaniah
rasa keadilan perorangan tetapi rasa keadilan kekeluargaan, bukan
keputusan yang penting dalem memperiimbangkan masalah, tetapi
vang penting adalah  penyelesalan yang mémbawa kerukonan,
keselarasan dan kekeluargaan, Oleh karenanys hukum pidana adat
tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukumean apa vang harus
dijatubkan kepada sesuate pelanggaran vang terjadi, fetapi yang
penting adalah bagaimana memulihkan kembali hukum yang menjadi
pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran.'®
Berlakunya hukum adat di Indonesia dapat dirujule javh sebelum
Indonesia dijajsh dan wilyahnya masih terbagi-bagi dalam kerajaan-
kerajaan Nusantara. Pada saat imperialisme mulai menancapkan kukunya di
nusanfara, bangsa penjajah datang dengan membawa seria sturan-aturan
hukum yang berlaku dif negerinya dan kemudian diterapka di daerah
koloninya. Silih berganti penjajah datang dan pergi dengan membawa serta
- aturar hukumnya, mulai dari bangsa Spanyal, Porfugis, Inggds dan Belanda
Juga Jepang. Namun produk hukum peninggalan penjajah khususnya hukum
pidana vang masih awet dan masth dipakai saat ini {dengan seiomiah revisi
dan perbaitkan) adalah KUHP yang merupakaan jelmasn dari Wethoek van
Strafrechi {(Wvs) yang dibuat pada masa pemerintaban Hindia Belanda.
Pada Tahun 1918 pemerintah Hindia Belanda, telah mengundangkan
schuah produk hukwn  yang menjadt satu-satunya sumber hukum pidana di
Indonesia, yaitu Wertboek van Strafrecht (WyS) dan berlaku untuk semua

penduduknya. Tetapi javh sebelum berlakunya WS, masyarakat pribumi di

WSoepomo, Bab-hab tentang Hukrn Adar, Celakan Ke-tujuh belsy (Jakarta: Pradnya

Pamamits, 2007), hal. 3.
“fiiman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat (Bandung: Penerbit Alumni, 1982}, hal. 21,
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Hindia Belanda diperbolehkan untuk menyelesaikan sengketa vang terjadi
diantara mereka dongan menggunakan pranata hukum adat yang berlakn
dimasing-masing daerahnya,

Datam hal ini Mardjono Reksodiputro mengatakan :

Sehelum adenya WvS, maka daerah-daerah yang oleh pemerintsh
Hindia RBelanda dibiarkan unituk melaksanakan hukum {adaf}-nva
sendirt dan dalam daerah swapraja, maka hukum adat merupakan
sumber langsung dari hukum pidana. Meskipun pada waktu itu sudah
ada pula “undangrundang pidana untuk golongan bumiputera.
{strafrecht voor de inheemsche groupen), undang-undang ini hanya
berfaky sejauh dinyatakan secara fegas (voor zoover het uitdrukkelijk
toepasselijk s verklaard), yaitw untuk perbuatan-perbuatan yeng
dalam hukum pidana-adat tidak mempunyai persamaannya {geen
aenuivalent). Keadaan seperti ind terdapat sampai tahun 1873, dimana
berlaku secara bersamsan “KUHPidana unink golongan Bumiputera
dan Timur Asing” serta KUHPidana untuk golongan Eropah”™ (sudah

mulsi berlaku tahun 1866).”'%

Lebih lanjut, Mardjono secara garis besar membedakan tga kurun
waktu dalam sejarah hukum pidana Indonesia pada masa pemerinfahan
Hiodia Belanda, yaite : Pertama, dimana golongan Bumiputera masih dapat
tunduk pada hukum pidana yang bersumber langsung pada hukum.adat;
Kedua, dimana terdapat 2 (dua) KUHPidana (satu untuk golongan
Bumiputera dan Timur Asing dan lainnya untuk golongan Eropah-sistem
dualism); Ketiga, dimana I:zanya ada satu KUHPidana (W3 1918) vang
beriaku wntuk semua golongan penduduk di Indonesia {sistem unifikasi);
dan Keempat, masa setelah Indonesia merdeka, dimana dengan berlakunya
U Nomor I Dt Tahen 1951 yang mengakui kembalf balvwa “hukum vang
hidup” {(hukum adat yang tidak fertulis) dapat menjadi sumber hukum
pidana terfulis, selama tidek ada bandingannya dalam Wvs, '™

Khusus untuk hukum pidana adat dan hukum acaranya berlaku dalam
hal-hal dimana hekum adat itu belum diganti dengan persturan undang-
undang di daersh-daerah di Indonesia, dimana masih berfugas aps vang

dinamakan “pengadilan adat” (inhieemse rechtspraak), yang bertugas untuk

Pintardiono Reksodipniero, Pembaharnan Hukum Pidane. Kumpulan Karangan Buky

Keempat {Jakariz: Pusat Peluyanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (/M Lembaga Kriminologh
Univarsitas Indonesfa, 1999} hal 100

Wirpid, hal. 100
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memutuskan segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum
adat. Hukum adat sendiri tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran
hukum yang mewajibkan tantutan hukum dilapangan hukem pidana (di
muka hakim pidanae) dan pelanggaran hukum perdata. Dalam sistem hukum
adat tidak ada perbedaan acara (prosedur}. Apabila terjadi suatu pelanggaran
hukum, maka petugas hukem (kepala adat, dan sebagainya) mengambil
tindakan kongkret (adatrectie) guna membetulkan hukum yang dilanggar
itu. Terhadap perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum adat yang tertentu
dan sedemikian rupa sifatnva terkadang diperlukan beberaps tindakan
hukum sekaligus untuk memperbaiki kembali hukum yang dilanggar,
sepertt menggant kerugian kepada orang yang terkena dan membayar uang
adat atau korban pada persekutuan desa.'*

a. Konsep dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukam Pidana Adat.

Muenurut Emile Durkheim, sebagaimana dikutip oleh I Made
Widnyana, suam reaksi sosial yang berupa penghuluman atau sanksi itu
sangat diperlukan, sebab mempunyal maksud untuk  mengadakan
perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah
sehmgga kcstabi}aﬁ- | masymk:at dapat tm;juc},’\sé Apa yang
dikemukakan oleh Durkheim ini mepunjukkan bahwa hukum adat pun
mempunyal konsep pemidanaan dan fujuan pemidanaan seperti halnya
dengan sistem hukum lainnya.

Konsep pemidanaan dan tujuan pemidanaan’ yang dianut oleh
hukom pidana adat pada dassrya fidak jauh berbeda dengan konsep
pemidanaan yang berkembang di dunia Barat. Beberapa hukum adat dari
berbagai daerah di Indonesia telah menviratkan tujuan dari respons yang
dibuat khusus dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap aturan bersama.
Beberapa kitab hukum adat yang masih dijadikan rujukan dalam
masyarakat ada teretentu di Indonesia telah mengenal asas legalitas,
proporsionalitas vang menjadi pilar hukum pidana modem, disamping

sejumiah asas pidana Isinnya. Tujuan penjatuhan pidana untuk

B2 phid., hal. 112-113.
131 Made Widnyana, Kapita Selekta Hikwen Pidana Adar (Bandung: PT. Eresco, 1993),

hal, 8.
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pencegahan terjadinya kejahatan di masa depan (deterrence), anggapan
bahwa pidana sebagai retribusi atau harga yang harus dibayar oleh
pelaku, semuanya dapat dirujuk dalam kitab-kitab hukum adat tersebut.
Bahkan kitab-kitab hukum adat tersebut mengenal konsep dan tujuan
pemidanaan yang tidak dikenal dalam pustaka Barat, yaitu konsep
pengembalian keseimbangan kosmis dalam masyarakat akibat terjadinya
pelanggaran pidana.'™

Mengenai perlunya pengembangan falsafah pemidanaan dan tujuan
pemidanaan yang genuine berasal dan khazanah budaya hukum asli

Indonesia, disampaikan oleh Harkristuti Harkrisnowo sebagai berikut :
“Hadimya kekayaan perbendaharaan falsafah yang beraneka ragam ini
perlu dimanfaatkan demi pengembangan teorl pemidanaan di
Indonesia, yang selama ini lebih banyak mengacu ke ‘negeri
seberang’. Sangatlah jelas oleh karenanya, bahwa isu ini perlu
mendapat perhatian lebih banyak dar dunia hukum untuk digali dan
dikaji, terutama oleh para akademisi.”'*’

Sampai saat ini pada beberapa komunitas masyarakat di Indonesia,
penyelesaian perkara melalui pranata hukum adat masih dilakukan.
Bahkan seorang pelaku kejahatan walaupun sudah mendapat hukuman dari
peradilan pidana (negara), tetapi kemudian masih harus menghadapi
tuntutan hukum adat dari komunitasnya. Dalam beberapa segi,
penyelesaian perkara melalui hukum adat disamping melalui peradilan
pidana dipandang memiliki beberapa keuntungan, yaitu : Pertama,
meucegab balas dendam dari korban kejahatan dan keluarganya, karena
putusan hukum adat dipandang memiliki legitimasi yang kuat selain
legitimasi formal juga legitimasi spiritual, sehingga apapun putusan
‘pengadilan adat’ akan diterima oleh korban kejahatan dan keluarganya.
Kedua, penyelesaian perkara akan diteima pihak-pihak yang

berkepentingan yaitu pelaku kejahatan dan korban kejahatan dan

masyarakat dimana keduanya berdomisili. Karena prosedur penyelesaian

'*Lebih lengkap mengenai falsafah pemidanaan yang berkembang di Indonesia, baca :
Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan terhadap Proses
Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia.” (Orasi Pada Upacara Pengukubhan Guru Besar Telap
dalam IImu Hulum Pidana Fakuhas Hukum Universitas Indonesia, Jakaria, 2003).

“fbid., hal. 16.
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perkara turut melibatkan para pihak secars aktif, schingga masing-masing
pihak menpetahoi apa saja hak das kewajibannya.

Pada prinsipnya tujuan penyelesatan perkara melaiui pranata hukoem
adat adalah menyelesatkan konflik vang ditimbulkan oleh pelanggaran
atay kejshatan yang timbul antara peleku kejahatan dan korban kejshatan,
Tujuan lainaya adalah memaulihkan keseimbangan kosmis yang hancur
karena tepadinya pelanggaran atau  kejahatan, dan  mendatangkan
kedamaian dalam masyarakat,

Penyelesalan perkara pidana dengan menggunakan hukum pidana
adat sehenarmya dimungkinkan wituk dilaksanzkan di Indonesia. Hal ind
mengacu pada ketentuan Undang-Undang Darurat MNomor 1 Tahun 1951
tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan
Susunan Keknasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, vang sampai
saat ini masih berlaku, Dalam Pasal § ayat (3) sub b menentukan bahwa:

Hukem materiil sipil dan ontuk sementara waktupun hukom materiil
pidana =zipil sampai kini berlaku untuk kaula-kaula swapraja dan

orang-orang yang dshulu diadili oleh pengadilan adaf, ada tetsp

berlaky untuk kaula-kavia dan orang-orang iiu.

Penerapan hukum pidana adat berdasarkan ketentuan fersebut sudah
diterapkan sejek dahulu di beberapa decrah di Indonesia yang masih
mengenavi dan mempertalankan inghitusi hukom adat, yaitu adanya Hakim
Perdainaian Desa (dorpsrechier) yang diakui sejak masa Hindia Belanda
dengan ordonansi tanggal @ Maret 1935 Staatblad 1935 Nomor 102 dan
tetap dipertzhankan oleh pemerintah Indonesia dengan undang-Undang
Darurat Nomor | Tahua 1951, Hakim perdamaian desa ini berwenang
memeriksa segala delik-delik adat yang menurut bukum adat masuk
kompetensi hakim itu, diluar delik-delik yang diatur dalam KUHP."*®

Namun demikian, ada beberaps perbuatan yvang menurut delik, baik
menurat KUHP, maupon menurut hukom adat, misalnya pembunuhan,
melukal orang, dan delik terhadap harta benda (vermogensdelichten) yang
Jambat Taun diterimea oleh masyarakst di daerah-daergh sebagai delik vang
sewajarnya terhadap pelaku keyahatan itu dihukum dengan pidana yang

P Loepamo, loc cil,, bal. 133.
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mengacu kepada KUHP. Disamping itu ada pula perbuatan-perbuatan
yang melanggar kesusilaan {zedendelichien) vang deliknya diatur dalam
KUHP, tetapi menurut masyarakat tidak cukup dihukum dengan pidana
yang mengacu pada KUHP, tetapi dibutuhkan upaya-upaya adat untuk
memulilikan kemball keseimbangan masyarakat yang terganggu.

Pemulihan keseimbangan masyarakat yang terganggu sebagai esensi
penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana dapat dipahami
juga scbagai mengembalikan kondisi sebelum terjadinya kejahatan,
termasuk didalamnya mengganti kerugian vang diderita oleh korban
kejahatan. Karena prosedur penyelesaian perkara di pengadilan adat turut
melibatkan para pihak secara aktif sehingga para pihak dapat bertemu dan
berbicara  dalam  kerangka penyelesaian  konflik  dengan  tujuan
mengembalikan keseimbangan vang telah terganggu, maka penyelesaian
perkata di pengadilan adat biasanya akan diterima pihak-pihak yang
berkepentingan  yaitu pelaku kejahatan dan korban kejahatan dan
masyarakat. Hal ini juga disebabkan putusan hukum adat dipandang
memiliki legitimasi yang kuat selain legitimasi formal juga legitimasi
spiritual.  Putusan pengadilan adat kepada pelaku kejahatan adalah
pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan, sanksi berupa tindakan
tertenty yang harus dilakukan oieh pelaku kejahatan dan pelaksanaan ritual
untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang telah terganggu, vang
biaya harus ditanggung oleh pelaku kejahatan.

Pembebanan kewajiban adat scbagai sanksi yang harus dipikul oleh
pelaku  kejahatan merupakan bentuk perlindungan terhadap korban
kejahatan, Sebagaimana disampaikan oleh Lilik Mulyadi babwa ; ‘

“Konklusi dasar pembebanan kewajiban adat sebagaimana yang
terjadi dalam praktik peradilan merupakan salah sate bentuk
perlindungan terhadap korban kejahatan karena kewajiban adat
tersebut merupakan sankst yang memberikan tekanan moral agar
pelaku menjadi malu, memberi efek jera dan tidak lagi melakukan
tindak pidana.’”’

¥y itk Mulyadi, foc o1, hal 276,
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Persoslannys sckarang adalsh bagaimana kita dapal menentukan
batasan sebush perbuatan dapat diklasifikasikan sebagal delik adat,
sementara hukum pidana adat tidak seperti KUHP yang telah memuat
tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana disertai sanksi
pidananys. Terkait dengan bal ini, | Made Widnyana mengemukakan
bahwa:

“Di dalam menentukan delik adat tidak dikenal adanya asss legalitas
sebagaimana disebut oleh sistem KUHP kita yaitu yang mengharuskan
adanya susty undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut,
sebagar perbuatan yang dilarang atan tidak boleh dilakukan, sebagai
aturan yang harus diikuti olelr masyarakat. Delik adat itu terjadi
apabila suaty saat timbul larangan untuk melakukan suatu peronatan,
karena perbuatan tersebut dirasakan oleh masyerskat sebagai
perbuatan yang tidak patut, tercela karena apabila dilanggar dipandang
akan dapat mengganggu keseimbangsn kosmis dan menimmbulkan
kegoncangan dalam masyarakat.”'®

Untuk mempermudah pemahaman kita menyangkut penehtuan
perbuatan-perbuatan  yang dapat dikualifikasikan sebagai delik  adat,
Cardoso mengerukakan empat faktor yang menentukan adanya delik adat
vaitu:'>

a. Sampai scherapa javh adat tadi dapat diterima olch masyarakat

sebagai sesuatu yang sewajarnya memang demikian;

b. Kekunatan mengikat dari keputusan-keputusan hakim pada wakty

yang lahr mengenai kasus yang sama;

c. Sifai dart hukum adat yang hidup dalam masyarakat;

d. Kebebavan hakim di dalam moemutus suatu perkara.

Setelah mengetahni mengenai delik adat, maka selanjuinya yang perlu
dipahami adalah mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada
setigp delik adat. Menurut Socpome mengenai jenis-ienis  sanksi,
Pandecten van het adat recht bagian X yang mengumpulkan bahan-bahan
mengenal hukum adat delik {adatstrafrechs) yang diterbitkan Tahun 1936,

memuat daftar nama-nama delik adat dan menyebut begjenis-jenis reaksi

8¢ ardoso datam | Made Widnyana, foe cir., Il 7.
$hid, tal. .
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adat terhadap delik-delik adat itu di berbagai lingkaran hukum adat di

Indonesia, yaitu:'*°

1. Penganti kerugian-kerugian immaterill dalam pelbagsl rupa seperti
paksaan memikahi gadis yaog telah dicemarkan.

2. Bayaran vang adat kepada yang terkens, yang berupa benda yang sakti
sebagai pengganti kerugian rohani,

3. Selamatan (korban), untuk membersihkan masyarakat dari segala

kotoran gaib.
4. Penutup malu, permintaan maaf,
5. Pelbagai ropa hukuman badan hingga hukuman mati.
6. Pengasingan dard masyarakat serta meletakkan orang 41 luar tata

hukum.

b. Peran pranata hukom adat dalam peayelesaian perkars,

Sebagaimana dijelaskan schelumnya, pada beberaps muasyarakat
adat pada beberapa dacrah di Indonesia, masih ditemukan prakiek
penyelesaian perkara pelanggaran hukum pidana adat yang dilakukan oleh

- lembaga adat. Bahkan hakim pengadilan negeri pun . berdasarkan
ketetentuan Undang-undang Darurat Nomor | Tahun 1951 bherwenang
mengadili perkara pelanggaran hukum pidana adat yang tidak ada
bandingannya dengan ketetentoan pidana yeng terdapat dalam KUHP,
sebagal hukuman penpgenti apabila hukuman adat yang dijatuhkan tidak
ditkuti oleh terpidana. Hal ini menunjukkan bshwa negars mengakoi
cksistensi lembaga adat schbagai salah satu pranata hukum dalam
menyeleseikan perkara pidana di Indonesia.

Walaupun terdapat beberapas keuntungan dengan dipergonskannya
hukum pidana adat dalam menyelesaikan perkara, dan dipandang
memberikan perlindungan dan peran aktif kepada korban kejahatan dalam
proses penyelesaian perkara, tetapi secara formal sistern peradilan pidana
pidana dengan dasar  asas legalitas yang diamut sckarang masih

menegasikan keberadaan pranata adat dalam penyelesaian perkara pidana,

¥Sovpome, EBab-bab femtong Hubum Adat (Jakarla Pradays Paramits, 1979),
hat 1314-115.
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Pandangan dari Mahkamaly Agung RI terkait penyelesaian perkara
melalul lembaga adat dan sekaligus melalui peradilan wwum terhadap
kasus vang sema scbenamya sudah sangat jelas. Dalam putusan MARI
Nomor [644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, memuat pendinan
Mahkamah Agung terhadap pelanggaran hukum pidana adat dan telah
dilaksanakan mempunyal kekuatan hukum seperti putusan peogadilan,
maka perkara terscbut tidak boleh diajukan lagi melalvi prosedur
peradilan pidana (ne bis in idem), Namun dalam kenyataannya pandangan
ini tidak diikuti oleh aparat penegak hukum dalam sistermn peradilan
pidana yang masib berpikiran dogmatis. Mereka magih berpendapat
bahwa apapun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dan
diatur dalam KUHP, maka sarana penyelesaiannya hanya satu, yaitu
melalui pengadilan dan tidak ada altematif penyelesaian yang legal selain
i,

Hal ini masih dapat dijumpai di beberapa dacrah tertentu sepecti di
Komunitas Adat Baduy di Jawa Barat dan Suku-suku di Papua walaupun
telah dilakukan penyelesaian secara adat terhadap suvatu kejahatan dan

peiakuﬁya su&ah mendap\ajtlcan sanksi adat, tetapi p_elakunté;*\swévl;);t juga
masih harmis menghadapi tuntutan hukom dad negara. Inilah yang
kemudian menyebabkan kcheradaan pranata hukum adat dan pengadilan
adat - {inheemsche rechispraak) dalam menyelesaikan perkara dalam
komunitas adat di Indonesia, perlahan-ishan semM menmudar perannya
dan kemudian monghilang.
Terkait dengan persoalan tersebut, ada baiknys kita merujuk pendapat
Marjono Recksodiputro  mengenai  peranan  peradilan  pidana  dalam
memenksa dan metnutus suato perkara adat, yaitu

Peranan hakim dalam memeriksa “delik adat™, baik vang ada
padanannya afau tidak {(dalarn KUHP, Penulis), sangatlah penting
Tugas yang pertama hares dilakukannya adalah menguji apakah
memang ada “delik adat” sebagaimana didakwaskan oleh jaksa
/penuntul urmwm yang menerima perkaranya dari polisi yang
menerima laporan dani korban, Kadangkala hakim {pengadilan) bamu
pertama kalinys mendengar bahwa suatu pedstiwa hukum diajukan
sebagai perbuatan yvang “menurct adat setempat patut dipidana dan
tidak ada persamaannyaz dalam peraturan perundang-undangan®.

Universitas Indonesia
Memantafkan Kedudukan..., Fauzy Marasabessy, FH Ul, 2009



138

Dalam keadaan seperti itu, maka hakim Indonesia yang aktif dapatlah
pula melakukan suatu “pre-irial investigation” dengan antars lain
mendengar pemuka-pemuka adat setempet. Sidang “pra peradilan”
vang dikenal dalam KUHAP mungkin dapat digunakan untuk hal ini
Pemeriksaan pendabuoluan melalui lembaga pra peradilan™ ini dapat
memberikan kepastian pada hakim apakab ada “delik adat” yang
didakwakan dan bagaimana sebenarnya “hukum”nya. Barulah nanti
dalam sidang pemeriksaan hakim akan menguji apakeh Ferbaaian
terdakwa memenuhi kriteria hukum adat yang bersangkutan. ™

Dalam Rancangan KUHP Tahun 2008 Pasal | ayat (3] dan {4},
sebenarnya sudah membuka peluang entek mengenyampingkan asas
legalitas dengan membolehkan dipergunakannya pranata hukum pidana
vang lmn sclain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang menurut bahasa Rancangan KUHP disebut sebagai “hukum
yang hidup dalam masyarakat™ yang menentukan bahwa seseorang patut
dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perafuran
perundang-undangan, sepanjang berlakunya hukum yang hidup dalam
masyarakat tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-
prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. !

Sebagaimana ditegaskan dalam Rancangan Penjelasan RKUHP
Tabhun 2008, yang menyebutkan bahwa :

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini diakwi pula
adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam
masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat.
ontuk  lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam
masyarakat. Adalah suvatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di
terah air, masih terdapat ketentman-ketentuan huokum yang tidak
tertulis, vang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang
bersangkutan, yang meneatukan bahwa pelanggaran atas hukum itu
patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa
“Pemenvhan Kewajiban Adat” setempat yang harus dilaksanakan
oleh pembuat findak pidana. Hal ini mengandung arti, bahwa
standar, nilal dan norma vyang hidup dalam masyarakel setempat
masih tetop dilindungi untuk Jlebih memenuhi rasz keadilan vang
hidup di dalam masyarakat terfentu. Keadaan seperti ini tidak okan
menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta
iazangax; analogl yang diamut dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

¥ tardions Reksodiputro, loc cit., hal, 111-112.
Hip ancangon Penjelasan RUU KUHP Buku Kesato Tahun 2008.
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Walaupun tentu saja terdapat beberapa kesulitan dalam menafsirkan
apa saia “hukum vang hidup dalam masyarakat tersebut”, bagaimana
membedakan atau menentuken mana yang “hukum adat” dan yang hanya
“kebiasaan setempat”. Daerah mana saja di Indonesia yang dapal
diberlakukan hukum adat. Termasuvk apakah setiap orang yang mendiami
snatu wilaysh tertentu walaupun dia bukan masyarakat asli daerah
tersebut juga harus tunduk pada hukum adat vang berlaku 4t situ.

Penerapan hukum pidana adat dimungkiskan oleh undang-undang,
namun yang perlu dilakukan adalsh menentukan strukiur magyarakat adat
terlebih dahuty, karena strukiur masyarakat menentukan sistemn (struktur}
ikbm yang berlakun dimasyarakat itu. Perlu dipetakan persekutuan
hukuim adat {adairechtsgemenschap) yang ada di Indonesia terlebih
dehulu. Sehagaimana disebutkan oleh Ter Haar bahwa di selurub
kepulavan Indonesian pada tingkatan rakyat jelata, terdapst nergaulan
hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatusn
terhadap dunia luar, lahir den batin. Golongan-golongan itu mempunyai
tata susunan yang tetap dan kekal, masing-masing dengan kehidupannya,
d.'lm- tidak aé‘a. pikiran zzn%uk pembz;izﬁzzn gc;lt;zxgazz 1§ Wlﬁemka
mempunyai pengurus sendiri dan mempunyai  harta  benda, milik
keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat
persekutuan hukum, '

2. Hukum Pidana Jslam.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dan gyariat Allah SWT vang
mengandunyg kemasiahatan bagi kehidupan manus:a batk di dunia maupun
di akhirat. Syariat Allah SWT dimaksud, secara mateniil mengandung
kewajiban asasi bagi sctiap manusiz uitek melaksanskannya. Konsep
kewajiban asasi, yaitu mencmnpatkan Allah SWT sebagal pemegang segala
hak, baik yang ada pada diri senditi maupun vang ada pada orang lain.

Sctiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah-Nya,

' 7er Haze dalam Bushar Muhammad, Asosasas Hukwm Adat. Swatn Pengontar
Celakan kesembilan (Jakarta; Pradeys Faramita, 19943, hal, 22.
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Dan perintsh tersebuf, harus ditunatkan untuk kemaslzhatan dirinya dan
orang Jain. ™%

Hukum Pidana Islam merupakan tegjemahan dari figh jinavak, vaitu
segala ketentuan hukum mengenai tindek pidana atau perbuatan kriminal
vang dilakukan oleh orang-orang yaog mukaflaf (orang yang dapat dibebani
kewajiban), scbagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukom vang
terperinci dalam dari Alguran dan Hadits Nabi Muhammad SAW '%

Secarz etimologl, jinayah berarti sebutan bagi tindak pidana yang
dilakukan oleh sescorang beserta akibat-akibat yang ditimbulkan, Oleh,
karenanya jinayah bersifst umum dan meliputi seluruh tindak pidana.
Berdasarkan pengerhian inilah wizma figh kontemporer menggunakan istilah
jinayah sebagai salah satu bidang figh yang membahas persoalan tindak
pidana dan ancamen hukumannya.'®® Istilah lain yang menunjuk pada
perbutan pidana adalah jorimoh, yaitu larangan-larangan dalam syani'at
vang diancam oleh Allah dengan hukuman. Sedangkan istilah ugubak
berarti sankst atan ancaman hukoman yang melekat dan menjadi bagian
integral dari perbuvatan pidana (arimah). Penctapan wgubah ini
dimaksudkan &;mk memperbaiki " périiéim dan aic-:hiak SCSCOTANG,
memelihara dari segala perbuatan maksiat serfa menjaga kepentingan
anggota masyarakat,"*’

Sebagaimana ibmu hukum pidana lainnya, hukum pidana Islam juga
merumuskan beberapa tujuan pemidanaan (ugubah) vang pada prinsipnya
diarahkan sebagai pencegahan {(zr ra 'da, pelarangan (af zajru), pendidikan
{al isiah)y dan pemasksasn {a/ fahdzibi). Sebagai pencegahbon, uguboh
dimaksudkan untuk menghalangi pelake mengulangi tindakan serupa
{prevensi khusus) dan juga kemunglkinan bagi masyarakat untuk melakukan
perbuatan jarimah {prevensi umum). Scbagal pendidikan dan pemeksaan,

ngubak dimaksudkan sebagai upaya memberikan pelajaran dengan cara

" rainuddin AN, Hidou Pidana Istanr (Takaria: Sinar Grafika, 20073, hal. 1.

““Dede Rosvada, Hukum Islom den Pranata Sosial (Jakartz: Lembaga Studi Islam dan
kemasyarakatan, 1952}, hal. 86.

'“Abdul Azis Dahlan. Ed. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid TII (Jakarta: Ichtiae Bar,

1996), hal. 807.
199 Chaeruddin dan Syarif Fadillah, /o eit,, hal. 73 dan 80.
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paksa agar pelaku bersedia mengubah perilakunya dan dapat kembali hidop
berdampingan dengan masyarakat., Dengan demikian, tujusn penetapan
ugubah memiliki tujuan jangka panjang ysitu memelihara kemaslahatan dan
kedamaian dalam masyarakat, dan tujuan jangka pendek yaitu menimpakan
penderitaan kepada pelaku.'®
Hal yang sama dikemulakan oleh Muhammad Abdul Malik, bahwa
tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam sangatlsh komprehensif
dan sangat berorientasi pada perlindungan kepada korban kejahatan, baik
korban individu maupun masyarakat luas, karena hukum Islam memberikan
perlindungan kepada sescorang yang menjadi korban manpun sebelum
menjadi korban (perlindungan masyarakat). Ada tiga fujusn pemidanaan
dalam hukuwn pidana Islam vaitu, represif, preventif dan edukatif. Dimana
dalam hukum pidana TIslam, efek penjersan lebih gyata. Orang yang
melakukan kejahatan (jarimah) ketika dihukum dipastikan akan jera dan
tidak akan mengulangi kejahatannya lagh. Dengan demildan hukum pidana
Islam sangat oocok diterapkan i Indonesia karena skan  efektif
menanggulangi angka keiahaian yang semaldn meningikat. Disanmping itu
p&zerape;n hukom pidana IsZanﬁ mempak;n ze"eatmen: yang éfcktif .untuk
mengubah pelaku kejahatan kembali menjadi orang yang baik. Berbeda
dengan sistern pemasyarakatan di  Indonesia, dimana lembaga
pemasyarakatan seringkali menjadi “kampus” bagi pelaku kejahatan yang
. menjalani hukuman. "
, .2, Asas-asas Hukum Islam.
Dalam hukum Islam dikenal asas-asas hukom yang meliputi
sentua bidang dan lapangan hukum Isian, yaitu ;'
8} Asas keadilan.
Merupakan asas vang penting dan mencakup semua asas dalam bidang
hukum Islam. Pentingnya asas dimaksud, schingga Allah SWT

mengungkapkan dalam Al-quran iebih dari 1000 kali, terbanyak setelah

" bid., hal. 30.

BwWawancara dengan Frof, DR. Mubamemad Abdul Malik, SH. MA, Ahli hukum pidana
fslam {figih jinayah) pada LUiniversitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarts, tanggal 26 Jugi
2608,

Pozainuddin AR, Zoc ot Hal. 24,
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kata Allah dan ilmu pengetahuan. Allah memerintahkan penguasa, dan
penegak hukum untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya,
berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang stratifikasi
sosial dan pencari keadilan. Juga diperintahkan kepda manusia untuk
menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun untuk diri
sendirl, orang tua dan keluarga dekat. Berdasarkan semua itu, dapat
disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, yang mendasari proses dan
sasaran hukom Istam.

b} Asas kepastian hukum.
Merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang
dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan
berlaku pada perbuatan itu.

¢) Asas kemanfaatan,
Merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum.
Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukem, seyogyanya
dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan
sendiri maupun kepentingan masvarakat.

' Disamping asas-asas umum dalam hukum Jslam, dalam hukum
pidana Islam dikenal pula asas-asas hukum vang mendasari
pelaksanaannya, yaity :'7
1) Asas legalitas. :

Asas inl ditegaskan dalam QS Al-lsra ayat 15 bahwa Allah SWT tidak
akan mengazab suata kaum scbelum divtus seorang Rasul kepada kaum
thu. Ditegaskan pula bahwa fungsi Rasul sebagai pembawa mist kepada
manusig yang berisi sejumiah perintah dan larangan, sehingga manusia
mengetahut substanst misi vang diembannya serta tidak ada pembenaran
bagi manusia untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan sya’dat yang
telah diturunkan, dan memberikan dasar pembenaran untuk menerapkan
sanks: alas suatu pelanggaran. Dengan demikian tidak ada hukum bagi
sefiap perbuatan mukallaf sebelum ada ketentuan yang melarangnya.

b} Asas keseimbangan.

#haeroddin dan Syarif Fadillah, Joc oif., 83-84,
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Dalam syari’at Islam sama sekali tidak dibenarkan penjatuhan hukuman
yang berlebihan, kecuali pada jarimah pemberatan. Bahkan syari’at
menghimbau, terutama kepada pihak yang dirugikan (korban) untuk
memberi maaf atas tindakan pelaku, misalnya pada jarimah qhisash.
Hal lain yang dapat dipahami dari asas ini adalah keseimbangan antara
kepentingan mewujudkan ketertiban masyarakat di satu pihak dan
kepentingan melindungi hak asasi individu pelaku dan korban di pihak
lain. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan penegakan hukum, aparat
tidak hanya bertindak sebagai instrument of power vang berorientasi
pada kekuasaan yang cenderung dibarengi dengan berbagai bentuk
pelanggaran hak acasi, akan tetapi harus pula memperhatikan
kepentingan masyarakal dan penegakan hak asasi individu.
¢) Asas penundaan hukuman.
Hakim harus menunda perkara dan penjatuhan hukuman jika temyata
bukti-bukti yang diperoleh tidak meyakinkan hakim, atau bahkan hakim
dapat menggugurkannya karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak
pidana (jar!‘n_:ah). ; : - |
d) Asas keadilan. |
Asas ini berkenaan dengan penegakan keadilan, bukan saja dalam
lapangan hukum pidana, akan tetapi termasuk lapangan hukum lain.
Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan
kedamaian dan ketertiban masyarakat yang dapat dilihat dari putusan
hakim yang akan memkbangun opini masyarakat. Penerapan hukum yang
adil akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan
lembaga peradilan, vang pada gilirannya akan turut membantu
pencegahan kejahatan, ataupun dapat mengurangi sikap masyarakat
untuk main hakim sendiri.
b. Penggolongan Pemidanaan.
Dalam hukum pidana Islam, dikenal empat penggolongan yang

dikaitkan dengan masalah pemidanaan.'”

'"2Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakaria: Bulan Bintang, 1975), hal. 285-286.
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1. Hukuman vang didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan yang
lainnya, dimana terdapat empat jenis hukuman :

a. Hokuman pokok (nqubah aliah), yaitu hukuman yang ditetapkan
untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yanp asli, seperti
hukuman gishash untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong
tangan unfuk jarimah pencurian.

b, Hukuman pengganti {ngubah badaliah), yaitu  yang menggantikan
hukuman pokok, apabila hukoman pokok tidak dapat dilaksanakan
karena alasan yang sah,

¢. Huokuman tanbahan (uqubah taba'ioh), vyaitu hukuman  yang
mengikuti hukuman pokok tanpa mengikuti keputuszn secara
tersendini.

d Hukuman pelengkap (wgubah tebomiliah), yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri
dari hukom, dengan syarat imilah yang menjadi citri pemisahnva
dengan hukuman tambahan,

2. Hukuman vang didasarkan atas besamnya hukuman vang telah
dit;mmkaﬂ; yaitu : : -

g Hukoman kehamsan (ugubah lozimah), hukuman  vang telah
ditentukan  macam dan besarnys, dimanz  hakim  harus
melaksanakannya tanpa dikurang atau ditambah, atau diganti dengan
hkumman lxin,

b. Hokuman Pilthan (mukhayyarak),-hokuman yang diserahkan kepada
hakim unfuk dipilihnya dari sekumpulan hokuman-hukuman yang
ditetapkan oleh syar’i agar bisa disesuikan dengan keadaan pembuat
dan perbuatannya,

3. Hukuman yang ditinjau dard segi tempat dilokukannya hukuman, yaite

a, Hukuman badan,

b. Hukuman jiwa.

¢ Hukuman harta.

4. Hukuman vang ditinjau dari segi macamnya jarimah vang diancamkan

hukuman, vaitu:
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a. Hukuman Judud. Hukuman yang ditetapkan atas jorimah-jarimah
fdud {perbuatan maksiat atau perbuatan yang telah dilarang oleh
Allah SWT)

b. Hokuman gishash-diyat. Hukuman yang ditefapkan atas jarimall-
Jarimah gishash diyat (tindak pidana yang hukumannya berbalasan
atau dibayar dengan diyas atau denda).

¢. Hukuman kifarat. Hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah
gishash-diyat dan beberapa jarima ta'zir (tindak pidana yang
hukurannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannysa),

d. Hukuman g zir. Hukuman yang ditetapkan untuk jarimali-jarinmah
#:7°zir,

Menurast H.A. djazul, terdapat beberapa kritgria yang perlu
diperhatikan sebelum dilakukan penjatubhan hukuman dalam Islam, yaitu ;'”
a) Harus mampu mencegah seseorang dark berbuat maksiat, Ataw menurut

Ibpu Hammam daiam Fathul Qodhir bahwa hukuman o untuk mencegah
sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menimbulkan efek jera
sctelah terjadinya perbuatan {represif).

b} Batag éercndah dan 2&:;1"ti;r1ggi ézzatu hukumaﬁ sangat terpanfung kepada
kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemasiahatan menghendaki
beratnya hukuman, maka hukuman diperberat, demikian pula sebaliknya,
bila kebutuhan kemaslahatan masyarskat menghendaki ringannya
hukuman maka hukumannya diperingan.

¢j Memberikan hukuman kepada orang vang melakukan kejahatan its bukan
berarti  membalas  dendam, melainkan  sesunggubnya  untuk
kemasiahatannya, i

dyHukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidek
jatub ke dalam suaty maksiat,

¢. Hukum pidana Islam dan perlindungan terhadap korban kejahatan.
Dalam sistem helum pidana Islam, pemidanaan vang dijatuhkan
kepada pelaku kejahatan merupakan implementasi dard perintah Allah SWT
dan Rasullah Muhammad SAW yang terdapat dalam Al-quras dan Hadits,

BYA. Diazuli, Figih Jinayak (Upaya Menanggulangt Kejahatar dofum lan) {Iakarta:
Raia Gralindo Persads, 20003, hal. 26
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Pelaksanaan hukuman dimaknai sebagai bagian dari syariat Allah SWT
yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Setiap orang hanya pelaksana
yang berkewajiban memenuhi perintah-Nya. Dan perintah tersebut, harus
ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Meskipun pemidanaan dalam Islam merupakan hak absolut dari
Allah SWT yang dilaksanakan oleh perangkat peradilan di muka bumi, akan
tetapi konsep pemidanaan juga turut mempertimbangkan kepentingan
korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan dan masyarakat. Dalam
beberapa bentuk kejahatan (jarimah), korban kejahatan turut berperan dalam
menentukan  bentuk penjatuhan ptdana yang diinginkannya, apakah
pembalasan (retributif) atau pemaafan dengan pembayaran ganti kerugian
(restoratif).

Korban kejahatan diberikan peran secara aktif dalam proses
penyelesaian perkara untuk semua tindak pidana (jarimah) dengan hulcuman
ghisash-diyat, ta’zir dan kifgrat, karena penjatuhan pidananya banyak
digantungkan pada kepentingan dan upaya pemulihan hak-hak korban
kejahatan (keluarganya). Peran korban kejahatan dalam penjatuhan pidana,

| dike_:c-ualil_(an untul-(- hukun-'lan hudud."™ |

Sebagaimana disebutkan bahwa, korban berperan dalam proses
penyelesaian perkara yaitu dimintai pendapat mengenai penentuan hukuman

-yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Bentuk-bentuk pidana yang
dijatuhkan dan memerlukan pertimbangan korban adalah, pidana atas jiwa,
pidana atas anggota badan dan pidana atas harta atau ganti kerugian.
Penjatuhan pidana tadi digantungkan pada kepentingan dan wupaya
pemufihan hak-hak korban (keluarganya), serta ada tidaknya unsur maaf
atau pengampunan yang diberikan oleh pihak korban kepada pelaku. Korban
diberikan peran untuk melakukan penuntutan dalam hukum pidana Islam
untuk kejahatan-kejahatan tertentu, khususnya untuk bentuk hukuman
ghisash peran aktif korban sangat terasa. Negara tidak boleh menghalangi

pidana yang dijatubkan untuk jarimah hudud, sepenuhnya merupakan hak Allah SWT
dan telah diletapkan dalam Al-Quran mengenai jenis-jenis deliknya bahkan batas minimum
maupun maksimum hukumannya tidak dapat diubah dan hakim tidak mempunyai kekuasaan untuk
mengurangi atau meninggikan lamanya atau banyaknya hukuman.
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pelaksanaan hukuman yang diinginkan oleh korban atau keluarganya. Yang
bisa dilakukan negara adalah membenkan pengertian atau himbauan kepada
keluarga korban untuk memaafkan pelaku kejahatan,'”

Bentuk-bentuk  pidana  yang memerlukan  partisipasi  korban
didalamnya adalah untuk jarimah gishash-dial, yang dijatuhkan untuk lima
macam tindak pidana, yaitu; pembunuhan senpaja, pembunohan menysnupai
sengaja, pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), penganiayaan
sengaja, dan penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja).'

Sebagai hukeman kepada pelaku persis  seperti apa  yang
dilakukannya kepada korban, gishash berlaku untok jarimah pembunchan
sengaja dan pengamayvasn sengaja. Pihak korban (kelvarganya) dibenkan
hak untuk melakokan gishash kepada pelaku. Akan tetapi apabile korban
(keluarganya} memaatkan pelaks, maka hukumamnya diganti dengan diat
{ganti kerugian) sebagai beptuk kepedulian kepada korban. QOishask
merupakan beniuk pidana vang melindungi kepentingan korban, dan
diberikan sebagai balayan yang seimbang dengan perbuatan jahat yang
dilakukan pelaku terhadap diri korban. Hukuman ini dapat dilaksanakan

A sendin :}Iéﬁ korban atf;uv ahli ézaxisnfa-, akan fetapi apabila tidak mampu
melaksanakannys dapat diserahkan atau diwskilkan kepads orang yasg
memang ahli dan ditugaskan sebagai pelaksana hukumen,'”’

Diat adalah hukumaen pokok untuk tindak pidans pembunuhan dan
penganiayaan menyerupal sengaja dan tidak sengaja {(kethe ). Meskipun
bersifat hukuman, namun diat merupakan harta yang diberikan kepada
korban dan keluarganya, bukan kepada perbendaharaan negara. Dari segi ini
diat lebih murip dengan ganti kerugian, apalagi besamya dapat berbeda-beda
menurut perbedean sengaja atau tidaknya jarimah yang dilakukan oleh
pelaku, '™

PWawancara dengan Topo-Santeso, SH. MHL, Phd. Dosen Hukum Pidana Islam pada
Fakultas Hukum Universilas Indonesia, tanggal 27 Mei 2009,

e Ahmod Wardi Muslich, Pengantar dan Asay Hublon Pidona Iiam, Fikif Finayah
{Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal, 153.154,

" Ihid., hal. 154,

V¥ 1bid, hal, (55,
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Sebagal bentuk pidana altemnalif, diar dapat dilihat sebagai
perwujudan  dari perlindungan terhadap korban vang sckaligus sebagai
mnplementasi dari keperluan mengembangkan prinsip kedamaian hidup
antar manusia dengan semangat silaturahmi dan saling memaatkan terhadap
kemungkinan kesalahan dalam pergaulan bersama dalam masyarakat.

Terhadap hukuman dalam sistern pidana Islam, sebagian kalangan
terutama kalangan Barat melancarkan kntik-kritik dengan menganggapnya
sebagai sesvatu  vang kejam, tidek mapusiawi, den barbar. Hal i
dikarenakan mereka melihatnya menurut standar abad ke-20 yang dianggap
paling beradab, Tidak dilihat alasan, meoksud, tujuan dan kefeldifan
hukumen-hukuman tersebut. Mebhat dari sumber pidana i, hukuman
dalam Islamn memiliki landasan yang sangat kokch waitu Al-Quran dan
Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan bukan berdasarkan dugaan-dugaan
manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil. Dard sisi kepastian
hukum juga jelas karena manusia dilarang mengubah hukuman yang
diancamican.’”® |

Kesalahpahaman dalam memahami tujuan pemidanaan dalam hukum
pid‘ana Islam, dikarenakan paﬁdangan vang sempit dalam melihat bentuk
hukuman yang dijatuhkan seperti mencuri dipotong langannya, berzina
dihukum rajam, membunuh dipancung, sehingga timbul anggapan bahwa
tujuan pemidanaan dalam Islam hanya pembalasan szja (retributif). Padahal
apabila dilihat secara cermat, maka akan terlihst bahwa latar belakang
penetapan pidana dalam hukum pidana Islam mengandung empat aspek,
yaitu ganjaran yang setimpal atas perbuatan pidana yang dilakukan,
pencegahan, perlindungan kepada masyarakat serta yang terakhir, terdapat
aspek pencbusan dosa yang tidak dikepal dalam konsep hukum pidana
Barat.'*

Dari pembahasan sebelumnya dapat diketabui bahwa hukum pidana

Islam memberikan kesempatan kepada korban kejshatan dan ahli warisnya

"Topo Santose, Menggagas Hukum Pidana Isiwn, Penerapan Syariat Istam dalam
Kontehs Modernitas (Bandung: Asyamil Press & Grafika, 2001), hal.
¥wawancara dengan Topn Sanioso.
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untuk turut terlibat dalam penghukuman. Keberadaan korban kejahatan
dalam sistem peradilan pidana menjadikannya sebagat salah satu pihak
dalam proses penyelesalan perkara pideana. Aparat penegak hukum tidak
bisa mengintervensi keputusan korban dan ahli warisnya dalam menentukan
bentuk pemidanaan untuk tindak pidana ghisash dan diat,

Terkait dengan upaya pembarvan hukum pidana yang sementara
berjalan dengan penyusunan rancangan KUHP yang baru, beberapa pihak
meminta kiranya beberapa muatan dalam hukum pidana Islam  dapat
diadopsi dalam hukum. pidana pasional. Hal ini sebenarnya dimungkinkan
karena tajuan revisi KUHP tidak hanya dimaksudkan sebegai upaya
dekolonialisasi, tapi juga rekodifikasi. Sejumlah peraturan perundang-
ukdangan pidana yang berdin sendid disatukan didalans KUHP, Selain itu,
dinpayakan barmonisasi KUHP dengan perkembangan bhukum pidana
internasional, Revist KUHP  dilakukan secara sistemik dengan menyerap
filosofi dan kultur vang ada df masyarakat,

Dengan begitn, menurut, M, Amin Suma, hukum Islam yang telah
berkembang di tanah air bisa diadopsi pula ke dalam KUHP, Jika menengok
sejarsh, hukum pidena Jslam sudah pemah diberlakukan oleh bebarapa
kerajaan Islam di Jawa pada abad ke-16 hanya pada masa kolonialisme,
hukum pidana Islan nyaris tidak pernah diterapkan. Sejatinya, hukum
pidana dengan Figh Jinayah 1ol memiliki banyak kesesuaian sehingga tidak
perlu  dipertentangkan, Contohnya  asas  legalitas, Hukum pidana
menegaskan, seseorang tidak bisa dihukum jika tidak ada aturan yang
melarang perbuatan orang itw. Figh jinayah juga punva asas demikian,
Prinsipniys, seluruli perbuatan pada dasamya boleh dilakukan, kecuali jika
ada peraturan yang melarangnya, '*'

Menurulnya, salah satn konsep pertanggungjawaban pidana dalam
Figh Jinayah yang bisa diadopsi KUHP adalah lembaga pemaafin. Scorang

terdakwa bisa safa terbebas dari sanksi pidana jika ia dimaafkan oleh korban

Bligkem Pidana  Dlam™  <hupJeubumum pia-palunetfindex 2 pholoptinrcont:
contentdo-pdfe i Lid=23> dinkses 10 Jund 2009, Poof DR, M. Amin Suma, SH. MA, MM
adalah Dekan Fekultas Syariak Universias Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarla, jugs
asnppola penyosunan RUL KUHP.
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atau keluarga korban, Menurut M. Amin Suma, lembags pemaafan ini bisa
diefektifkan untuk mengurangi jumlizh penghuni lembaga pemasyarakatan.
Apalagi dengan kondisi lapas di negeri inl yang sudah over capacity.
Bukantya efektif menjadi lembaga rehabilitasi, lapas justru menjadi locus
delicti bagt terjadinya tindak pidana, seperti tindak pidang narkotika. Belum
lagi, negara harus menangpung biaya yang besar untuk menjamin
kelangsungan hidup para narapidana.'®

Rupanya, draft revisi KUHP mulai memasukkan konsep itu. Meski
tak sama persis, asas judicial parden yang uda draf revisi KUHP
memungkinkan seorang terdakwa mendapat ampunan dari majelis hakim.
Namun, kewenangan hakim untuk memberi maal diimbangi denger asas
cudpa in canse yang memberl kewenangan hakim untuk fetap mengganjar
terdakwa walaupun ada alasan penghapus pidana, Hal lain dari Figh Jinayah
yang bisa diadaopsi ke dalam KUHP menurui M. Amin Suma adalah konsep
diat. Ini berbeda dengan konsep denda dalam hukum pidana. Diat adalah
pembayaran dalam jumlah tertentu yang hams diberikan terdakwa kepada
korban atau keluarganya. Sedangkan denda harus diberikan kepada negara,
"E)ari beberaéé segi, konsep fer ini dinilal lebih pas memulihkan hak-hak
korban tindak pidana. Menuruinye kaleu vang dirugiken adelah korban,
mengapa justru negara vang harus menenima dends dari terdakowa.'™

Sementara itu, menjawab pertanyaan dapatkeh hukum pidans Islam
diterapkan di Indonesia, ditengah pluralitas kebangsaan dengan adanya
berbagal paauk agama di Indonesia yang dapat memuncuikan resistensi
terhadap penerapannya, Muhammad Abdul Malik menjawab bahwa justru
sangat tepat hukum Islam diterapkan di Indonesia karena begitu lengkap
mengatur berbagai aspek pencgakan hukom mulsi dar I;f:ri‘iaku aparat
penegak hukum yang tidak bolch memihak kepads salah satu pihak yang
berperkara sampai  dengan konsep keadilan dalam  falsafoh  hukum
pidananya. Lebih jauh ditambahkan bahwa apabile negara menerapkan
hukum pidana Islam, maka rumus yang dapat dapat dipergunakan dalam

penerapannya adalah ; a} Apabila seorang Muslitn melakukan kejabatan

Wrnid
¥ thid.
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dan korbannya muslim, maka sanksi pidananya diterapkan hukum pidana
Islam; b) Apabila seorang Muslim melakukan kejahatan dan korbannya
non Muslim, maka sanksi pidananya diterapkan hukum pidana Islam; ¢
Apabila seorang non Muslim melakukan kejahatan kepada Muslim, maka
sanksi pidana diterapkan hukum pidana Islam, alasannya karena korban
yang dirugikan berhak memperoleh keadilan sesuai rasa keadilan hukum
yang dimilikinya; dan d) Apabila seorang non Muslim melakukan
kejahatan kepada non Mustim, maka hukum pidana Islam tidak diterapkan,
kecuali pelaku dan korban menghendakinya,'*

Pari pembahasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sistem
hukom Islam sangat memperhatikan korban kejahatan. Hak-hak korban
kejahatan menjadi perhatian dari sistem peradilan pidana, bahkan kerban
kejahatan dan ahli warisnya diberi kesempatan unitek berperan dan terlibat

dalam penjatuban pidana.

v awancara dengan Prof, DE. Muhammad Abdul Malik, SH. MA.
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam lopangss hukum pidana, terutama dalam memahami mengenai
kejahatan, maka pelaku merupakan subjek hukum vang selalu menjadi sorotan dan
sumber kajlan yvang paling ulama selama ini. Sementara pthak yang menjadi
korban dari kejahatan pelaku tersebut hampir tidak mendapat tempat dalam kajlan
mengenal hukum pidana. Korban kejahatan ditempatkan hanys dalam persepktif’
pelaku keiabatan, Ketlka pelaky kejahatan telah dijatubi hukuman, maks saat
itulah korban kejabatan dianggap telah tepenchi hak-hak wiridisnya,

Saat ini telah berkembang pemikiran yang mulai mempersoatkan hukum
pidana dan penyelengparaan peradilan pidana, atau dengan kata lain mulal
mempertanyakan efektifitas kinerja sistem peradilan pidana yang tidak
memberikan keadilan yang langsung dirasakan bagi seseorang atau kelompok
dalam masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Hal ini dilandasi oleh teori-
teori tujuan pemidanaan klasik yang menjadi acuan sistem peradilan pidana yang
lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pelaku, dengan kata lain tajuan
pemidanaan hanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku deri pelaku kefahatan
agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini mengalihatkan
kepentingan korbap tidak diskomedasi. Pemikdran yang mulal mempersoallan
hukum pidana dan penyclenggaraan peradilen pidana merupskan perkembangan
baru vang menanda dunulainya perubahan trend dalam Japangas krimnologi.

Saat int molal muncul perkembangan pemikiran yang mulai berorientasi
pada korban. Hal ini antara lain 4i tendai dengan munculoya tuntutan yang kuat
untuk memberikan perhatian pada hak-hak korban. Sistem Peradilan Pidane
dituntut untuk memberikan tanggung jawab, keprihatinan dan perhatian yang
lebih kepada korban kejahatan, Kemudian adanya pengaruh yang makin besar
dari gerakan feminisme, seperti women liberation movements yang mulai

menentang hegemoni dan dominasi pria sebagai kausa kejahatan perkosaan don
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kekerasan terhadap perempuan. Serta adanys penurunan secara umum kegistan
penclilion murni dibidang kriminologi yang digantikan merchaknys penelitian
terapan dalam bidang peradilan pidana,

Sejatinya posisi korban kejahatan sangatlah ditentukan oleh falsafah
pemidanaan yang dianut oleh sistem peradilan pidana, Apabila falsafah retributif -
yang umumnya dimanifestasikan melalui pidana perampasan kemerdekaan untuk
melakukan pembinaan pada pelaku kejahatan - vang dianut oleh sistem peradilan
pidana (schagaimana saat ini berlaku di Indonesia), maka akan renempatkan
pelaku kejshatan vis a vis dengan sistem peradilan pidana dan mengesampingkan
posisi korban, vang diasumsikan sudah diwakilf atau diambil alih posisinya oleh
aparat penegak hukum {polisi dan jaksa), sehingga korban tidak memiliki peran
sedikitpun atau tidak memiliki “nilai tawar” dalam sistem peradilan pidena,
Sebaliknya apabila falsafah pemidanaan yang dipergunakon adalah falsafah
restoratif dimana kejshatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak
individual korban sebagai bagaian pertama dan utama dari kepentingan publik,
selain masyarakat dan negara, maka peran korban skan mengemukas dan akan
mewarnai sistemt peradilan pidana, karcna korban kejabatan akan ditempatkan
sebagai pihak dalam proses penyelegaian perkara pidana,

D1 Indonesia, perubahan sistem peradilan pidana dari sistem Znguisitoir
saat berlakunya HIR {(Hgt Herziene Inlandsch Reglement) menjadi sistem
aquisitolr scbagaimana dianuwt Undang-undang Nomor § Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukom Acara Pidana (KUHAP) telah membawa era baru
dan telah meletakan dasar dan prnsip humanisme dalam dunia peradilan,
KUUHAP mempunyai tujinan utama bukan hanys untuk mencapai ketertiban dan
kepastian hukum, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah mendasar
adalah bagaimana mencapai mjvan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan
tethadap harkat dan mertabat manusia sedapat mungkin bisa dihindar. Dalam
kaitan dengan prinsip hunianisme dalam dunia peradilan, KUHAP dapal juga
dikafakan merupakan landasan bagi terselenpgaranya proses peradilan pidana

yang benar-benar bekeria dengan baik dan berwibawa serta benar-benar
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memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka,
tertuduh atau terdakwa sebagal manusia,

Namun dalam hubungannya dengan perlindungan hak-hak korban oleh
sistem peradilan pidana, adalah sungguh suatu roni apabila diperhatikan dengan
cermat, betapa KUHAFP dibuat sebagal peletak dasar bagi sistem peradilan pidana
yang humanis, dan merepresentasikan politik kriminal dalam sistem peradilan
pidana Indonesia, begitu memberikan perhafian yang besar dan  perlindungan
hukum kepada pelaku kefohatan tetapi justru kurang memberiken fempat kepads
korban kejshatan. Padahal perlindungan hukum scharusnya diberikan scimbang
baik kepada pelaku kejahatan maupun korban kejahatan sesuai asas i{fzsamaan.
kedudukan dalam hukum (equafity before the law).  Pembaruan hukum acara
pidana dengan berlakunya KUHAP Talmn 1981 memang hanya sedikit
menyentub atau mengakomodasi scbagian dari kepentingan pihak yang dirugikan
dari suatu kejahatan (korban kejahatan) dibanding kepentingan pelalar keishatan.
Kondisi ini sangat berbeda dengan korban, Ketika korban dimintai keterangarnmys

. sebagat saksi ditingkat penyidikan maupun pengadilan, sering dijutpai korban

harus datang sendiri tanpa memperoleh pengamanan/pengawalan vang memadai.
Sementars itu pada sast korbap dimintsi keterangan i pengadilan, terkesan
korban hamya sekedar dijadikan sebagai alat untuk menguatkan apa yang
didakwakan oleh Jaksa Pemuntut Umum. Setelab  korban  membeckan
kesaksiannya, tidak ada upava untuk membenkan perlindungan kepada saksi
 (korban), ‘dan korban dibiarkan pulang begitu saja tanpa memperolch
perlindunigan. Padahal sesungguhnya korban kejahatan mempunyai posisi sentral
dalam sistem peradilan pidzina. Apalsgi ketika korban (salesi korban) memberikan
keterangan di depan persidangan guna mengungkapkan kebenaran materiil,

Pengabaian akan cksistensi korban kejshatan dalam sistem peradilan

pidana (hokum pidana), memang melalui proses perjalanan sejarah hukum pidana

yang cokup lama, dan masing-masing negara memilikt pengalamannya sendin,

Korban kejahatan yang secara nysts dirngikan pada mulanya sebagai aktor

dominan dalamt sistemn persdilan pidans, berangsur-angsur diambil alih oleh
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negara sebagai wakil sah dari masyarakat seiring dengan terbentuknya organisast
negara moedern. Monopoll negara dalam melakukan penuntutas  terhadap
pelanggar hukum pidana den penghapusan posisi korban tersebut memperoleh
doktrin hukum pidana (akademik), skhirnya pendirian tersebut melerubaga dalam
suatu sistem hukum pidana hingga sekarang. Akibatnya, korban kejahatan
dipandang sebagai forgotten people in the system dan bukan menjadi sasaran dari
sistern peradilan pidana. Negara mengambil alih peranan penuntutan dari korban
dengan dalih meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal
{emosicnalisasi} dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan
rasional {rasionalisasi} untuk korban dap masvarakat secara keseluruhan.

Secara umum proses bekerjanys sistem peradilen pidana direpresentasikan
dari bekerjanya masing-masing sub sistem peradilan pidana, vaitr keberadaan
mstitusi atan lembaga penegak hukum yang tergzbang' di dalasn sistem peradilan
pidana yaitn, polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi
Korban Kejahatan delam  Sistem Peradilan Pidans Indonesia dilihat dan
. .peranannya. dalam prosss penyelesajan perkura pidana. Namun demikian
peranannya tidak bisa terlepas dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Karena,
sistern peradilan pidana itulah yang sebenamya paling dominan menentukan
peran korban kejahatan,

Besar kecilnya peranan korban kejahaian tergantung  dari perhatian yang
diberikan oleh sistem peradilan pidana kepada korban kejahatan. Semakin besar
perhatian yang diberikan oleh sistem peradilan pidana kﬁpadAa korban kgpahatan,
semakin besar pula peranan korban kejshatan dalam proses penyelesaian perkara.
Begitu pula sehaliknya, peran korban akan tereduksi apabila sistem peradilan
pidana kurang memberi perhatian kepada korban kejahatan. Proses peradilan
pidana bermnula dart tindakan penyelidikan dan penvidikan oleh penyidik
Kepolisian RI scbhagal the gaie keeper of the criminal justice system kemudian
penuntutan oleh JYaksa Penuniut Umum dan berujung pada penjutuhan hukuman

oleh Hakim di Pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lembaga
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Pemasyarakatan. Pada dua proses awal dari peradilan pidana yaitu penyidikan
dan penuntutan posisi hukum korban sangat ditentukan kedepannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, seluruh komponen masyarakat
diharapkan berpartisipasi aktif, sebab masyarakat merupakan suatu sistem
kepercayaan yang telah melembaga (institutionalized system of trust). Tanpa
adanya partisipasi aktif dan sistem kepercayaan maka kehidupan sosial tidak
mungkin dapat berjalan dengan baik sebab tidak ada patron dalam berinteraksi.
Kepercayaan ini terwujud melalui norma-norma yang diekspresikan dalam bentuk
struktur kelembagaan yangcterdapat dalam institusi seperti polisi, jaksa, hakim,
lembaga pemasyarakatan dll. Ketika terjadi suatu kejahatan, maka bangunan
sistem kepercayaan yang terbangun dalam interaksi sosiologis dalam perspektif
korban kejahatan menjadi hancur berantakan. Sehingga diperlukan pengaturan
hukur-n pidana baik formil dan materiil, serta perangkat hukum lainnya untuk
menata ulang dan mengembalikan tatanan kepercayaan yang telah hancur tersebut
disamping menjadi tempat sandaran bagi orang yang menjadi korban suatu
_kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum, .. ... .. :

Kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejahatan, dalam konteks
negara, apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan korban, maka negara juga
harus bertanggungjawab untuk memperhatikan korban kejahatan tersebut. Hal ini
dilakukan sebagai konsekwensi dar negara yang boleh dikatakan telah
memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-
lindakan yang bersifat pribadi. Selain itu negara juga mempunyai kewajiban
untuk menjaga setiap warga negara dalam memenuhi setiap kebutuhannya atau
apabila warga negaranya mengalami ke'sulitan, melalui kerjasama dalam
masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-saran yang disediakan oleh
negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun
melalui pengaturan hak.

Peraturan perundang-undangan hukum pidana dan pelaksanaannya dalam
praktek penyelesaian perkara di Indonesia menunjukkan bahwa eksistensi dan

posisi hukum korban kejahatan tidak diakui. Tiadanya pengakuan hukum pidana
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ini membawa konsekwens: lebih jaoh dimana hak-hak korban kejahatan yang
telsh diatur dalsm hokum pidana tidak berhubungan langsung dengan kewajiban
{tugas) polisi dan jaksa, tidak dilengkapi dengan hak-hek pendukung lain, dan
tidak memiliki kontrol vang jelas, seperti halnya hak-hak hukam yang dimiliki
oleh terdakws.

Dalam prakeek peradilan pidana kedudukan dan peranan korban kejshatan
terabaikan karena sistem peradilan pidana tidak menghendaki adanya hak korban
kejahatan sebagat individu dalam hukum acara pidana sebagsi hukum publik, Hal
ini disebabkan karena beberapa zlasan, yainn adanya kekhawatiran proses
peradilan meniadi sarana balas dendam kepada pelaka kejahatan apabils korban
kejahatan hadir dan diberi peran dalam proses peradilan pidana. Kekhawatiran
vang lain adalah korban kejahatan akan mencempurt birokrasi peradilan pidana
sehinggs mengganggu kKelancaran proses iycnyelasaian perkara. Dengan kata lain
korbas tidak bisa menjadi para pihak dslam sistem peradilen pidana, disamping
terdakwa di satu pihak dan polisi serta jaksa di pihak yang lain, karena masuknya
_ korban akan merusak jalannya pemeriksaan, perkara pidana karena korban hanya
akan mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Disamping itu keadilan dalam
hukum pidana ditujukan kepada pelangpar hukum pidona bukan kepada korban
serta  adanys asas legalitas yang telah menguatkan pendangan bahwa negara
memonopoll reaksi  terhadap kejahatan dan mewakili  kewenangan untuk
menjatahkan pidana.

Semuz  kekhawatiran tersebul cukup  beralasan, namun  demikian

kedudukan korban tidak boleh dinafikan begitu saja dan mengabaikan kewajiban

untuk memberikan perfindungan hukum dan memenuhi hak-hak korban

kejahatan. Untuk itn yang perln dilakvkan adalah mencari mekanmisme
penyclesaian perkarz pidana yang {epat yang dapat mengakomodasi peran dan
kepentingan korban kejahatan, seksligus tidak menyimpang dari asas peradilan
yang cepat, sederhana dan mursh {speedy tried}.

Dari apa vang dikemukekan diatas, terlthat betapa sistem peradilan pidana
Indonesia belum memberikan fempat kepada korban kejahatan dan kedudukan
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hukumsya dalam sistem peradilan pidana cenderung terabaikan, Hal ini lebih
banyak dischabkan larena orientasi hukum pidana Indonesia vang masih
bertwrmpu pads perdindungan pada pelaku kejahatan {(offender orfented). Padahal
dari sudut kriminclogis, keishatan merupakan konflik antar individu vang
menimbulkan kerugian bukan saja kepada korban kejahatan iy, tetapi jugs
menimbulkan kerugian terhadap masyarakat veng dalam fataran sosiologis berupa

hancurnys tatonan nilsi steu pranaia sosial kemasyarakatan. Dan tidak tertutup

kenmmngkinan jugs merugikan pelaks kejahatan itu sendirt dengan tuntutan pidana ;

yang akap dibadapinya.

Untuk itu, terhadep perlindungan hak korban kejahatan di Indonesia,
dipandang perle pengaturan-pengaturan vang mantap tentang perlindungan
korban kejabatan baik dalam hukwn pidena materill maonpun hukem pidans
formil, Dalam hx&:um pidana materiil dipikitkan alternatif pilihan pidana selain
pidana vang sodah ada dan dalam hukum acara perfu ciatur kemudaban-
kernmudaban untuk memperoleh access to justice and fair sreatment,

Kebijakan terhadap korban kejahatan.dilakukan berdasarkan hasil kajian
yang cermat dan mendalam, diimplementasikan melalui dua tahapan, kebijakan
tanpa mengubah undang-undang yaita memperbaiki prakiek penegakan hukum
sehari-harl yvang peduli terhadap kepentingan korban kejahstan dengan cara
memberi perspektif baru dalam prakiek penegakan hukum hukum pidana, vaitu
perspekuf  korban, melalul  penerapan  asas  pseudo-fegislation  dalam
penyelenggaraan peradilan pidana. Selanjutnya, setelah melalui penclitian dan
evaluasi, hasilnya dipergunskan ustuk menyusus kebijakan umum terhedap
korban ksishatan dan dijadiken dasar untuk mmgfum undang-undang.
Pembarusn hukum pidena Indonesia, seyogyanya merumuskan korban kefahatan
sebagai salah satu pihak dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sesual dengan
perkembangen hukum pidana di denia dewasa ini serta hasil Kongres PEB 4
Milan Tabun 1985 vang dalam lsporannya mengenal victims of crime, antara lain
dikemukaken bahwa korban harus diperhitungkan dalam mekanisme peradilan

pidana dan hak-hak korbon seharusnya diterima scoara felas schagal bagian
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integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana, Pembarvan hukum pidana
tersebut antara lain hendaknya jugs meocakup perumusan batasan korban
kejahatan, kedudukan (hak dan kewajiban), peranan korban kejahatan dalam
sistem peradilan pidana, dan rumusan pant kerugian vang jelas kepada korban
kejahatan dan perumusan jenis-jenis pidana vang bertujuan untuk penvelesaian
konflik dan mengembalikan keseimbangan yang terganggn okibat teriadinya
tindak pidana. Pembaruan hukem pidana dan hokuem acara pidana yang
berorientasi kepada korban torsebut tidak mengubah iotal strkturfsistem
peradilan pidana yang ada, tefapi kepentingan korban kejahatan menjadi perhatian
dalam setiap peagambilan keputusan hukom éer}za:iap tersangka/terdakwa.

Seringkaii ditermui suatu perbuatan tidak diatur dalem ketentuan hukum
positif Indonesia, Oleh karena ifu, apabila bertitik tolak dengan polarisasi
pemikirar: legalistik positivistik maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan
tindak pidana dan konsekwensinya pelakunya haruslah dibebaskan dar dakwaan,
Akan tetapi, jikalau bertitik tolak kepada dimensi baliwa perbuatan tersebut
bersifat tercela dan melukal nilat-nilal_yang hidup di masyarakat, maka melalui
penafsiran dan penemuan hulum hakim dapat menjatubkan pidana kepada pelaku
tersebut walaupun ketentuan hukum positiftidak eksplisit mengaturnys. Untuk itu
dalam hubungannya dengan mencari sisterm hukum pidana vang tepat yang dapat
mewnjudkan tujuan pemidansan dengan memperhatikan kepeatingan pelaku dan
korban, maka perlu dilakukan penggslian dan pemikiran terhadap kemungkinan
diadopsinya beberapa muatan dalam sistem hukum pidana yang laimiya seperti
hukurs pidana adat dan hakom pidana Islam,

Yang perlu diperhatikan adalah bagatmana agar supaya korban kejahatan
tetap dilayani hak-hak dan kepentingan-kepentingannya tanps mengganggu usaha
peradilan pidana dalam melindungt kepentingan dan kesejahteraan umum dan
bak-hak pelake. Tidek selamanya korban msu atau sanggup untuk
memperjangkan hak-haknya melalui pengadilan. Dalam keadaan seperti ind perlu
"digali” dan dikembangkan upaya-upayas hukum selain hukum positif vang

mampu menyelesaikan ssngketa-sengleta yang terjadi dalam masyarakat {antara
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pelaku dan korban) melalui prosedur pordamsian {conciliation procedures).
Dalam sistem hukum yang menghormali peranan korban, maka permintaan
korban untuk penyelesatan semacam ini periu diperhatikan dan sedapat mungkin
dipenuhi. Apabila pendekatan yang dipakai dalam menangani masalah korban ini
adaiah dengan "optik korban”, sehamisnyalah permintaan korban tentang cars
yang diinginkannya dalam penyelesaian masaleh yang teleh mengakibatkan
penderitaan baginya diberikan perhatian utama. Sister hukum pidapsa vasg dapal
digali dan dikembangkan guna melengkapi sistem hukum piéz{na yang
berorientasi kepada pelaku dan korban, dan mengedepankan penyelesaian konflik
serta melindungi hak-hak korban adalah sistem hukurm pidana adat dan sistern
hulcum pidana Islam.

Dalam kaitannys dengan orientasi hukum pidana materiil dan formil yang
febih memperhatikan korban kejahatan, pembarvan hukem ssiatinya juga
dilakukan dengan terlebih dabulu memberi landasan filosofis dan asas-asas
hukum sebagai pangkal tolak pengaturan korban kejahatan dalam hukups pidana.
Beberapa aspek penting yang perlu dikedepankan adalah a) pengakuan eksistensi
yaridis korban kejabatan, yang memberi penegasen sccara hukum mengenat
pelanggaran hukum ;:idma"mcmpakm pelanggaran terhadap hak-hak korban
kejabatan disamping pelanggaran terhadap keferitban wmum, masyarakat dan
negara, b} sistern peradilan piduna diharapkan jugs berfungsi sebagai sistem
penyelesatan konflik antara pelaku kejahatan dan korbannya; ¢} pelaku kejahatan
diharuskan bertanggungjswab ferhadap pemuliban dampek kejshatan ; dan d)
dimasukkannya restust dan kompensasi sebagal bagian dari hukem pidana dan
pemidanaan. °
. SARAN
1. Proses penyelesaian perkara pidana melalui lembaga peradilan sedapat mungkin

menjadi upaya terakhir vang ditempuh, setelah upaya hukwm lsinnya dilaloi
(ddtimum remedion). Sehingga yeng perlu dilakuken adalah mengambangkan
alternatif penyelesaian perkara di luar pengadifan. Upaya vang dapat dilakukan

adalah mediosi dengan menpedapankan prinsip penyelesaian konflik antara
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pelaku kejahatan dengan korban, disertai dengan komitmen pelaku kejahatan
uptuk menggantl segala kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Sshingga
proses peuyelesaian perkara di luar pengadilon scharusnya diharapkan
merupakan bagian yang menyatu dengan sistem peradilan pidana, apabila upaya
tersebut telah dilakukan, akan meniadi dasar untuk tidak meneruskan perkara ke
pengadiian.

2.Salah satu alternatif penyelesaian perkara di lvar pengadilan yang dapat
dikembangkan adalah dipergunskanpnya pranata hulum pidam{ adat. Untuk itu
perlu dipulihkan lagi atas dibentuk kembali perangkat peradilan adat vang
berwenang mengadili perkara atau pelanggaran pidana, yang tidak ditemuoken
sanksinys di dalam KUHP,

3.8istemn hukum pidana Indonesia sudah memberikan pelnang kepada korban
untuk dapat terlibat dalam proses penyelesaian perkara demi mempe:':jtzangkan
kepentingan dan hak-hak yuridisnya, namun yang masih perlu dilakukan adalah
implementasinya dalam sistem peradilan pidana. Langkah yang barus dilakukan

. adalah merckonstruksi persepsi dan paradigma aparat penegak hukum dalam
sistem peradilan pidana schingea dalam melaksanakan fugasnya jangan hanva
effender oriented tetapl harus herimbang dengan turt memperhatikan juga
korban kejahatan.

4.Proses pengambilan keputusan dalam setiap tahapan proses pemyelesaian
perkara dalem sistem peradilan pidanaz, sedapat mungkin melibatkan atau
mempertimbangkan  kepentingan korban kejshatan. Temnasuk penggunasn
kewenangan melakukan diskresi berupa penghentian penyidikan, penghentian
penuntutan, penangguhan penahanan alau kewenanpan yang bersumber dari
asas-asas penyelenggaraan peradilan pidana fainnya. Depgan kata lain,
penggunaan kewenangan oleh polisi dan jaksa harus scialan dengan prinsip
keadilan bagi korban kejahatan tanpa mengurangi perlakman yang adil terhadap
pelaku kejahatan.

5.Pepbaruan hukum pidana Indonesis harus memperkuat pelaksanaan hak

korban kejahatan dalam setiap tahapan penyelesaian perkara dalam sistem
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peradilan pidana, dengan memberi landasan hukum dan mengatur pokok-pokok
perlakuan terhadap korban kejahatan schagai standar perlakuan terhadap korban
kejahatan, Pembaruan hukum pidana Indonesia, juga seyogyanya merumuskan
korban kejahatan sebagai salah satn pihak dalam sistem peradilan pidana. Hal
ini sesual dengan perkembangan intemasional dalam hukum pidana, dan
rekomendasi  badan dunia PBB  tentang korban, yang antara lain
mengemukakan bahwa korban harus diperhitungkan dalam mekanisme
peradilan pidana dan hak-hak korban seharusnya diterima secara jelas sebagai
bagian integral dart keseluruhan sistem peradilan pidana.

& Pembarnan hukum pidana tersebut antara lain hendaknya juga mencakup
perumusan batasan Korban kejahatan, kedudukan (hak dar kewajiban), peranan
korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, dan rumusan ganti kerugian
vang jelas kepada korban kejahatan serta p;emmusan ienis-jenis pidana yang
bertujuan untuk penyelesatan konflik dan mengembalikan keseimbangan yang
terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

.. Perlu dilakukan penggalian dan pemikiran terhadap kemungkinan diadopsinya
beberapa muatan dalam sistem hukum pidana yang lainnya seperti hukum
pidana adat dan hukum pidana Islam dalam upaya membentuk sistem hukum
pidana yamg tepat yang depat mewujudkan fujuan pemidanzan dengan

- -memperhatikan kepentingan pelaku dan korban.
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